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ABSTRACT

A bank is an enterprise having to do with service and finance. In cafrying
out its bussiness, a bank is supported by fhree sources of funds, they are the fund
of the First Party, that of the Second Party, and that of the Third Party.

The activities of a bank in colfecting funds is closely related to the fund of the Third

Party in the form of clearings, depasits, deposit certificates and savings.

The funds that have been collected in the bank, are then distributed to people
through credits. The difference between the interest of the credits and that of the
people's savings will be the income of the bank.

From the activities of collecting funds, the bank is deoing its legal
relationship with its customers having the fund/ creditors. The legal relation
between the customers having the fund/ creditors, is in the from of agreement
between a debtor and a creditors, and based on trust.
in doing its legal relation, a bank is assumed to have a bargaining position.
Therefore, a third party, which can protect the weak party, is needed.

Generat protection can be seen from its suprasystem and system, which
invoives banks, customers having funds/ creditors and Bank Indonesia. Specific
treatment can be seen from the subsystem, which is related to the
management of the bank funds, and that of the bank bussiness.

By means of proffesional bank management, the credibility of the bank
can be improved so that customers having fund/ creditors will get profit. By
having good management that is applying good moral and ethic of banking and
being responsible for the bussiness, the bank activities and people trust to this
enterprise can be increased.

The success of the banking bussiness lies on the proffesionaliom of the

bank management, as well as good and responsible banking implementation.
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INTISARI

Bank adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan
keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank didukung dengan figa sumber
dana, yaitu dana pihak!, dana pihakll dan dana pihak I\,

Kegiatan bank dalam menghimpun dana berkaitan erat dengan dana pihak

Hl, yang berbentuk girs, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.
Dana yang {elah terkumpul di bank, kemudian disalurkan melalui kredit. Dari selisih
perolehan bunga kredit yang' diterima, dengan bunga simpanan yang harus
ditanggung, inilah yang menjadi pendapatan utama bank. Sedang jasa
pelayanan ‘merupakan pendapatan kedua, yang disusti dengan  sumber
pendapatan lain.

Dari Kkegiatan usaha menghimpun dana tersebut, bank melakukan
hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana/ kreditur, Hubungan hukum
antara nasabah penyimpan dana/kreditur, berbentuk perjanjian antara debitur
dengan kreditur, dan bersifat kepercayaan.

Dalam melakukan hubungan hukum, bank diasumsikan memiliki bargaining
position kuat, dibanding dengan nasabah penyimpan dana/kreditur. Oleh sebab
itu diperlukan pihak ketiga, yang dapat melindungi kepentingan pihak yang lemah.

Perlindungan secara umum, dapat dilihat dari supra sistem dan sistem,

yang melibatkan bank, nasabah penyimpan dana’kreditur dan Bank Indonesia.



Perlindungan sécara khusus dilihat dari sub sistem, yang dikaitkan dengan
manajemen dané bank dan pengeloiaan usaha bank.

Dengan r;1anajemen dana bank yang profesional, dapat meningkatkan
probabilitas baﬁk, sehingga mencapai keuntungan dapat dinikmati nasabah
penyimpan dafnafkreditur. Dengan pengelolaan usaha yang jujur dalam arti
berpegang padéa moral dan etika perbankan, serta benanggung jawab, akan
dapat meningkaétkan kepercyaan masyarakat terhadap kegiatan usaha bank.
Kunci sukes kegéiatan usaha bank, terletak pada profesionalisme manajemen bank

dan pengelo!aanf usaha yang jujur serta bertanggung jawab.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank berasal darl bahasa latin * Banco * yang berarti bangku, yang
dipergunakan sebagai tempat duduk para pedagang bila sedang heristirahat
sambil menyelesaikan utang piutang diantara mereka pada jaman dahulu. Istitah ini
kemudian menyebar diantara para pedagang di seluruh dunia, dan menjadi istilah
umum mengenai pengertian bank seperti yang dikenal masyarakat sampai
sekarang. '

Bank mulai dikenal di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda. Pada
wakiu VOGC mengalami kebangkrutan, maka pemerintah Hindia Belanda
mendirikan bank. Bank yang pertama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda
adalah Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), kemudian muncul bank-bank
lain yang didirikan oleh pihak swasta.? Pertumbuhan bank pada masa
penjajahan ini seiring dengan pertumbuhan perdagangan pada masa ity, dan
bank dibutuhkan sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dan para
pedagang yang membutubkan modal untuk menjalankan usaha.

Pada masa kemerdekaan keberadaan bank sebagai  perantara bagi

mereka yang kelebihan dan membutuhkan dana ini tetap dipertahankan, dan

! Bank Sekst Hukum Dagang Fakulas Hukum Undip, Semarang, 1988, h 3.

W'djanarto Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
1883, h 6.
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mulai diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. 2 Namun pengaturan kegiatan
perbankan pada masa awal kemerdekaan belum seragam, baru pada tahun 1967
pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur
perbankan nasional.

Sejak tahun 1967 hukum positip yang mengatur kegiatan perbankan
diatur dan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan perbankan
itu sendiri. Perkembangan tersebut dapat dirasakan dalam kegiatan usaha
perbankan di indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk
pengembangan perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala
tersebut tersebut terlihat sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di
hidang keuangan dan perbankan tahun 1983, yang bertujuan untuk menunjang
fandasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan perkembangan jasa
perbankan dan meningkatkan kemajuan bagi dunia perbankan.

Perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia mulai terlihat sejak
pemerintah mengeluarkan kebijakan Keuangan dan Perbankan 27 Okfober 1988
yang dikenal dengan "Pakto 1988". Paket ini antara lain memuat ketentuan
memberi kemudahan untuk  mendirikan bank baru dan membuka kantor cabang
bank umum di seluruh Indonesia. Unfuk mendirikan Bank Umum tukup dengan
modal 10 milliar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat hanya dengan modal 56 juta
rupiah, dan ketenfuan meningkatkan status Bank Umum menjadi bank devisa juga

dipermudah.

® Ibid, h 9.
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Sejak adanya kebijakan P"akto 1988, industri perbankan di {ndonesia
telah fumbuh dengan sangat pesat. Hal ini terlihat pada akhir 1988 jumiah Bank
Umum di indonesia baru 111 dengan kantor 1.?28; tetapi pada akhir 1985 jumlah
tersebut telah meningkat menjadi 240 Bank Umum dengan jumiah kantor
sebanyak §.288. Sedang Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1888 baru
berjumlah  7.706, pada akhir 1995 telah meningkat menjadi 8.998. Dengan
kata lain jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat pada akhir 1995
telah mencapai 9.238 bank, dengan jumiah kantor sebanyak 14.286. * Pengaruh
Pakto 1988 tidak hanya terbétas dengan munculnya jumiah bank-bank baru,
namun juga menyangkut kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dana dan
menyalurkan kredit meningkat dengan sangat pesat. |

Adanya ketentuan bahwa bank bebas menentukan sendiri besarnya suku
bunga deposito dan tabungan, telah menimbulkan persaingan yang sangat kefat
dalam kegiatan usaha perbankan baik dalam menghimpun dana dan menyalurkan
kredit kepada masyarakat. ° Persaingan ini {erjadi tidak saja terhadap antar
bank, tetapi juga dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi,
lembaga pembiayaan dan pasar modal. Oleh karena itu, maka dalam menghim-
pun dana, bank-bank berlomba memperluas produk-produk baru dan
meningkatkan pelayanan.

Sebagai institusiflembaga perkembangan suatu perusahaan harus didukung

oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang memasok dan pengguna produk

¢ Sutan Reny Syahdeini, Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Di
Indonesia, Bahan Kuliah Umum, Undip, Semarang, 10 April 1887 : h 1.

5 Info Bank, Dibalik Harapan Dan Kenyataan, Jakarata, 1991, No.134, h 36.



perusahaan. ° Begitu juga bank, sebagai badan usaha yang bergerak dalam
bidang jasa dan keuangan, maka perkembangannya juga memerlukan
dukungan dari masyarakat sebagai pengguna dan pemasok produkfjasa
perbankan. Dukungan masyarakat ini dapat terlinat dari mantapnya perfumbuhan
bank-bank konvensional yang mulai berdiri di Indonesia, sebagai kekuatan
ekonomi moeneter yang sangat dominan.

Para investor baru yang hergerak dalém kegiatan perbankan memandang
momentum tersebut dengan cara-cara yang agresif, bahkan méngambil jaten
pintas dalam menghimpun dana maupun menjaring hasabah.

Hasil awal dari cara-cara ini sangat mengejutkan, karena sejumiah besar
dana masyarakat berhasil tersedot masuk bank. Bahkan menurut analisis “Tim
info Bank™ memperlihatkan terjadi revolusi moneterisasi pada lapisan masyarakat
bawah yang mulai menikmati surplus dari penghasilannya. ’ Kegiatan usaha bank
mulai memasyarakat, sehingga meningkatkan minal masyarakaf untuk
menyimpan uang di bank.

Bank-bank swasta dianggap sebagai pelopor revolusi moneterisasi
tersebut, karena sejumlah besar dana yang dulunya tersimpan di bawah bantal
berhasil dikeruk oleh bank-bank, yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan.
Dari survai yang dilakukkan Info Bank Maret 1990, ditemukan bahwa fungsi bank
sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari 700 responden vang

dijajagi fernyata 86,7 persen menyimpan uang di bank. Fakta ini erat sekali

Sri Redjeki Hartono, Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional
(Dn‘in;au Dari Aspek Hukum Hukum Dagang, BPHN, Jakarta, 1995 : h 123
“ Info Bank, Bank Pakto 1988 {Jurus-Jurus Memburu Dana Murah}, Jakarta, 1886, No.202, h
M4,



hubungan dengan jenis tabungan yang mereka pilih dan hadiah-hadiah yang
menjadi  iming-iming bank-bank baru ketika itu. ® Namun dari hasil survai yang
difakukan info Bank berikutnya pada Januari 1991, memperlihatkan arus balik
dari kecenderungan arus balik persepsi masyarakat terhadap bank. Masyarakat
sudah tidak lagi fertarik iming-iming hadiah yang diberikan oleh bank. ® Hal ini
disebabkan karena pengaruh situasi terakhir, pada dasarnya ‘masyarakat yang
berhubungan dengan bank adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan
cukup dengan tingkat pendidikan yang memadai dan  berstatus sosial baik.
Dengan demikian mereka akan mempertimbangkan dalam memilih produk-
produk perbankan yang ditawarkan. .

Faktor yang paling dominan dan menjadi temuan penting adalah masalah
‘jaminan keamanan “atas uang  yang mereka tabung dan depositokan.
Temuan tersebut merupakan gambaran kerisauan masyarakat terhadap kegiatan
usaha bank, adanya kejadi- an-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menimpa
bank-bank pada saat itu, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan nasional. Peranan media masa sangat besar dalam membuka tabir
kegiatan usaha menjadi lebih transparan, sehingga masyarakat akan lebih rask
onai dalam memilih bank yang dipercaya untuk mengelola dananya, Seperti apa
yang dikatakan oleh pengamat ekonomi Hartoyo Wignyowiyoto sefaku Direktur
Eksekutif Lembaga Studi Kapasitas Nasional PT. Askrindo Kreasi sebagai

berikut ;

8 Ibid, h 27.
2 Ibid, h 35.
0 1bid, h 3.



"sesual dengan banyaknya keluhan nasabah yang disampaikan kepada
Lembaga Penampung Kelthan Konsumen, para nasabah deposan
sehelim menjadi nasabah suafu bank mereka dirayu habis-habisan.
Tetapi begifu nasabah ftersebut akan mengambif vang deposifonya,
jangankan rayuan, pelayanan yang wajar diperlamban, sehingga para
nasabah sungkan atau malas untuk menarik kembali depositonya, baik
karena penali maupun transaksi yang menjengkeikan .

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap  bank, sebenarnya mempunyai
dampak yang positif juga. karena bank-bank pemerintah Yang pada awalnya
dinilai lamban dan kurang agresif menjaring nasabah, kini mendapat credit
point éangat tinggi, sehingga pilihan masyarakat untuk menabung mulai beralih ke
bank pemerinfah.

Bagi masyarakat yang berhubungan dengan bank secara intensif pasti
mengetahul, bank seharusnya menjadi hadan usaha kepercayaan masyarakat
dalam menghimpun dana. Namun karena banyaknya kasus-kasus perbankan yang
terjadi, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha
perbankan menurun, sehingga mereka bersikap sangat hati-hati dalam memilih
bank, karena fidak semua bank aman untuk menyimpan dana. Bukan hanya
masyarakat, pemerintah sebagai otoritas moneterpun menjadi risau dengan
perkembangan kegiatan usaha perbankan pada saat itu. Pidato-pidato yang
bernada ancaman sering ferdengar memperingatkan agar pengelola bank
bersikap hati-hati dalam mengelola usahanya. Bahkan Menteri Keuangan sendiri

memperingatkan dengan Keras agar bank tidak mengambil jalan pintas dalam

menghimpun dana masyarakaf. '°

" Hartoyo Wignyowiyoto, Oh Nasabahku Inifah Nasibmu, Info Bank Ne.134, Jakarta, 1891 : h
86

2 ibid, h 98



Atas Dasar afasan tersebut di atas, maka pemerintah melakukan
penyempurnaaan terhadap kebijakan Pakto 1988, dengan mengeluarkan
himpunan ketentuan sebagai berikut -

1. Himpunan ketenfuan lanjutan Pakto 1988 (penyempurnaan), tanggal 25 Maret
1989.

2. Himpunan Ketentuan Penegasan Pelaksanaan Pakio 1988, tanggal 29 April
1989, dan ketentuan Kredit Eksport, tanggal 2 Mei 1988,

3. Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 1988, tanggal 16 September 1989, dan
Ketenfuan Tentang Bea Masuk Atas Cek Dan Bilyet Giro, tanggat 6 Oktober
1889.

4. Himpunan Kefentuan Lanjutan Pakto 1988, Tentang Tabungan, Deposito,
Sertifikal Deposifo Serta Kantor Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Asing,
tanggal 1 Desember 1989 ( Pakdes)

9. Himpunan Ketentuan Lanjulan Pakto 1888 Tentang  Penyempurnaan Sistem
Perkreditan, tanggal 29 Januari 1990 { Pakjan).

6. Himpunan  Ketentuan Lanjutan Pakto 1988 Tentang Pehyempurnaan
Pengawasan Dan  Pembinaan Bank, tanggal 28 Pebruari 1991.

7. Paket Penyempurnaan Tanggal 20 Nopember 1981 Tentang PKLN (Pinjaman
Komersial Luar Negeri), PDN,Swap  dan Kredit Dalam Valuta Asing. °

Sebagai puncak penyempurnaan tersebut, maka keluarlah Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menggantikan Undang-Undang No. 14

Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam penjelasan  Undang-

" Widjanarto, op cit, h 43



Undang No.7 Tahun 1992 disebutkan bahwa tujuan dari undang-undang ini
adalah untuk menyempurnakan struktur kelembagaan perbankan menjadi lebih
lugas, dengan landasan yang lebih luas dan lebih jelas ruang geraknya.

Upaya tersebut dilakukan guna melindungi dana ma- syarakat yang
dipercayakan kepada bank, serta agar bank mampu menyalurkan danha
masyarakat tersebut kebidang-bidang vyang lebih produktif. Guna
merealiasikannya, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 4
(1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat, serta menjelas Kan ruang lingkup dan batas kegiafan yang dapat

diselenggarakannya;

{2) Persyaratan pokok unfuk mendirikan suafu bank diatur secara rinci, sehingga
ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kegiatan perbankan menjadi
jelas dan terarah;

(3) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan Xkepada
lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan

persyaratan bank

(4} Peningkatan para profesionalisme pelaku di bidang perbankan;

(5) Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang
perbankan secara sehat dan hertanggung jawab, sekaligus mencegah

terjadinya prakiek-prakiek yang merugikan masyarakat luas.

" pemerintah Republik Indonesia Penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1882 Tentang
Perbankan,



Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar  perbankan Indonesia
memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional, sehingga
peranannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas nasional dapat ferwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan
masyarakal adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun upaya hukum yang dilakukan pemerintah, tidak mendapat
tanggapan yang positif dari sebagian pengelola bank. Ketentuan-ketentuan yang
dikeluarkan oleh pemerinfah selaku otoritas moneter melalui Bank Indonesia,
banyak yang dilanggar oleh pengelola bank, misalnya ketentuan tentang batas
minimum pemberian kredit (BMPK}), yang dimaksudkan jangan sampai ada dana
bank dalam jumiabh besar dipinjamkan kepada perorangan atau perusahaan
tertentu.

Hal tersebut perlu diatur sedemikian rupa, karena sesuai dengan asasnya
perbankan Indonesia ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.
Namun secara fakiual banyak bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana
dari masyarakat, tapi dana vyang terkumpul dipergunakan untuk membiayai
usaha-usahayang dilakukan oleh kelompok/group bank yang  bersangkutan.

Praktek-praktek hank seperti tersebut diatas jelas akan merugikan
masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi
berkurang. Oteh karena itu diperlukan kefegasan dari pemerintah untuk
memberikan perfindungan kepada masyarakat yang mempercayakan dananya

untuk dikelola oleh bank. Tindakan otoritas moneter pada tanggal 1 Nopember
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1987, menutup dan mencabut ijin usaha serta melikuidasi 16 Bank Umum yang
bermasalah, merupakan tindakan tegas.

Dalam rangka memufihkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan
usaha bank, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan mengenai jaminan
pemerintah.ierhadap kewajiban pembayaran bank umum, yang memberikan
jaminan terhadap simpanan pihak ketiga di semua bank yang berbadan hukum
Indenesia ( perhatikan pasal 1 Keppres No.26 Tahun 1998).

Daneanreapseiah sktiem  perraakannnaskingh!. nmasasz dibpahikk Badaan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) vyang bertugas melakukan
pengadministrasian jaminan pemerintah yang diberikan kepada Bank Umum.
Selain itu Badan Peyehatan Perbankan nasional (BPPN), juga diberi
wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank.
(Penyehatan Perbankan Nasional). '

Tindakan nyata yang dilakukan BPPN telah terlihat nyata sebanyak 54 bank
masuk menjadi pasien, atau bank dibekukan izin usahanya, dan atau bank ielah
diambil alih pengelolaannya, selanjutnya ada bank yang Kkeluar dan masuk.
Dengan kata lain BPPN ini seperti rumah sakitnya bank, kalau sakit dirawat dan
kalau sudah sembuh keluar, akan tetapi kalau sudah tidak dapat disembuhkan
akan dibekukanlizin usahanya. Tindakan pemerintah seperti tersebut diatas,
merupakan tindakan positif yang memberikan perlindungan hukum, sehingga

perlu mendapat dukungan dari semua pihak, yaiiu‘pihak bank sebagai badan

'S Pemerintah Republik Indonesia, Keppres Ne, 27 Tahun 1998, Tentang Tugas dan Wewenang
BPPN, pasal2 a, b, ¢.
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usaha, masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa bank serta para
penyimpan dana/kreditur bank pada khususnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank akan melakukan hubungan
hukum baik secara intern maupun ekstern. Hubungan hukum secara intern akan
ditakukan sesuai dengan anggaran dasarnya, sedangkan  hubungan hukum
sacara ekstern dilakukan sesuai dengan kegiatan utamanya yaitu menghimpun
dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 18

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang no.?7 tahun 1992 Tentang
Perbankan, maka secara ekstern bank dapat melakukan hubungan hukum
sebagai berikut :

(1) Hubungan hukum dengan nasabah penyimpan dana atau kreditur.

(2) Hubungan hukum dengan nasabah peminjam dana debitur.

(3) Hubungan hukum dengan nasabah pengguna jasa bahk.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan dalam tesis ini, hanya
akan diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana atau
kreditur. Hal ini dilakukan atas pertimbangan, penghimpunan dana merupakan jasa
utama yang ditawarkan dan dilakukan dalam kegiatan usaha bank, baik Bank
Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari
masyarakat merupakan tulang punggung (basic), dari dana yang dikelola oleh

bank dalam meraih keuntungan.

'S Pemerintah Republk Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Tentang Perbankan,
pasal 1 angka (1).
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Undang-Undang Perbankan 1982, membedakan bentuk penghimpunan
dana yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Dalam pasal 6 huruf (2) ditentukan bahwa Bank Umum menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, dan atau
bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 13 huruf
(a), ditentukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dana masyarakat
dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk
lain yang dipersamakan dengan itu. Dalam pasal 14 ditegaskan bahwa Bank
Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta
dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
penyertaan modal dan usaha perasuransian. Dari pasal 14 tersebut dapat dilihat
adanya rambu pemisah antara kegiatan usaha yang boleh dilakukan Bank
Umum Non Devisa, Bank Umum Devisa yang dapat melakukan kegiatan dalam
valuta asing, dan Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan pangsa pasar masing-
masing.
Pengertian simpanan, giro, de;;osito dan tabungan telah diatur juga dalam
Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut
1. Simpanan , adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
dalam bentuk giro, deposito  berjangka, tabungan danfatau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan fu.

2. Giro , adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana

perintah  pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.
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3. Deposito Berjangka , simpanan yang penarikanya hanya dapal dilakukan pada
wakiu tertentu menurut perjanjian antara. penyimpan dengan bank yang
bersangkutan.

4. Sertifikat Deposito , adalah deposite berjangka yang bukti simpanannya
dapat diperdagangkan.

5. Tabungan , adélah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek
| atau alat pembayaran lain yang dipersama kan dengan itu.

Kegiatan usaha yang dilakukan bank dalam menghimpun dana, akan
menimbulkan hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana
yang dalam tesis ini disebut kreditur, baik sebagai individu/perorangan maupun
badan hukum. Sebagai badan hukum diasumsikan bank memiliki "bargaining
position® yang kuat dibanding nasébahnya, meskipun dalam keadaan tertentu
bank dapat menjadi pihak yang lemah. Adanya perbedaan bargaining position ini
dapat menimbulkan suatu perjanjian yang berat sebelah atau timpang, tidak adil
dan melanggar aturan-aturan kepatutan. Oleh karena itu negara dalam hal ini
pemerintah perlu ikut campur memberikan perfindungan hukum kepada pihak yang
lemah. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat preventif maupun represif.
Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan hukum
yang berlaku dafam kegiatan perbankan, sedangkan perlindungan hukum represif
dapat dilakukan melalui keputusan—keputusan' pengadilan guna memecahkan

kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan perbankan.
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Atas dasar fenomena dan alasan tersebut, maka tesis ini berjudul
*Analisis Terhadap Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana Dan Upaya

Perlindungan Hukum Bagi Para Kreditur"

1.2, Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang teiah diuraikan di atas, maka

dapat dirumuskan perma salahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun
dana ?

2. Bagaimana bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para
kreditur.?

3. Seberapa jauh perangkat hukum di bidang perbankan mengatur perlindungan

hukum kepada para kredi tur ?

1.3. Tujuan Penelitlan

Penelttian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis
sebagai berikut :
1.3.1. Tujuan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini
mempunyai tiga tujuan teoritis yaitu :
1. Untuk mengalisis kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari

masyarékat.

2. Untuk mengalisis bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan para

kreditur,
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3. Untuk mengevaluasi perangkat peraturan hukum di bidang perbankan, dalam
memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur.

Secara teoritis penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan di
bidang hukum perbankan pada umumnya, khususnya dalam hal penghimpunan
dana masyarakat, dan upaya perlindungan hukumnya.

1.3.2. Tujuan Praktis
Secara praktis penélitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
hermanfaat kepada semus pihak yang terkait dalam kegiatan ussha vyang
dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana, antara iain pemerintah sebagai
otoritas moneter, bank sebagai lembagafinstitusi dan nasabah sebagai pengguna
jasa bank, sebagai berikut
1. Bagl pemerintah :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna
mengenai bentuk perlindungan hukum yang dikehendaki oleh para kreditur
bank, sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam membuat Kebijaan
baru.

2. Bagl Iinstitust/bank :
Hasit penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagaimana
mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan oleh para kreditur

3. Bagl nasabah/kreditur :
Hasil penslitian ini diharapkan dapat memberi masukan Kkepada
nasabah/kreditur, mengenai manfaat dan resiko melakukan hubungan hukum

dengan bank.
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1.4. Metode Penelitlan
1.4.1. Spesifikasi Penelitlan

Berdasarkan spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian diskritif
analitik. " Karena dengan penelitian  ini diharapkan mampu memberikan
gambaran secara. rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang
berhubungan dengan kegiatan usaha bank, khususnya dalam menghimpun dana
masyarakat. Analitk karena penelitian ini juga akan menganalisa aspek
perlindungan hukum kepada para kreditur, melalui perangkat peraturan hukum
perbankan yang berlaku.
1.4.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pedekatan yuridis normatif dan yuridis
sosiologis. ® Karena penefitian ini  menggunakan data sekunder untuk
menganalisa hubungan hukum antara bank dengan para kreditur serta aspek
perlindungan hukumnya. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk menganalisa
kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam menghimpun dana dari
masyarakat. Bank sebagai institusi bukan hanya merupakan gejala normatif,
akan tetapi dalam menjalankan aktifitasnya berkaitan erat dengan realitas sosial
yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini diharapkan
mampu memberikan penjelasan atas permasaiahan yang ditefiti, dengan hasil

penelitian yang diperoleh dalam  hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya,

17 Lexy J. Moleong, Metode Penelltian Kualltatlf, Remaja Rosdakarja, Bandung, 1981, h 198
'@ Ronny Hanityo Soemitro, Metodolog! Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Ghaia Indonesia,
Jakarta, 1880, h 11 dan 34
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dan mencoba menjelajahi realitas empiris yang berkaitan dengan kegiatan usaha
bank dalam menghimpun dana.
1.4.3. Lokasl Penelitian
Lokasi penefitian yang dipilih adalah wilayah Kodia Daerah Tingkat I!
Semarang. Karena Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang
dikenal sebagai kota dagang. Sebagai daerah perdagangan maka banyak
terdapat sarana dan prasarana penunjang dalam mengembangkan dunia usaha,
salah satunya adalah bank yang merupakan fokus dari penelitian ini. Bank adalah
badan usaha yang  bergerak dalam bidang uang dan jasa, yang sangat
berperan dalam perekonomian masyarakat.
1.4.4. Metode Pengumpulan Data
Sejalan dengan tujuan penelifian yang telah ditetapkan, maka diperiukan

suatu metoda guna mendapatkan data. Sumber data yang diperlukan daiam
penelitian ini, adalah berupa sumber data sekunder dan sumbér data primer.
Untuk mempercleh data sekunder diperlukan penelitian dokumen dan untuk
memperoleh data primer diperlukan penelfitian lapangan dengan cara sebagai
berikut :
a Penelitian Dokumen

Salah satu pendekaian dalam peneiitian ini adalah yuridis normatif, maka

sumber data utama ada!aﬁ pengkajian dokumentasi dan kepustakaan yang

meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Bahan hukum primer mencakup antara lain peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank baik secara langsung
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maupun tidak langsung. Bahan hukum sekunder mencakup hasil pertemuan
iimiah (seminar, lokakarya, diskus), tulisan iimiah, majalah, surat kabar yang
ada kaitannya dengan materi penelitian. Sedangkan yang termasuk bahan
hukum tersier meliputi : kamus hukum, kamus bahasa (Indonesia, Belada
dan Inggris) dan kamus perbankan.
- b. Penelitlan Lapangan :
Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan peneiitian lapangan,
dengan cara melakukan pengamatanfobservasi langsung terfokus, ' ke objek
penelitian. Dan melakukan wawancara berstruktur 2 | kepada para informan.
Sebagai subjek datam penelitian ini ditentukan beberapa informan. kunci, yang
mempunyai Kketerlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan
usaha bank antara lain:

¢ Pimpinan Bank Umum (Devisa dan Non Devisa)

» Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat

+ Nasabah Penyimpan Dana/kreditur

o Pimpinan Bank Indonesia Kantor Cabang Jawa Tengah

¢ Ketua Perbanas Jawa Tengah

+ Ketua Legal Club Kodia Semarang

¢ Ketua Perbarindo Jawa Tengah

s Pakar Perbankan

12: Sanafiah Faizal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi, Y3A, Malang, 1890, h 80
Ibid, h 82
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1.5. Metode Analisa Data

Pengertian analisa diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi
secara logis, sistematis dan kosisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan
sifat data yang diperoieh, hasil pengumpuian data ini akan dianalisa dengan
menggunakan analisis taksonomis.  ~'

Dengan analisa taksonomi dimaksudkan agar pene- laahan dilakukan
secara rinci dan mendalam yang difokuskan pada masalah-masalah atau domein-
domein tertentu. Pada analisis ini, fokus penelitian ditetapkan terbatas pada
domein fertentu yang sangal berguna dalam upaya mendiskripsikan " atau
menjelaskan fenomenaffokus yang menjadi sasaran penelitian. Domein-domein
yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam dan merupakan fokus studi yang
periu dilacak secara lebih rinci serta lebih mendalam terhadap struktur infernal
masing-masing domein. Sehubungan dengan analisis tersebut diatas, maka dalam
penelitian ini menggunakan teori fenomenologi. z

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah ferkumpul,
maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di lvar data itu, untuk keperiuan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. z

Dalam peneftian ini menggunakan triangulasi sumber, vyaitu
membandingkan dan menggecek balik derajad Kkepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui wakiu dan alat yang berbeda. 2

2 |bid, h 98
2 thid, h 43
Z | exy, J Moleong, op cit, h 178
% tbid,h 178
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1.6. Kerangka Pemikiran

Hukum positif yang mengatur kegiatan usaha perbankan saat ini adalah
Undang-Undang No.7 Tahun 1892 Tentang Perbankan, yang selanjutnya dikenal
sebagai Undang-undang Perbankan 1882. Dalam pasal 4 undang-undang ini
menegaskan bahwa tujuan dari  Perbankan Indonesia adalah menunjang
pembangunan nasional dalam  rangka meningkatkan pemerataan, periumbuhan
ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak. Sehubungan dengan hal | tersebut, perbankan Indonesia dalam
menjalankan ﬁsahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat (perh_atikan pasal 3 UU No0.7/1982). Berdasarkan
fungsinya tersebut, maka dapat dibedakan bank secara operasional sebagai
berikut :

1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No.13 Tahun 1968.

2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam falu lintas
pembayaran (perhatikan pasal 1 angka (2)).

3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya
dafam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu (perhatikan pasal 1 angka (3).

4) Bank Umum Yang Mengkhususkan Diri Untuk Melaksanakan Kegiatan Terientu

atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu. Hal
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tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 angka (2) Undang-Undang
Perbankan 1892. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri  untuk
melaksanakan kegiatan tertenfu antara lain : melaksanakan pembiayaan
untuk pengembangan Kkoperasi, pengembangan golongan ekonomi
lemah/penggusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan
pengembangan pembangunan perumahan, %

Penggolongan bank menurut fungsinya tersebut, berkaitan dengan jenis
jasa bank yang boleh ditawarkan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
adapun jasa yang dapat ditawarkan oleh Bank Umum adalah :

{a) Menghimpun daha dari masyarakat;

{b) Pemberian kredit;

(¢) Penerbitan Surat Pengakuan Utang;

(d) Pemindahan Uang (transfer);

(e) Penempatan dan peminjaman dana dari sesama bank;

() Penerimaan pembayaran tagihan Surat Berharga;

(g) Penyimpanan barang dan Surat Berharga;

(h) Jual beli Surat Berharga;

() Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain;

(D Penempatan dan datam bentuk Surat Berharga yang tidak fercatat di

bursa efek.

(k) Pembelian agunan debitur;

% Widjanarto, op cit, h 48
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() Usaha anjak piutang (factoring, = karfu kredit, dan Kegiatan wali

amanat (trust);

{m) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;

{(n) Melakukan kegiatan dalam vaiuta asing;

(0) Melakukan kegiatan penyertaan modal;

(p) Pengurusan dan pendirian dana pensiun;

(9) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank. %

Secara operasional Bank Umum dapat menawarkan dan melakukan
seluruh jasa perbankan (full service), tetapi dapat juga hanya menawarkan
sebagian saja (memilh jasa tertentu). Masing-masing bank dapat memilih
usahafjasa yang ingin dikembangkan, dengan syarat harus memenuhi peraturan
yang berlaku sesuai dengan jasa yang dipilihnya. Berbeda dengan usaha/jasa
yang dapat dilakukan atau ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat agak terbatas,
hal inf dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usahanya yang ditujukan
untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. |

Dengan demikian jenis-jenis pelayanan yang diberikanpun disesuaikan
dengan tujuannya, sehubungan dengan itu maka kegiatan usahanya meliputi

(a) Menghimpun dana dari masyarakat;

(b) Memberikan kredit;

(¢) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;

% Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Aditya Bakti, Bandung, 1993, h 188
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(d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia {SBt),
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan pada bank lain;
(perhatikan pasal 13 Undang-Undang No.7 Tahun 1992).

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana
merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh bank, baik Bank Umum maupun
Bank Perkreditan Rakyat. Secara ideal dana yang berasal dari masyarakat
tersebut merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank
untuk memperoleh keuntungan, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya
bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tetap mendapat kepercayaan
dari masyarakat.
| Dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat ini; akan
menimbulkan suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan
dana/kreditur. Menurut Prof. DR.Remy Syahdeini, SH hubungan hukum antara
bank dengan pasabah berdasarkan hubungan hukum antara debitur dan
kreditur, atas dasar kepercayaan (fiducia principie), kerahasiaan (confidentiality
principle), dan kehati-hatian (prudenciality principle). %

Bank sebagai badan usaha diasumsikan mempunyai posisi yang kuat
dibanding dengan nasabah baik 'sebagai debitur maupun kreditur, Datam praktek
perbankan semua transaksi antara bank dengan nasabah, telah tersedia
formulir-formulir yang dibuat oleh pihak bank, sedangkan nasabah tinggal mengisi
dan menandatangani. Fenomena tersebut dapat diasumsikan adanya bargaining

position yang tidak seimbang, sehingga dapat melahirkan suatu perjanjian yang

¥ Suktan Remy Syahdeini, op cit, h 11
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timpang dan kurang memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang lemah. Oleh
karena itu diperlukan campur tangan pemerintah uniuk memberikan perlindungan
hukum terhadap pihak yang lemah balk secara preventiif maupun represif. Bentuk
perlindungan hukum secara preventif adalah melalui peraturan-peraturan yang
dibuat pemerintah maupun peraturan lain yang ditujukan untuk mengatur kegiatan
usaha perbankan. Sedang perlindungan hukum secara represif adalah
mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha perban kan.

Secara leori ada 3 (tiga) komponen yang periu diperhatikan dalam
pengembangan kegiatan usaha bank, yaitu :

(1) Supra Sistem.

(2) Sistem.

(3) Sub Sistem. ®

Supra sistem, adalah tatanan dan aiuran berupa peraturan perundang-
undangan atau suatu kebijaksanaan pemerintah, yang merupakan dasar hukum
dalam kegiatan usaha perbankan. Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintan dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam
pengembangan usaha. Berdasarkan supra sistem yang berlaku di Indonesia
adalah semua perangkat peraturan hukum atau perundang-undangan yang
berlaku dalam bidang perbankan.

Peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara ideal harus
melindungi semua kepentingan yang ada. Seperti dikatakan oleh Kansil bahwa

*hukum” pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, arlinya fungsi

% Soepadi, Problem BPR Millk Pemda, info Bank No.188, Jakarta, Okteber 1993, h 36
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hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat sera
melindungi kepentingan-kepentingan. %

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-
petunjuk tingkah laku manusia, tentang bagaimana masyarakat itu dibina dan
kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum bharus
mengandung rekanan-rekanan dari ide-ide yang dipitih oleh masyarakat di tempat
hukum itu diciptakan. 1de-ide ini adalah ide-ide keadilan. 4

Dari dua pengertian hukum tersebut, dapat diketahui bahwa hukum harus
memuat ide-ide keadilan yang berfungsi untuk melindungi  kepentingan-
kepentingan yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa
hukum tidak memihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank pada umumnya dan Kreditur
pada khususnya, belum diatur secara khusus -dalam peraturan hukum yang
mandiri. Dalam membahas periindungan hukum bagi para kreditur bank, akan
dipakai acuan perlindungan konsumen yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum
~ Nasional(BPHN), sebagai naskah akademis peraturan perundang-undangan
tentang perlindungan kensumen.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan, hukum positif di Indonesia
sebelum ada yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen

industri perbankan.

2 Kansil, Pengantar Himu Hukum Dan Tata Hukum indonesla, Balai Pustaka, Jakarta, 1882, h
20
* Satjipto Rahardjo, imu Hukum Ajumni, Bandung, 1982, h 20
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SUpaya hukum bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum
dengan para penyedia barangfjasa yang dibutuhkan telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Buku ke Il Tentang Perjanjian). Kreteria
konsumen digolongkan menjadi dua yaitu konsumen barang dan konsumen jasa.
Yang termasuk kreteria konsumen barang adalah mereka yang menjadi kensumen
mebel, rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan
penyelenggara jasa meliputi jasa asuransi, konstruksi, perbankan dan seferusnya.

Bank sebagai badan usaha yang menyelenggarakan jasa keuangan,
dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu melakukan hubungan hukum
dengan para nasabah baik sebagai debitur maupun kreditur. Dalam melakukan
hubungan hukum tersebut, secara umum bank tunduk pada pengaturan Hukum
Perdata dan ketenfuan khusus yang berlaku dalam industri perbankan.

Dalam melakukan hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdapat
‘dua kepentingan yang berbeda dan harus dipertemukan. Kepentingan bank
sebagai badan usaha tentu saja mencari keuntungan, sedang kepentingan
nasahah sebagai Konsumen jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi 2
(dua), yaitu :

1. Kepentingan fisik.

2. Kepentingan sosial ekonomi. %'

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur, dapat diidentifikasi
dari adanya jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank yang

bersangkutan. Pelayanannya baik dalam arii proses pengambilan cepat dan
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likuiditasnya terjamin. Sedangkan kepentingan sosial ekonomi kreditur,
menyangkut keuntungan yang diperoleh bagi nasabah penyimpan dana {berupa
bunga) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. Hal ini ber- kaitan erat
dengan manajemen bank (dike.lo!a secara profesionai dan jujur), sehingga dapat
memberi keuntungan yang maksimal terhadap bank khususnya dan nasabah pada
umumnya. Karena dana nasabah yang disimpan di bank pada dasarnya
merupakan sumber ekonomi bagi para kreditur (gaji, honorarium atau pendapatan
lain}) yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah

tangganya. Untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari sumber ekonomi
konsumen diperiukan :

1. Informasi yang inofatif.

2. Kondisi ekonomi pasar.

3. Proses hukum administrasi keluhan nasabah. %%

Informasi yang inovatif bagi para kreditur bank menyangkut produk-produk
yang ditawarkan oleh bank, misalnya keuntungan apa yang akan diperoleh
nasabah, resiko apa yang mungkin timbul, bagaimana cara pengambilan uang
apabila si kreditur meninggal dunia, bagaimana cara pencairan simpanan apabila
banknya terkena musibah dan halkha!l lain yang perlu diketahui oleh para
kreditur. Informasi yang diberikan harus bersifat terbukaftransparan, maksudnya

agar para kreditur dapat mengetahui secara jelas produk-produk yang

ditawarkan, sehingga para kreditur dapat menentukan pilihan secara rasional,

¥ BPHN, Naskah Akademis Peraturan Peruntdang-Undangan Tentang Periindungan
Konsumen, Jakarta, 1993/1994, h 18
T Ivid,h 14 '
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bank mana yang akan dipercaya untuk mengelola dananya. Informasi ini dapat
disampaikan melalui brosur-brosur yang diterbitkan, iklan-ikian, atau berhagai
macam cara prakiek pemasaran pro;luk, maupun melaiui kegiatan kehumasan
yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan.

Pengembangkan usaha perbankan diperlukan suatu sistem. Sistem
terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu dengan lain, sehingga
membentuk tolafitas. Sistem sering dipakai sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Sebagai badan usaha fujuan bank adalah untuk mencari Keuntungan
finansial. Dalam rangka mencapai keuntungan yang optimal diperlukan suatu
menejemen yang profesional, dan jujur dan bertanggung jawab.

Salah satu unsur yang penting dalam industri perbankan adalah sub
sistem. Dari sub sistem inilah dapat diketahui keberhasilan sustu bank daiam
menjalankan kegiatan usahanya. Sumber daya manusia, merupakan sub
sistem, yang dapat mengimplementasikan suatu kebijakan agar sesuai dengan
prinsip kehati-hatian, dalam arti dapat mengelola kegiatan usaha menuju prosfek
pengembangan vyang akan dicapai. Industri perbankan di Indonesia telah
berkembang demikian pesat, sehingga membuka kesempatan bersaing yang
gemakin luas. Fakta menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi dalam kegiatan
usaha perbankan semakin pesat, tidak saja dalam hal penghimpunan dana, akan
tetapi juga dalam penyaluran dana. Persaingan tersebut sepanjang masih
berjalan secara wajar tidak akan mempe- ngaruhi pangsa pasar perbankan,

Namun persaingan yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan saat ini

sudah melampoi batas kewajaran {mulai dari jor-joran hadiah, sampai pada
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bangunan gedung yang megah dan mewah), sehingga para kreditur binggung
untuk menentukan pilihan bank yang akan dipercaya untuk mengeiocla danannya.
Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi
dengan bank sangat awam dengan pola kerja bank secara keseluruhan. Ditambah
lagi dengan lemahnya kedudukan para kreditur dibanding dengan para bankir
yang dapat menerbitkan syarat-syarat perjanjian baku dalam melakukan transaksi
dengan para kreditur (misalnya menetapkan suku bunga simpanan), sehingga
kedudukan hukum para pihak menjadi tidak seimbang.

Proses hukum dan administrasi keluhan para kreditur, berkaitan apabila
suatu produk yang ditawarkan oleh bank tidak sesual dengan kenyataan yang
sebenarnya, atau karena pelayanan bank yang kurang memuaskan, sehingga
terjadi suatu sengketa. Salah satu lembaga yang disediakan oleh pemerintah
menurut perafuran perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi antara bank dengan para nasabah baik yang berkedudukan
seﬁagai debitur maupun kreditur, adalah penyelesaian melalui pengadilan.

Untuk mengetahui sejauh mana perangkat peraturan perundang-undangan
di bidang perbankan mengatur tentang perlindungan hukum bagi para nasabah
pada umumnya dan kreditur pada Khususnya, maka akan dianalisa hukum positif
yang berlaku dan dilerapkan dalam Kkegiatan usaha perbankan, antara lain :
Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Undang-Undang No.7
Tahun 1992 Tentang Perbankan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku

dalam kegiatan usaha perbankan.
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1.7. Sistimatika

BAB | : PENDAHULUAN
Mengulas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,
metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika tesis.

BAB I : TINJAUAN PUSTAKA
Terdiri dari - 1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia,
meliputi Pengaturan Perbankan Di Indonesia dan Fungsi Perbankan
di Indonesia. 2.Kegiatan Usaha Bank Dan Hubungan Hukum Antara
Bank Dengan Kreditur; Kegiatan Usaha Bank Menurut Undang-
Undang No.7 Tahun 1892; Jenis dan Usaha Bank; Penghimpunan
Dana Bank ; Pemberian Jasa Bank serta Penanaman Dana Bank. 3.
Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur meliputi Dasar
Pengaturan Hubungan Hukum ; Hak Dan Kewajiban Para Pihak ;
Berakhirnya Hubungan Hukum serta Hubungan‘ Hukum Antara Bank
Dengan Kreditur. 4.Sistem Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan
Usaha Bank meliputi Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum
Dalam Kegiatan Usaha Bank dan Ketentuan Hukum Perbankan Yang
Memuat Perlindungan Hukum Kepada Nasabah.

BAB I : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Membahas tentang 1. Hasil Penelitian meliputi : Kegiatan Usaha
Bank Dalam Menghimpun Dana dan Bentuk Dan Sifat Hubungan
Hukum Antara Bank Dengan Kreditur serta Sistem Perlindungan

Hukum Dalam Kegiatan Usaha Bank. 2.Pembahasan, meliputi
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Kegiatan Usaha Bank Délam Menghimpun Dana yang tergiri dari

Sumber-Sumber Dana Bank ; Jasa Pelayanan dan Sumber

Pendapatan Lain.Selanjutnya tentang Bentuk Dan Sifat Hubungan

Hukum Antara Bank Dan Kreditur, meliputi Pengertian kreditur ;
Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum dan Berakhirnya Hubungan
Hukum. Kemudian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Para
Kreditur , meliputi Perfindungan Umum dan Perlindungan Khusus.

BAB IV :PENUTUP Terdir dari Kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB.I

TINJAUAN PUSTAKA

2;1. Tinjauan Umum Terhadap Perbankan Di Indonesia
2.1.1. Pengaturan Perbankan DI indonesla
2.1.1.1. Pengertian Bank
a. Menurut Para Sarjana

Datam kehidupan sehari-hari hampir semua orang fahu apa yang disebut
bank, dan dapat menunjuk keberadaan suatu bank. Akan tetapi tidak semua orang
dapat menjelaskan pengertian, ciri-ciri, maupun indikator bank. Di dalam kasanah
kepustakaan yang ada, para penulis memberikan pengertian atau definisi yang
berbeda mengenai bank.

Perbedaan ini terjadi karena adanya situasi dan kondisi yang berbeda, dari

suatu negara. Disamping itu juga disebabkan, karena bank merupakan suatu

perusanaan yang dinamis, sehingga gambaran mengenai bank’'selalu mengalami

perubahan dari wakiu ke waktu. '
Atas dasar pemahaman tersebut di atas, maka beberapa penulis memberikan
difinisi sebagai berikut : |
(1} Plerson
Pierson adalah seorang ahli ekonomi dari Belanda, memberikan definisi :

bank adalah badanyang menerima kredit, maksudnya ialah suatu badan yang

' Pratama Rahardja, Uang Dan Bank , Jakarta, Rineka Cipta, 1880, h 7.

32
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menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposilo berjangka
maupun tabungan®. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dén membayar
biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk
investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit kepada bank-bank
lain atau pemerintah. Dengan investasi dimaksudkan bank ikut ambil bagian
dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian akan mendapatkan keuntungan
bagi kegiatan tersebut 2.
{2) Somary
Somary adalah seorang bankir, memberikan definisi "bank adalah badan

yang aklif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam  bentuk kredit
berjangka pendek, menengah dan panjang®. Dana yang diperiukan dalam
perﬁberian kredit tersebut berasal dari : (@) modal yang disisihkan dari anggaran
belanja negara untuk bank pemerintah, dan (b) modal saham untuk bank
swasta. Apabila modal yang disetor tidak mencukupi kebutuhannya, maka bank
dapat mengumpulkan dana melaijui:

(a) kredit likuiditas dari bank sentral.

(b) pinjaman dari bank-bank dalam negeri maupun luar negeri.

(c) menetbitkan saham baru,

{d) menerbitkan obligasi.

(e) menerbitkan sextifikat bank. °

2 |hid, h 25.
3 Ibid, h 28.
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Menurut Somary keuntungan bank, dipercieh dari selisih bunga kredit
yang diberikan, dengan bunga kredit yang diterima (kredit likuiditas, pinjaman
bank, obligasi dan sertifikat bank).

(3) G.M Verrijin Stuart

Stuart memberikan definisi, "bank  adalah badan yang bertujuan untuk
memuaskan kebutuhan kredi, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri maupun
yang diperoleh dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan giral*. Dengan
_demikian, bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan
tabungan), memberikan kredit (jangka pendek, menengah dan panjang), seria
memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang, transfer, wesel, letier
of kredit, bank garansi dan sebagainya. *

Menurut Stuart keunfungan bank diperoleh dari hasil selisih bunga,
provisif komisi dan jasa-jasa bank yang diberikan. |
b. Menurut Undang-Undang

Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha bank pada saat ini
adaiah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, undang-undang
ini menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok
Perbankan, yang telah dicabut.

{1) Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1992 :
Bank adalah lembaga keuangan yang Llsaha pokoknya memberikan

kredit dan jasa-jasa 'dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. >

* lbid, b 26.
% Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.14 Tahun 1967 , pasal { a,
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Selanjutnya dijelaskan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah
semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan usahanya di bidang keuangan
menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. °
Undang-Undang ini membedakan bank menurut fungsinya menjadi beberapa
jenis yaitu : Bank Sentral, Bank Umum, bank Tabungan, dan Bank
Pembangunan,

(2) Pengertian Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 :

Pengertian bank menurut undang—undang ini, adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ’

Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 yang
membagi bank menjadi beberapa jenis, Undang-Undang No.7 Tahun 1992
hanya membedakan bank menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dengan

Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.1.2. Sejarah Perkembangan Bank Di Indonesia

Berdasarkan sejarahnya perkembangan bank di indonesia dapat
digolongkan -menjadi beberapa periode sebagai berikut :

(b) Periode Pendudukan Belanda

(c) Periode Pendudukan Jepang

{d) Periode Awal Kemerdekaan

® Ibid, pasal 1b. \
7 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1892, Tentang Perbankan, pasal
1 angka (1). ,
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(e} Periode 1950 - 1959

() Periode 1958 - 1366

(g) Periode 1366 - 1369

{h) Periode 1869 - 1883

(i Periode 1383 - 1988

() Periode 1988- sampai sekarang. °
add. a Periode Pendudukan Belanda

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank pertama kali di Hindia
Belanda pada tahun 1824, dengan nama “Nederlandsche Handels Maatschappij
(NHM)", pemerintah Belanda sebagai pemegang saham utama. °

Selanjutnya pada tahun 1827 mendirikan bank yang kedua, yang diberi
nama "De Javasche Bank®, yang kemudian di nasionalisasi dan dikenal sebagai
Bank indonesia (Bl). Alasan utama pemerintah Belanda mendirikan bank di Hindia
Belanda, karena VOC mengalami kebangkrutan, padahal para pedagang yang
~ mulai tumbuh pada waktu itu, sangat membﬁtuhkan modal guna mengembangkan
usaha.

Seteléh pemerintah mempelopori pendirian bank di Hindia Beianda,
selanjutnya diikuti oleh pihak swasta, yang mendirikan NV. Escompto Bank pada
tahun 1927. Pendirian bank swasta ini, terus berkembang sampai kedasrah-
daerah. Pada Tahun 1895, para petani di Purwokerto mendirikan koperasi

simpan pinjam, yang pada tahun 1334 digabung menjadi sebuah bank, bernama

® Widjanarte, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Dif Indonesia , Jakanta, Pustaka Utama Grafiti,
1893, h 21.
¥ Ibid, h 22
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Algemeene Volkscrediet Bank (AVB). Pada tahun 1898 pemerintah Hindia

Belanda bekerjasama dengan Jawatan Pos pada waktu itu juga mendirikan Bank

Tabungan.
add. b Peﬂode Pendudukan Jepang
Sejak pemerintah Belanda mempelopori pendirian bank, maka mulai dikenal
kegiatan perbankan di Hindia Belanda. Keadaan ini terus berkembang sampai
tahun 1842, Bala Tentara Jepang menguasai Nusantara termasuk Hindia Belanda.
Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan perbankan yang sudah dirintis
oleh Belanda mengalami masa suram. Fenomena ini terlihat, karena pemerintah
Jepang menghendaki dan memaksa semua bank yang ada harus menyediakan
dana uniuk membiayai perang bagi tentara Jepang. Situasi tersehut semakin
gawat, karena pada'tanggal 20 Oktober 1842 panglima tertinggi Jepang yang
berkedudukan di Jawa, memerintahkan menutup semua bank yang ada, kecuali

Algemeene Volkscredie! Bank (AVB), yang diganti nama menjadi “Syomin

Ginso®, ©

add. ¢ Periode Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan (1945), di Indonesia sudah tidak terdapat bank,
karena sudah ditutup pada periode pendudukan Jepang. Sehingga pemerintah
Indonesia mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia (20 Oktober 1945), yang

modalnya diperoleh dari dana revolusi. !

0 Ihid, h 23

I.I.Nhhammad.pjumhana,,&ukum Barhankan. L Indonsesiz .- Randung,. Citra Aditva. Rakti, 1983.h
4]
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Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) No.2 Tahun 1946; pemerintah mendirikan Bank Nasional Indonesia (BNI).
Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 tanggal 22 Pebruari
1946, pemerintah mendirikan Bank Rakyat Indonesia (BRY).

Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan selain didorong oleh
bank-bank pemerfntéh, juga diwarnai oleh pertumbhan bank swasta di beberapa
kota di Indonesia, misalnya Surakarta (1945), Palembang {1846) dan Menado
(1947), Semarang (1948), Samarinda (1950). '
add. d Periode 1850 - 1958

Periode ini disebut sebagai periode nasionalisasi, karena pada periode ini
banyak bank-bank milik Belanda yang dinasionalisasi (diambilalih) oleh pemerintah
Republik Indonesia.” Peristiwa penting yang terjadi pada periede ini adalah
‘aksi perebutan lrian Barai dari tangan pemerintah Belanda. Aksi ini terkenal
dengan “Trikora®, yang membutuhkan banyak dana guna memperlancar
kegiatannya. Dalam rangka menunjang Kegiatan tersebut pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionatisasi (pengambilatihan) bank-bank milik
Belanda.

Bank-Bank yang diambilalih antara lain : £scompto Bank, dinasionalisasi
menjadi Bank Umum Negara, Nederfandsche Handels Maatschappij menjadi

Bank Tani Dan Nelayan. '

2 Marheinis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, 1997 : h
16.

" Ibid, h 20

% Ibid, h 21
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add. ¢. Periode 1959 - 1966

Periode ini disebut dengan periode integrasi, karena setelsh terjadi nasionalisasi
pada periode yang lalu, mengakibatkan bank-bank negara mengerjakan fugas yang sama
sebagai bank umum. Keadaan tersebut menyebabkan fungsi bank sebagai penyalur kredit
menjadi kurang efisien. Sehingga dengan Penetapan Presiden (Penpres) No.17 Talum 1965,
dibentuk sistem perbankan tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Berdasarkan sistem  tersebut, maka bank-bank pemerintah di Indonesia
diintegrasikan menjadi :

{1) Bank Indonesia {BI), menjadi Negara Unit I,

(2) Bank Koperasi Tani Dan Nelayan (BKTN), menjadi Bank Negara Unit If;

(3) Bank Negara Indonesia, menjadi Bank Negara Unit IT;

(4) Bank Umum Negara, menjadi Bank Negara Unit IV,

(5) Bank Tabungan Negara, menjadi Bank Negara Unit v,

Pada periode ini kegiatan usaha perbankan mengalami kemerosotan yang cukup
dratis. Fenomena ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pada waktn itn lebih
memprioritaskan kegiatan politik dari pada kegiatan ekonomi, yang berimbas pada
kegiatan usaha bank. |
add. f. Periode 1966 - 1969

Dalam periode ini bangsa Indonesia telah memasuki Orde Baru. Kegiatan usaha
perbankan juga memasuki era baru, yang ditenggarahi meningkatnya kebijakan pemerintah

dalam kegiatan ekonomi.

13 widjanarte, log cit, h 23
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Kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan adalah ingin tetap konsisten
menjalankan anggaran berimbang, dan lalu lintas devisa bebas. Langkah yang
diambit adalah membenahi perbankan Indonesia melalui perangkat hukumnya,
yaitu perbaikan kelembagaan perbankan dengan cara memperkuat landasan
hukumnya. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, memungkinkan
perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperiukan sejalan dengan
norma-norma  perbankan internasional. '®

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pada periode ini pemerintah
- mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu
Undang-Undang No.14 Tahun 1867 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan
Undang-Undang No.13 Tahun 1868 Tentang Bank Sentral.
add. g. Perlode 1969 - 1983

Periode ini merupakan tahap stabilitasi dan rehabilitasi perbankan di
Indonesia. Dalam tahap ini, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah
menyusun kebijakan-kebijakan dasar ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang berkaitan dengan
perbankan adalah melakukan rehabiltasi sistem perbankan yang bertujuan
untuk menekan inflasi. Langkah nyata yang dilakukan adalah mengendalikan
fiskal dan menerépkan kebijakan uang ketat, yang dapaf menumbuhkan

kegiatan perbankan. ‘'

1% pemerintah Republik indonesia, 7 , Jakarta, Mini Jaya Abadi, 1992 : h 420,

17 Marheinis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia , Jakarta, Pradnya Paramita, Jakaria,
1877, h 12.
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Sehubungan dengan hal kebijakan tersebut, pada fahun 1974 Bank
Indonesia mengeluarkan ketentuan pasar uang. Dengan tujuan bagi semua
bank yang kelebihan atau kekurangan dana dapat memanfaatkan pasar uang
tersebut, dengan perjanjian bunga yang menguntungkan. '@
add. h Periode 1983 - 1988

Periode ini disebut sebagai periode deregulasi, karena pada periode ini,
banyak kebijakan baru yang diluncurkan oleh pemerintah dalam bidang
keuangan dan perbankan. Salah satu kebilakan yang dianggap penting dalam
usaha perbankan adaiah Kebijakan 1 Juni 1983 Tentang Penghapusan Paku
Kredit. Dalam kebijakan ini pemerintah memberi kebebasan pada semua bank
yang ada di Indonesia untuk menentukan suku bunga baik melalui penghimpunan
dana maupun penyaluran kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi
ketergantungan bank kepada Bank Indonesia serta untuk meningkatkan
mobifitas dana masyarakat. '°
add. |. Periode 1988 - sekarang

Perlode ini disebut sebagai periode liberalisasi perbankan, yang dimulai
sejak pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan 28 Oktober 1988, yang
dikenal dengan " Pakto 1988." Secara garis besar Pakto 1988 memuat halhal
penting sebagai berikut :

(1) Syarat pembukaan kantor cabang dipermudah, sehingga semua bank

dapat dengan mudah mengembangkan jaringannya secara cepat. Untuk

% Ihid, h 15
% Ibid, h 20



42

membuka kantor cabang pembantu tidak periu lagi meminta ijin Bank
Indonesia, cukup dengan pemberitahuan saja.
(2) Pendirian bank swasia baru yang sejak tahun 1973 tertutup, Kini
dibuka kembali dengan persyaratanyang mudah.
(3) Bank Perkreditan Rakyat, kini mulai dapat  didirikan sampai ketingkat
kecamatan.
(4) Penerbitan sertifikat deposito yang sebelumnya harus seijin Bank
indonesia, sekarang dapat diterbitkan tanpa ijin khusus.
(6) Semua bank dapat menyelenggarakan penghimpunan dana melalui
tabungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2
Deregulasi ketiga diluncurkan pada tahun 1980, yang mengatur mengenai
pengurangan secara bertahap kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Dan
mewajibkan kepada perbankan Indonesia, untuk menyalurkan kreditnya sebesar
20 persen, kepada pengusaha lemah yang asetnya di bawah 600 juta rupiéh.
Paket deregulasi selanjutnya diluncurkan tahun 1981, mengatur mengenai
prodential regulation. Secara  Keseluruhan paket ini berisi penyempurnaan
terhadap pembinaan dan pengawasan bank, yang harus menerapkan prinsip
kehati-hatian, dengan tujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di
pasar lntei’nasional.
Pada periode ini juga diterapkan kebijakan baru yang berkaitan dengan

pajak pengahasilan (PPh) atas bunga simpanan di semua bank di Indonesia.

2 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer , Jakarta, Intermedia, 1892, h 7.
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Bentuk simpanan nasabah yang dikenakan PPh meliputi giro, deposito, sertifikat
deposito dan tabungan, yang besarmya 15 persen bruto.

Dalam rangka penyempunaan peraturan perbankan agar sesuai dengan
perkembangan jaman, maka dikeluarkan ketentuan hukum yang baru vyaitu
Undang-Undang No.7 Tahun 1892 Tentang Perbankan, menggantikan Undang-

Undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, 2

2.1.1.3. Sumber Hukum Perbankan

Hukum Perbankan indonesia adalah salah satu bagian dari hukum nasional
Indonesia, yaitu hukum yang mengatur ketentuan perbankan di Indonesia.
Menurut Muhammad Djumhana dalam bukunya "Rahasia Bank” dijelaskan bahwa
hukum perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur lembaga
keuangan bank, yang meliputi segala aspek,dilihat dari segi esensi dan
eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. 2

Sedangkan yang dimaksud sumber hukum perbankan, adalah segaia
ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai dasar hukum dalam kegiatan usaha
bank. Apabila dilihat dari sejarahnya sumber hukum perbankan di Indonesia,
selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber hukum
perbankan dilndonesia, dapat diklarifikasi sebagai berikut :

e Pancasila

» Undang-Undang Dasar 1945

! Pemerintah Repubfik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1952 |, Jakarta, Mini
Jaya Abadi, 1992 : h 4.
2 Muhammad Djumhana, op cit, h 2



» Ketetapan MPR, terutama mengenai GBHN

¢ Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

e Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Pewrbankan

+ Undang-Undang No.1 Tahun 1985

¢ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¢ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan

» Peraturan Pemerintah

+ Keputusan Presiden (Kepres)

» Instruksi Presiden (Inpres)

e Surat Keputusan Menteri Keuangan

¢ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

e Surat Edaran Bank Indonesia

+ Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kegi- atan usaha bhark,
Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Pajak Penghasilan

(PPh) khusus mengenai bunga simpanan bank. 2

2.1.2. Fungsl Perbankan di Indonesia
2.1.2.1. Bank Dan Pembangunan Ekonomi
a. Pengertlan Dan Tujuan Pembangunan Ekonomi
Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, saat ini bangsa
Indonesia telah memasuki Pembangunan Jangka Panjang tahap Kkedua.

Pembangunan, secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan

B bid, h 5
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masyarakat dan warganya. Kemajuan seringkali ditafsirkan sebagai Kemajuan
material, sehingga pembangunan sering diartikan Kemajuan yang dicapai
masyarakat di bidang ekonomi.

Pembangunan juga dapat diartikan sebagai transformasi sosial yang
terjadi  sehubungan dilaksanakannya intensifikasi perlumbuhan  ekonomi,
khususnya dengan proses industriaiisasi. 2

Sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian
Indonesia berdasarkan atas Demokrasi ekonomi. Maksudnya bahwa baik sistem,
tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program,
semuanya  berdasarkan demokrasi ekonmi. Pembangunan ekonomi yang
berdasarkan pada demokrasi ekonomi merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional, yang bertujuan unfuk mencapai masyarakat adil makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi

Perumtumbuhan ekonomi suatu negara, memerlukan pola pengaturan dan
pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, secara terafah dan terpadu.
Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan
masyarakat. oleh karena itu semua lembaga perekonomian yang ada, berusaha
mengolah dan mengerakkan semua potensi ekonomi, agar berdaya dan berhasil

guna secara optimal. =

% Anef Budiman, Teor/ Pembangunan Dunia Ketiga , Jakarta, Gramedia Putaka Utama, 1895, h 1.
Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebjjakan Publik , Jakarta, Sinar Grafika, 1994, h 104,

Lembaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, Strategi Manajemen Bank Tahun 2000 , Jakarta,
LPSE, 1980, h 23.



46

Lembaga keuangan khususnya perbankan mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam mengerakkan roda perekonomian suatu negara.Bank
~sbbayar suatd-bddan usaha aphbia “Hikelvia  dengait bk akar dapai memacu
tingkat produktivitas usaha (sesuai dengan fungsi bank sebagai agent of
development} .

Banyak fasilitas yang disediakan  oleh bank dalam menunjang
perekonomian di Indonesia, melalui usaha pembiayaan yang ditujukan untuk
mengembangkan dunia usaha, misalnya KUK, kredit perdagangan, kredit

perumahan dan sebagainya.

2.1.2.2. Bank Dan Kebijakan Moneter
a. Peranan Kebijakan Moneter
Bank adalah suatu lembaga keuangan, vyaitu suatu badan usaha yang
berfungsi sebagai financial intermédiary, atau perantara keuangan antara dua
pihak (pihak yang kelebihan dana/kreditur dengan pihak yang kekurangan
dana/debitur). Perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, memeriukan
sumbangan keuangan yang sangat besar yang dapat didukung oleh bank, sesuai
dengan fungsinya. |
Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian, akan mampak
pada wakiu pemerinlah berusaha menciptakan  stabilitas ekonomi melalui
perbankan, dengan cara memberikan bunga finggi misalnya. Kebijakan moneter

selain dapat mendorong pertumbuban ekonomi, juga dapat mempertahankan
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stabilitas ekonomi serta dapat memperiuas kesempatan kerja dan pemerataan
pendapatan masyarakat, Z
b. Sistem Kebljakan Moneter

Sistem kebijakan meneter yang diterapkan  pemerintah Indonesia,
bertujluan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat,
disamping sarana lain seperti kebijakaﬁ fiskal dan penyisihan keuntungan
perusahaan.

Kebijakan meneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang
terorganisir, seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkredifan Rakyat dan
LKBB, dimaksudkan untuk mengairahkan penghimpunan dana masyarakat, guna
membiayai kegiatan ekonomi. Disamping itu juga diarahkan guna mendorong
pembentukan simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat melalui bank. %

Kebijakan moneter yang balk dan dilakukan dengan tepal waktu, dapat
merupakan bantuan yang sangat berharga dalam menciptakan stabiltas
ekonomi. Beberapa kebijakan moneter yang pernah dilakukan pemerintah
Indonesia antara lain : meningkatkan mobilitas tabungan melalui bank,
memberikan kredit pada seklor-sektor yang diprioritaskan misainya kredit usaha

kecil yang berfujuan meningkatkan usaha golongan ekonomi lemah.

z Bambang Tri Soebeno, Suku Bunge Tingg! Salah Satu Pemicu , Suara Merdeka, Semarang,
13 Nopember 1888, h VIl.
2 pemerintah Repubiik Indonesia, GBHN - 1988 , h 45.
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2.1.2.3. Bank Dan Penciptaan Uang
a. Pengertlan Dan Fungsi Uang

Uang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat pital bagi masyarakat
modern saat ini. Semua manusia dimanapun selalu membutuhkan uang guna
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengertian uang menurut para ahli ekonomi, masih banyak perbedaan
anfara pendapat yang satu dengan lain. Untuk jelasnya akan dikutip beberapa
definisi uang, sebagai berikuf : Menurut Robenson, uang adalah segala sesuatu
yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang. Sedangkan R.
Sayers mendifinisikan uang sebagai segala sesuatu untuk membayar hutang. A.c
Pigau memberikan definisi, uang adalah segala sesualu yang diterima umum
untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar. %

Dari beberapa definisi mengenai uang tersebui, dapat dijelaskan bahwa
persyaratan utama suatu benda menjadi uang, adalah harus diterima secara
umum, dan dapat digunakan sebagai alat tukar.

Manfaat dari uang adalah mempunyai nilai, dan nilai uang ini harus stabil,
artinya tidak berfluktuasi secara tajam. Uang memiliki beberapa fungsi, yang
dapat berperan dalam kegiaian ekonomi. Pada dasarnya fungsi vang dapat
dibedakan sebagai berikut :

{(a) sebagai alaf kesatuan hitung

{b) sebagai alat penukar

Z Pratana Rahardja, Uang dan Bank, Jakarta , Rineka cipta, 1887, h 6.




49

{c) sebagai alat penyimpan kekayaan

(d) sebagai standar (ukuran) per_nbayaran masa depan. °
b. Cara Penciptaan Uang

Uang yang beredar dalam masyarakat tidak hanya uang kartal {uang
kertas dan logam) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari,
akan tetapi terdapat juga uang giral (seperti cek, bityet giro). Bank umum dikenal
sebagai money creator atau lembaga pencipta uang, yaitu mengkreasikan
keberadaan uang giral bagi kepentingan masyarakaf. Penciptaan uang ini
sangat perlu bagi kepentingan bank, guna mengembangkan sumber-sumber
pembiayaan dalam kegiatan usahanya. Ada tiga cara pencipfaan uang yang
dapat dilakukan bank, yaitu :

(1) Substitusi

(2) Exchange of claim

(3) Transformasi, '

Substitusi dapat diartikan sebagai pengganti, contohnya uang kartal
diganti dengan uang giral. Caranya seorang nasabah yang menyimpan uang di
bank melalui rekening giro, nasabah fersebut akan diberi buku cek/buku bilyet
giro, yang dapat digunakan oleh nasabah dalam mengambil vang simpanannya
tersebut di bank yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui

bahwa substitusi merupakan cara penciptaan uang giral.

* Ibid, h 9
3 Ibid, h 28
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Exchange of ¢faim merupakan sistem pemberian kredit dalam bentuk
giral. Caranya bank memberikan kredit kepada nasabah dalam rekening koran,
dengan jumlah sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian nasabah tidak akan
menerima uang Kartal, .tetapi hanya diberi buku cek/bilyet giro untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Sistem pemberian kredit dengan exchange
of ciaim ini, tidak akan menambah peredaran uang kartal, namun justru dapat
mendorong peredaran uang giral.

Transformasi adalah suatu cara untuk menguangkan hutang pihak ketiga,
dalam bentuk uang giral. Caranya yaitu nasabah yang menerima pembayaran dari
pihak kefiga, menstranfer dananya kedalam rekening gironya. Atau nasabah
mendapat utang dari pihak ketiga dalam surat berharga, dan menjuainya ke bank,

tetapi tidak dibayar tunai oleh bank, namun dimasukan dalam rekening

nasabah yang bersangkutan.

2.1.2.4. Bank Dan Ekonomi Masyarakat
a. Hubungan Masyarakat Dengan Bank

Salah satu ciri dari masyarakat modern, adalah membutuhkan pelayanan
yang cepal dan lepaf. Bank dengan segala psrangkat dan jaringan usahanya,
merupakan mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya.

Oleh karena itu aktifitas bank fidak terlepas dari kebutuhan masyarakat
pada umumnya, khususnya dunia usaha. Secara umum masyarakat yang
berhubungan dengan bank disebul nasabah. Secara teoritis nasabah dibedakan

menjadi tiga yaitu :
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(1) nasabah penyimpan dana/kreditur (giro, deposito, tabungan)

(2) nasabah penerima Kredit/debitur

(3) nasabah pemakai jasa bank (transfer, garansf). 2

Ekonomi masyarakat akan berkembang, sejalan dengan perkembangan
dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bank dituntut untuk
maju, dan dapat memberikan informasi yang tepal, akurat, sekaligus sebagai
penyandang dana keuangan, dalam kegiatan usaha baik yang berskala lokal,
nasional maupun internasional.

b. Sararan Pembangunan Bldang Ekonomi

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia saat ini
telan memasuki PJPT ke- 1l. Sasaran pembangunan bidang ekonomi yang
berkaitan erat dengan kegiatan perbankan, melipuli sektor keuangan dan
perdagangan. Sasaran pembangunan nasio-nal ditetapkan dalam Garis Besar
Halauan Negara (GBHN), yang setiap lima tahun sekali selalu diganti, dan
sasarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Datam GBHN 1998, dijelaskan bahwa sasaran pembangunan di bidang
ekonomi, adalah penataan dan pemantapan industri nasional yang mengarah
pada penguatan, pendalaman, periuasan dan penyebaran industri ke seluruh
wilayah Indonesia.

Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan, meliputi

peningkatan kemampuan dan daya guna Keseluruhan tatanan perangkat, dan

2 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Ferfindungan Hukum Yang Seimbang
Bagi Para Fihak Dalem Perjanjian Kredit Bank , Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1893 : h
30.
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kelembagaan. Sasaran pembangunan nasional dalam sektor keuangan yang
berkaitan dengan kegiatan usaha bank, adalah melakukan pembenahan sistem
perbankan di Indonesia. Melalui program restrukfurisasi perbankan secara tegas
dan sistematis.

Dalam bidang perdagangan ada dua sasaran yaitu perdagangan dalam
negeri dan luar negeri. Perdagangan dalam negeri ditujukan untuk meningkatkan
pasar, perlindungan Konsumen, mencipiakan persaingan usaha yang sehat.
Sedangkan sasaran perdagangan luar negeri ditujukan pada peningkatan daya
saing komoditas ekspor, memperiuas negara fujuan dan peningkatan informasi

usaha, dan mengendalikan impor. *

2.2. Keglatan Usaha Bank Dan Hubungan Hukum Antara Bank Dengan
Kreditur

2.2.1. Keglatan Usaha Bank Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1892 :
a. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Undang-Undang yang berlaku sekarang dan mengatur masalah perbankan,
adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang
| tersebut disahkan, diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 Maref 1992
{Lembaran Negara No.31 Tahun 1892; Tambahan Lembaran Negara No. 3472).
Undang-undang No.7 Tahun 1992 ini, menggantikan Undang-Undang No.14

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

* GBHN 1898, ibid h
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Tujuan penggantian undang-undang tersebut dimaksudkan dalam upaya

mendukung
agar mamp
yang tercat
dengan Und
baru telah

perekonom

kesinambungan, dan  peningkatan pelaksanaan pembangunan, juga

u menampung funtutan jasa perbankan. Materi ketentuan perbankan
um dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1982 ini, sangat berbeda
ang-Undang NO.14 Tahun 1967, karena dalam undang-undang yang

disesuaikan dengan perkembangan perbankan dan tuntutan

an internasional. Perbedaan tersebut dapat terlihat antara lain

sebagai berikuf :

(1) Undang-

Undang Perbankan 1992, menyederhanakan jenis bank, menjadi jenis

bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkredilan Rakyat

merupakan bentuk baru sebagai satu pengakuan atas lembaga yang memiliki

peranan

membantu golongan ekonomi lemah. Pada peraturan yang lama,

jenis bank semacam ini dibina dan diawasi oleh Bank Rakyat indonesia (BRI),

tetapi

sekarang pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank

Indonesia {sama dengan pengawasan dan pembinaan bank umum). Dengan

penyederhanaan ini pula maka bentuk bank tabungan dan bank pembangunan

dihilangkan.

(2) Bentuk |badan hukum yang menaungi bank, diatur lebih jelas, dan hanya

mengenal bentuk

persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan

terbatas. Sekarang hank yang berbentuk perusahaan negara diganti menjadi

bentuk

persero.

(3) Bank diperbolehkan melakukan kegiatan penyertaan modal seperti yang diatur

dalam

pasal7b dan 7¢ Undang-Undang Perbankan 1892, yaitu berupa
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penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang ketangan.
Menurut ketentuan dalam undang-undang sebeiumnya hal tersebut ditarang
(pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1967).

(4) Ketentuan lain yang dirasa baru, adalah keharusan bank memberikan informasi
kepada nasabah (pasal 29 ayat (5) dan penjelasannya). Meskipun pemberian
informasi tersebut terbatas bila bank menjalankan kegiatan perantara dalam
melakukan penempatan dana dari nasabah atau membelifmenjual surat
berharga untuk kepenfingan dan atas perintah nasabahnya.

(2) Jasa perbankan yang baru, mendapat pengaturan yang lebih jelas, adalah
bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, trust atau penitipan untuk
kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, costody, pendirian dan
pengurusan dana pensiun, dan sebagainya.

(6) Pihak terafiliasi dalam operasional bank, diatur lebih jelas, tidak hanya

mengenai dewan komisaris, direksi dan karyawan bank saja, melainkan juga ditentukan

aturan kepada konsuitan hukum, alamtan publik, dan lembaga penil:zu'.?’4

Mengenai asas, fungsi dan tujuan perbankan di Indonesia, diatur dalam
pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Perbankan 1882 sebagai berikut : Perbankan
Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian ( pasal 2). Yang dimaksud dengan demokrasi

3 Muhammad Djumbana, op cit, h 34.
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ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan
penyalur dana masyarakal (pasal 3). Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa
perbankan Indonesia bertujuan melaksanakan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari ketiga pasal tersebut dapat terlihat bahwa fungsi bank di [ndonesia
diarahkan sebagai agen pemba- ngunan (agent of development). Dengan
demikian bank di Indonesia dapat dibebani fugas oleh pemerintah, untuk
melaksanakan program guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian
tertentu. Program tersebut dapat berupa mem berikan perhatian yang iebih besar
pada koperasi atau pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Perizinan, Bentuk Hu!::um, dan Kepemillkan Bank

Setiap jenis usaha yang ada, pasti ada pemilknya (baik perorangan
maupun suatu badan). Agar usaha tersebut dapat dikeilola dengan baik diperlukan
suatu bentuk (bentuk hukum), sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang beriaku.
Sedangkan pada jenis-jenis usaha terteniu, sebelum berdiri diperlukan zin guna
memperoleh pengakuan dan pengesahan dari penguasa setempat atau pihak
yang berwenangyang terkait dengan jenis usaha yang dijalankan.

1). Perizinan
Ketentuan mengenai perizinan berkaitan erat dengan pendirian bank, yang

diatur dalam pasal 16 sampai 20 Undang-Undang Perbankan 1992, dan Pera-
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turan Pemerintah No.70 Tentang Bank Umum serta Peraturan Pemerintah No.71
Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perbankan
1992 menyebutkan bahwa izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank
Indonesia.

Pengaturan secara teknis mengenai pendirian bank serta perizinannya
diatur dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 untuk Bank Umum dan
Peraturan Pemerintah No.71 untuk Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara dan atau badan
hukum Indonesia, yang dimilii sepenuhnya oleh warga negara Indonesia , selain
itu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan atas pertimbangan Bank
Indonesia. Persetujuan tersebut diberikan dalam dua tahap yaitu persetujuan
prinsip dan persetujuan unfuk melakukan kegiatan usaha bank. Untuk dapat

memperoleh persetujuan prinsip bagi Bank Umum, pemochon diwajibkan

melampirkan :
» Rancangan anggaran dasar
o Daftar calon pemegang saham, susunan direk si dan dewan komisaris
¢ Rencana Kerja
¢ Rencana susunan organisasi
+ Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30 persen dari modal disetor. ®

Bukti penyetoran ini berkaitan erat dengan permodalan bank. Modal

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.70 Tahun 1892, Tentang Bank Umum, pasal 2
dan 5.
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disetor untuk mendirikan bank umum menurut Peraturan Pemerintah No.70 Tahun
1992 tentang Bank Umum, ditetapkan sekurang-kurangnya lima puluh mityar
rupiah. Ketentuan mengenai permodalan Bank Umum ini, selalu ditingkatkan
sesual dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, dan guna
mendukung upaya penyehatan bank yang sedang dilakukan pemerintah pada
saat ini.

Menurut ketentuan permodalan Bank Umum yang baru (9 Maret 1998),
modal disetor untuk mendirikan Bank Umum fermasuk Bank Campuran ditenfukan
sebesar Rp 3.600.000.000.000 - (tiga triliun rupiah). Bagi Bank Umum yang telah
berdiri sebelum berlakunya ketentuan ini wajib menyesuaikan secara bertahap
sebagai berikut : satu trifiun sampai akhir 1998, dan dua triliun pada akhir 2000
dah tiga triliun pada akhir 2003. %

Dengan peningkatkan permodalan tersebut, diharapkan usaha perbankan
tumbuh semakin kokoh untuk mendukung perekonomian dimasa yang akan
datang. Ketentuan untuk mendirkan bank Perkreditan Rakyat, masih diatur
dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992, yang menyatakan Bank
Perkreditan Rakyal hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan
atau badan hukum Indonesia, yang telah mendapal persetujuan dari Menteri
Keuangan dan atas pertimbangan dari Bank indonesia. 1zin tersebut diberikan
dalam dua tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujyan menjalankan kegiatan

usaha. Untuk mendapatkan persefujuan prinsip tersebut, harus dilampirkan :

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 1898 , Tentang Perubahan Modaf Bank
Umurm, perhatikan pasal 1 angka (2)
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& rancangan anggaran dasar
» daftar calon pemegang saham, susunan direksi, dan dewan komisaris
¢ rencana susunan organisasi

¢ rencana kerja

¢  bukti penyetoran saham sekurang-kurangnya 30 persen dari modal disetor.”

Sehubungan dengan bukti penyetoran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
No.71 Tahun 1992 adalah sekurang-kurangnya lima puluh juta rupish. Ketentuan mengenai
permodalan Bank Perkreditan Rakyat sampai saat ini belum mengalami perubahan
/penyesuaian,
2). Bentuk Huknm

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suaty jenis usaha. Dengan adanya
bentuk hukum tertentu, akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud
dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilaknkan secara jelas, sehingga mudah dalam
pengelolaannya.

Pengaturan mengenai bentuk hukum bank menurut Undang-Undang Perbankan 1992,
sebagai berikut :
(2) Bentuk hukum bank umum dapat berupa : Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan

| Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
(b) Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa : Perusahaan Daerah,
Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.71 Tahun 1992, Tentang Bank Parkreditan
Rakyat pasal 5.
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(c) Bentuk hukum dari kantor perwakilan, dan kantor cabang bank vyang
berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya. ¥
Bentuk hukum perusahaan perseroan hanya dapat dipakai untuk Bank Umum.
Sedangkan bentuk lainnya dapat dipakai baik oleh Bank Umum maupun Bank
Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum perusahaan perseroan dipakai sebagai
bentuk dalam  rangka menyesuaikan diri dari perusahaan negara, menjadi
bentuk hukum yang ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) jo pa#al 54 ayat (2)

Undang-Undang Perbankan 1992.

Perusahaan perseroan (Persero) adalah sa;i;ah satu bentuk dari usaha-usaha

negara, disamping bentuk-bentuk lainnya seperti perusahaan umum (Perum),

perusahaan jawatan { Perjan).

Perusahaan perseroan (Persero) dalam menjalankan kegiatannya memiliki ciri-

ciri sebagai berikut :

(a) Untuk memupuk keuntungan

(b) Status hukumnya merupakan badan hukum perdata yang berbentuk PT

(¢) Usahanya diatur oleh nukum perdata

{d) Modal seluruhnyafsebagian merupakan Kekayaan _negéra yang dipisahkan,
dimungkinkan untuk mengadakan Kerjasama dengan swasta dengan caré
penjualan saham-saham milik negara

(e) Tidak memiliki fasilitas negara

(f) Karyawannya bersfatus pegawai swasta

38 yndang-Undang No.7 Tahun 1992, op cit, pasal 21.
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(g) Pemerintah berperan sebagai pemegang saham perusahaan, jadi ikut sertanya
tergantung besar Kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan
perjanjian fersendiri antara pemerintah dengan peseria Iainnya.3g

Bentuk hukum perusahaan daerah dapat dipakai sebagai bentuk hukum
Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum berlakunya Undang-
Undang Perbankan 1892, dasar hukum dari Bank Pembangunan Daerah adalah
Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1862. Setelah
lahirnya Undang-Undang Perbankan 1992, maka landasan hukum Bank Pemba-
ngunan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No.8
Tahun 1992.

Ketentuan pasal 2 Permendagri No.8 Tahun 1892 menyebutkan bahwa,
pelaksanaan penyesuaian peraturan pendiri'_an Bank Pembangunan Daerah serta
perubahan hukum menjadi perusahaan daerah, ditetapkan melalui peraturan
daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1862 Tentang
Perusahaan Daerah dan Undang-Undang No.?l Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perbankan, baik
sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Koperasi merupakan
bentuk badan usaha, yang memiliki staius sebagai badan hukum, sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Undang -Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian.

3 HM.N Purwosutijpte, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indoresia {Bentuk-Bentuk Perusahaan,),
Jakarta, djambatan, 1882, h 118.
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menjelaskan
pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-secrang
atau badan hukum Kkoperasi, dengan melandaskan Kkegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.

Selanjutnya dalam dijelaskan bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1845 serta berdasarkan asas Kkekeluargaan. Tujuan
koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1845, *

Dalam hal pengelolaan kegiatan perbankan yang berbentuk hukum
koperasi, berada ditangan pengurus yang diperlanggung jawabkan dalam rapat
anggota. Tindakan pengurus yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap
bank, harus ditanggung oleh pengurus baik secara pribadi maupun bersama-
sama.

Bentuk hukum perseroan terbatas, diatur dalam Undang-Undang No.1
Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pengertian Perseroan Terbatas
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 adalah badan hukum yang didirikan

berdasarkan perianjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

® pemerintah Republik indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1892, Tentang Perkoperasian,
pasal 2 dan 3
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terbagi dalam - saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya. *!
Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik
sebagai kesatuan ekonomi maupun sebagai kesatuan hukum. Perseroan Terbatas
sebagai Kesatuan ekenomi ditata oleh pranata hukum agar dapat berfungsi
secara sempurna. Sebaliknya Perseroan Terbatas sebagai kesatuan hukum
mempunyai kedudukan sebagai badan hukum yaitu sebagai subjek yang mampu
melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kew_ajiban di dalam
latu fintas hukum. Dalam hal ini kedudukannya saling mengisi dan melengkapi
tanpa dapat dipisahkan.
Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan
lebih besar untuk mengembangka_n diri karena :
(a) Mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih = dibandingkan dengan
bentuk usaha lain tanpa menggangg'u eksistensinya.
(b) Mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi
eksistensinya.
(c) Dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha
dengan skala besar baik lokal, nasional maupun intemasicnal.
(d) Perseroan Terbatas mampu melakukan kerjasama antar perusahaan

‘dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai

1 pemerintah Repubiik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1995, Tentany Persercan
Terbatas, pasal 1.
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pendukungnya (pemegang sahamnya). *2
3). Kepemilikan

Menurut Undang-Undang Perbankan 1992 kepemi likan suatu bank,
ditentukan oleh jenis banknya. Kepemilikan Bank Umum akan berbeda dengan
kepemi likan Bank Pérkredi&an Rakyat. Oleh karena itu, akan dijelaskan

kepemilikan sesuai dengan jenis bank menurut ketentuan Undang-Undang

Perbankan 1992 sebagai berikut :
{a) Kepemilikan Bank Umum
Pasal 22 Undang-Undang Perbankan 1992, mejelaskan bahwa bank umum
dapat dimiliki oleh warga negaraindonesia dengan ketentuan sebagal berikut :
o Kepemilikan Bank Umum yang berbentuk koperasi diatur berdasarkan
ketentuan Undang-undang No.26 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
o Kepemiikan Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas,
sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam heniuk saham atas nama.
+ Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek, warga
negara indonesia/asing, badan hukum Indonesiafasing dapat membeli
saham Bank Umum yang dijuai melalui bursa efek, dengan ketentuan
tidak menjadi pemegang saham mayoritas.
s Khusus bagi Bank Umum milik negara, boleh melakukan emisi saham,

sepanjang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan saham oleh

negara.

2 Rudhi Prasetyo, Bahan Penataran Desen Hukum Perdats, Semarang, Fak.Hukum UNTAG,
1985, h 8.
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Selanjutnya‘pasal 13 dan 14  Peraturan Pemerintah No.70 Tentang Bank
Umum, menegaskan suatu badan hukum dapat memiliki saham bank umum
sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih, dari bank yang
bersangkutan.

Warga negara asing danfatau badan hukum asing dapat membeli saham
Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49
persen dari saham yang dicatatkan di bursa efek di Indonesia.

Khusus bagi Bank Umum Milik Negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan
pada bursa efek diindonesia adalah sebesar49 persen dari modal disetor.
(b} Kepemlilkan Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 23 Undang-Undang Perbankan 1992, menentukan Bank Perkreditan
Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan
hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah
daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya
diatur berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya
harus diterbitkan atas nama.

Selanjuinya pasal 11 Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, menegaskan kembali ketentuan pasal 23 Undang-Undang
Perbankan 1992, yaitu Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga
negara indonesia, badan hukum {ndonesia yang seluruh pemiliknya warga negara

indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.
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{c) Pengalihan Kepemiiikan

Sebagai badan usaha bank dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak
lain dengan berbagai macam cara, sesuai dengan yang dikehendaki oleh para
pihak. Menurtt Muhammad Djumhana dalam bukunya Hukum Perbankan Di
Indonesia, kepemilikan suatu bank dapat dialinkan dengan cara tertentu sesuai
dengan tata cara pengalihan hak milikk, melalui . pewarisan, hibah, wasiat,
perianjian (merger, akuisisi) dan sebagainya.

Pasal 27 Undang-undang Perbankan 1992, menyebutkan bahwa perubahan
kepemilikan bank wajib memenuhi ketentuan pasal 17, 22, 23, 24, 25, dan 26
sebagai berikut :

+ pasal 17 menyangkut bentuk kepemifikan Bank Campuran, yang harus
memperhatikan jumlah kepemilikan saham, Kepengurusan pihak asing,
pihak-pihak yang dizinkan bekerja sama, ha-hal menyangkut
kepentingan pembangunan nasionai.

e pasal 22 mengenai pendirian Bank Umum.

+ pasal 23 mengenai pendirian Bank Perkreditan Rakyat.

o pasal 24 mengenai kepemilikan Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat yang berbentuk  koperasi.

o pasal 25 mengenai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang .

berbeniuk perseroan terbatas.

e pasal26 mengenai penjualan saham memalalui bursa efek.
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2.2.2. Jenis dan Usaha Bank
a. Jenls Bank Berdasarkan Fungsinya

Pasal 1 angka (1) Undag—Undang Perbankan 1992  menjelaskan
pengertian bank adalah badén usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. |

Selanjutnya Undang-Undang Perbankan 1982, membedakan dua jenis
bank yaitu :

(1) Bank Umum
(2) Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian kedua jenis bank tersebut, diatur dalam pasal 1 angka (3) dan
(4) Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut : |

+ Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran,

* Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya
dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.

Dari kedua pengerlian tersebut, dapat terlihat bahwa penggolongan jenis
bank yang dimaksud adalah mendasarkan pada fungsi, sehingga jelas ruang
lingkup kegiatan usahanya.

Pada dasamya fungsi Bank Umum adafah :
(1) Mengumpulkan dana dari masyarakat, untuk dipinjamkan pada pihakK lain, atau

membeli surat-surat berharga.
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(2) Mempermudah  di dalam lalu lintas pembayaran

(3) Menjamin keamana dana masyarakat dari suatu resiko yang mungkin timbul,
misainya hilang, terbakar dan lain-lain.

(4) Menyalurkan kredit kepada masyarakat, *

Dalam prakiek perbankan di Indonesia, fungsi utama bank adalah
menghimpun dana, dan penyalur dana masyarakat.44. Berdasarkan fungsinya
tersebut, maka dapat dibedakan jenis bank sebagai berikut :

(1) Bank Sentral : yaitu Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No.13 Tahun 1968.

(2) Bank Umum, yaitu bank yang dapatmemberikan jasa dalam laly lintas
pembayaran.

(3) Bank Pewrkreditan Rakyat, yaitu bank  yang hanya dapat menerima
simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakandengan  ifu.

(4) Bank yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu, atau
memberikan perhatian pada kegiatan tertentu. *

Hai tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal § ayat (1) Undang-Undang
Perbankan. Yang dimaksud mengkhususkan diri dalam kegiatan tertenty antara
lain: melaksanakan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan
gelongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor non migas, pengembangan

kredit perumahan.

® Iswardono.SP, Uang Dan Bank, Jogyakarta, BPFE, 1891, h 82.
4 Widjanarto, op cit, h 48.
“ Ibid, h 46.
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b. Jenis Bank. Berdasarkan Kepemilikannya

Ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992, menyatakan bahwa kepemilikan suatu
bank, ditentukan oleh jenis bank yang bersangkutan. Menurut Widjanarto, jenis bank
menurut kepemilikannya adalah sebagai berikut :

(1) Bank Unmm Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan
undang-undang.

(2) Bank Unmm Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didi- rikan dan menjalankan
usaha, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar

. pertimbangan dari Bank Indonesia.

(3) Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama, oleh satu atan lebih
bank umum yang berkedudukan di Indonsia dan didirikan oleh warga negara
Indonesia atan badan hukum Indonesia, dengan satm atan lebih bank yang
berkedudukan di luar negeri. |

(4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik Pemerintah Daerah ¥

¢. Usaha Bank
Mengenai usaha bank menurut Undang-Undang Perbankan 1992, diatur sesuai
dengan jenis banknya, yaita Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
(1) Usaha Bank Umum
Pasal 6 Undang-Undang Perbankan 1992, menyebutkan usaha bank umum

meliputi :

“ 1bid, h 47.



69

(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan  atau bentuk lainnya

yang

dipersamakan dengan itu.

(b) Memberikan kredit.

(c) Menerbitkan surat pengakuan utang.

(d) Membeli, menjual, atau menjamin atas resikoc sendiri maupun untuk

kepentingan dan afas perinfah nasabah :

Surat-surat wesel termasuk wesel yang  diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat herharga.

Sural pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat
berharga.

Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

Sertifikat Bank Indr;mnesia.

Obligasi

Surat dagang berjangka wakiu sampal dengan satu tahun.

Instrumen surat berharga lain yang berjangka wakiu sampai satu tahun.

(e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan

nasabah.

() Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan kepada

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun

dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
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(9) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar fihak ketiga.

(h) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

(D Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak.

() Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

(k) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal
debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan
yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

() Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan  wali
amanat.

(m)Menyediakan pembiayaan  bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. -

(n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain
yang berfaku.

Selain kegiatan usaha Bank Umum seperti yang disebut di atas, pasal 7
Undang-Undang Perbankan 1992 mengatur Kegiatan lain yang boleh dilakukan
Bank Umum, yaitu :

(a) Melakukan kegiatan dalam valtta asing dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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(b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,
asuransi, serta lembaga Kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasai akibat
kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank indonesia.

. (d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan . Pengurus dana pensiun sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
(2) Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Kegitan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, diatur
dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992 sebagai berikut :
(a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan atau bentuk fainnya yang dipersamakan denggn itu.
(b) Memberikan kredit
(c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
(d) Menempatkan dananya dalam SBI, deposito berjangka, sertifikat deposifb

dan atau tabungan pada bank fain.

2.2.3. Penghimpunan Dana Bank
Secara umum telah diketahui bahwa bank dalam menjalankan kegiatan

usahanya tidak sepenuhnya menggunakan modal sendiri, akan tetapi juga
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menggunakan dana dari pihak lain, yang disebut sumber dana bank. Pada
dasarnya sumber dana bank dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sumber
dana pihak | yang berasal dari para pendirif pemegang saham, sumber dana
pihak il berasal dari pinjaman Bank Indonesia atau dari bank-bank fain yang
disebut pinjaman antar bank. Sedangkan pinjaman dari pihak 11 berasal dari
penghimpunan dana masyarakat.

Penghimpunan dana masyarakat ini merupakan sumber dana dari pihak ]l
yang sangat diandalkan oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, atau dengan kata lain bank
sebagai financial intermediary yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebjhan
dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Undang-Undang Perbankan 1992, membedakan bentuk penghimpunan
yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank
II.'Imum menghimpun dana ddri masyarakat * dalam bentuk’ simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sért'rﬁkat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang
dipersamakan dengan itu. ¥ Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 48
Sehubungan dengan kegiatan usaha bank untuk menghimpun dana masyarakat
ini, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana

masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Atas dasar prinsip kehati-hatian

Undang-Undang No.7 Tahun 1992, op ¢it, pasal § huruf (a)
® Ibid, pasal 13 huruf (a).
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tersebut, maka bank harus  mentaati ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia
mengenai penghimpunan dana, sebagai berikut :
{(a) Ketentuan di bidang giro
Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran
dan penerikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana
perintah pembayaran fainnya, atau dengan cara pemindah-bukuan. 4
Pengadministrasian bagi nasabah yang mempunyai simpanan dalam
bentuk gire, melalui rekening koran. Dalam rangka menerima nasabah baru yang
akan membuka rekening koran, maka pihak bank harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

(1) Kepada calon nasabah harus diminta data-data berupa tanda bukti diri (berupa

" kartu penduduk, pasper,”SiM, ‘dan sebagainya), ‘dan ' tanda " tangan
yang tercantum dalam kartu bukli diri tersebut.

(2) Caion nasabah harus memiliki referensi tertulis dari fihak ketiga yang
dikenal baik oleh bank (biasanya referensi tersebut dari nasabah bank
yang bersangkutan), atau dari pejabat bank sendiri yang mengenal baik
calon nasabah {ersebut.

(3) Bila calon nasabah badan usaha, maka calon tersebut harus menyerahkan
akta pendirian atau anggaran dasar perusahaantbadan usaha tersebut

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

® Ibid, pasal 7.
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(4) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penefitian, apakah nama nasabah

yang bersangkutan tercatim dalam daftar fitam’ yang dikélurkan oleh Bank
Indonesia dan masih berlaku. Jika tercatum maka permohonan untuk menjadi
nasabah harus ditolak.

(5) Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka nama dan alamat nasabah
yang bersankutan harus dicek kebenarannya.

(6) Setelah semuanya lengkap, maka dilakukan perjanjian pembukaan rekening,
dengan cara mengisi dan menanda tanganni formulir yang sudah disediakan
oleh bank, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

¢ Apabila cek/ilyat giro yang ditarik oleh nasabah diajukan pada bank
ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut
ditolak oleh bank sebagai bilyet giro kosong.

o Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif
dan difolak pembayarannya oleh bank (cross-clearing), juga
diperlakukan sebagai bilyet giro kosong.

« Bila dalam jangka waktu enam bulan nasabah menarik cek/biyet giro
kosong sebanyak tiga kali, termasuk penarikan pada bank lain, maka
rekening yang bersangkulan segera ditutup oleh bank. Nama nasabah
yang bersangkutan dimasukan kedalam daftar hitam penarik cek/
bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.

¢ Setelah rekening hasabah ditufup, maka yang bersangkutan waijib

mengembalikan sisa buku cek/bilyet gire pada bank.
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{7) copy perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat mengenai

beberapa hal tersebut diatas, harus diberikan Kepada nasabah yang

bersangkutan.

| '(B) Dalam menyediakan  buku formulir cek/bilyet giro kepada nasahah,
hendaknya diperhatikan bonafiditas  nasabah yang bersangkutan. Bagi
nasabah yang belum diketahui bonafiditasnya (baru pertama ka!“i membuka
rekening), sebaiknya diberi buku cek yang isinya tidak begitu banyak. Hal

ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh nasabah
yang tidak bertanggung jawab,

(b) Ketentuan di bidang deposito

Ketentuan mengenai deposito semula diatur dengan Insfruksi Presiden

No.28 Tahun 1968. Selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 5/Kep/Dir tentang suku bunga deposite, tanggal 31 Mei 1972.
Khusus bagi bank pemerintah dan Bapindo dikeluarkan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No.22/65/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia
No.16/2UPUM, tanggal 1 Juni 1883. |
Ketentuan tersebut kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia tentang deposito berjangka bagi Bank Pemerintah dan Bapindo
dengan Surat Edaran Bank indonesia No.22/135/UPG tanggal 21 Desember
1988. lisi dari ketentuan ini antara lain adalah membebaskan semua bank untuk

menentukan suku bunga deposito berjangka.

% Bank Indonesia, Suraf Edaran No.121/8/UBBP, Tanggal 9 Agustus 1879,
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{c) Ketentuan di bidang sertiflkat deposito

Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto
1988), mengenai penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan LKBB, harus
mendapat izin dari Bank Indonesia.

Namun setelah pemerintah mengeivarkan Kebijakan 27 Okiober 1988
(Pakto 1988), yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank
No.21/48/Kep/Dir Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito, tanggal 27 Okfober
1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG. Penerbitan sertifikat
deposito oleh bank dan LKBB, tidak p‘erlu minta izin Bank Indonesia. Adapun
ketentuan penerbitan sertifikat deposito adalah sebagai berikut
{1) Dalam rangka pengerahan dana masyarakat, bank dan LKBB

diperkenankan menerbitkan sertifikat deposito tanpa meminta persetujuan
Bank Indonesia.

(2) Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dalam rﬁpiah dengan nilai nominal
sekurang-kurangnya satu juta rupiah.

(3) Jangka waktu sertifikat deposito sekurang-kurangnya 30 (tiga) puluh hari dan
selambat-lambatnya 24 bulan.

(4) Sertifikat depesito dapat diperjual belikan di pasar uang, sehingga unfuk
melindungi pemegangnya diperliukan keseragaman bentuk, isi, dan
redaksinya. Untuk itu warkal sertifikat deposito harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

¢ Kata-kata SERTIFIKAT DEPOSITO dan DAPAT DIPERDAGANGKAN

ditulis dalam ukuran besar, sehingga mudah difihat dan dibaca.

77
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Nomor seri dan nomor urut.

Nama dan tempat kedudukan penerbit

Nilat nominal dalam rupiah

Tanggal dan tempat penerbitan

Tingkat bunga atau diskonto

Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk mem bayar sejumlah
uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.

Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.

Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito

diterbitkan. 51

Selain itu, pada halaman belakang sertifikat deposito harus dicantumkan

klausul yang sekurang-kurangnya mencatumkan bahwa :

Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh. harta dan
piutangnya.

Sertifikat depbsito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindah tangankan
dengan cara penyerahan.

Pelunasan dilakukan pada tanggal jaluh tempo atau sesudahnya
dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang

bersangkutan oleh pembawa. 2

3! Bank indonesia, /kifsar Ketentuan Perbankan fndonesia, Bank Indonesia, Jakarta, 1982, h 8.

2 1hid, h 3.
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{d) Ketentuan di bidang tabungan

Dalam rangka mengerahkan dana masyarakat guna pembiayaan
pembangunan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan savings
drive 1971 tentang penyelenggaraan Tabanas dan Taska.

Sejak Pakio 1988, pemerintah mengeluarkan Kebijakan baru di bidang
tabungan, yaitu semua bank di Indonesia (termasuk bank asing) diperkenankan
mengembangkan jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun batasan yang ditentukan dalam Pakto 1988 antara tain -

(1) Tabungan hanya dapat diselenggarakan datam rupiah.

(2) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank yang
bersangkutan, atu alat yang tersedia untuk keperiuan tersebut dan tidak dapat
dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah
pembayaran lain yang sejenis.

(3) Penarikan tidak boleh melebihi suatu jumlah tertentu sehingga menyebabkan
saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum. 52

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, mengenai
deposito berjangka, sertifikat deposifo dan tabungan, juga harus memenuhi
ketentuan mengenai :

o Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas
Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan, tanggal 1

Desember 1989.

%3 \bid, h 10.
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» Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1308/KMK.04/1989
Tentang Batas Nilai Nominal Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Serta
Saldo Tabungan Terlinggi Yang Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak
Penghasilan.

+ Surat Kepulusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1309/KMK.04/1989
Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Afas Bunga Deposito  Berjangka, Serfifikat Deposito, Dan
Tabungan.

» Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1310/KMK_04/1989
Tentang Restitusi Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka,
Sertifikat Deposito, Dan Tabungan.

. Keputusén Direktur Jendral Pajak No.Kep-42/P}.3 /1989 Tentang Bentuk
Ukuran, Kode Dan Warna Formulir Pemotongan Dan Restitusi Pajak
Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Seriifikat Deposito, Dan
Tabungan.

« Surat Edaran Bersama Direklur Jenderal Pajak No.SE-89/PJ/1989 dengan
Direktur Jenderal Anggaran No SE-146.a/A/1989, 3

. Penarlkan Dana Dalam Bentuk Lain

m

Bank sebagai suatu intstitusi yang  bergerak dalam bidang jasa dan
keuangan, tentu mempunyai tujuan untuk mengembangkan usahanya balk secara
intern maupun ekstern. Pengembangan usaha secara intern yang  dapat

ditakukan  oleh bank antara lain melalui penerbitan obligasi atau saham. Apabila

4 Ibid, h 10.
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bank akan mengeluarkan obligasi saham, maka harus diperhatikan ketentuan-

ketentuan dalam :

(1) PP No.20 Tahun 1973 Tentang Pencabulan PP No.6 Tahun 1963 pinjaman
obligasi oleh bank/perusahaan /badan pemerintah maupun sﬂvasta, tanggal 2
Mei 1873.

(2) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.859/KMK.01/1987
Tentang Emisi Efek melalui bursa, tanggal 23 Desember 1987.

(3) Surat Keputusan Badan Pelaksana Pasar Modal {Bapepam) No.612/PM/1987
Tentang Kefentuan Pelaksana dan Perdagangan Obfigasi di bursa pararel,
tanggal 23 Desember 1987, 5°

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut -

» Batasan tentang saham dan obligasi :

Saham adalah tanda penyertaan modal dalam perseroan terbatas, sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas. Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman uang oleh
emiten dari masyarakat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun
dengan imbalan bunga yang jumlah dan pembayarannya telah difentukan.
Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek dan ditawarkan kepada
masyarakat.

s Persyarat emisi efek suatu badan usaha :

(1) Bertempat kedudukan di Indonesia

(2) Modal disetor penuh sekurang-kurangnya Rp 200 juta.

5 Widjanarto, loc ¢it, h 59.
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3) Dalam dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba

(4) Laporan keuangan teiah diperiksa oleh akuntan publik untuk dua tahun  buku
terakhir secara berturut-turyt dehgan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat
unfuk tahun terakhir,

- Khusus bagl bank :

(1) Untuk emisi saham, selama tiga tahun terakhir harus memenuhi
ketentuan bahwa selama dua tahun pertama sekurang-kurangnya
tergolong cukup sehat, serta memenuhi persyaratan permodalan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Untuk emisi obligasi, melampirkan rekomendasi dari Bank indonesia
mengenai jumlah obligasi yang akan diterbitkan.

(3) Emisi saham dilakukan dalam pecahan dengan nominal Rp 1.000,.

(4) Emisi obligasi ditakukan dalam pecahan de-ngan nominal sekurang-
kurangnya Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1992, menyatakan
bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa

efek di Indonesia. 5

e

Larangan Dan Batasan Dalam Penarikan Dana

Pada uraian terdahuluy dapat diketahui bahwa kegiatan usaha bank
dibedakan menurut jenis banknya yaitu antara Bank Umum dengan Bank
Perkreditan Rakyat, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Dari kegiatan

yang dapat dilakukan oleh kedua jenis bank tersebut, undang-undang juga

5©bid. h 81.
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mengatur mengenai larangan dan batasan kegiatan usaha yang dapatfboleh

dilakukan oleh bank antara lain sebagai berikut ;
(1) Larangan Dan Batasan BagiBank Umum
Pasal 10 Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa bank  umum
| dilarang :
| + melakukan penyertaan modal kecuali -

(a) pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa
guna usaha, modal venture, perusahaan efek, asuransi, serta
lembaga kiiring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank indonesia.

(b) penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit, dengan syarat harus menarik kembaii penyertaannya, dengan
memenuhi  keteniuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(c) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

sesuai dengan ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan

dana pensiun yang berlaku.
¢ melakukan usaha perasuransian,
¢ melakukan usaha fain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perbankan 1992. Usaha lain

yang dilarang antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi

{underwriter).
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{2) Larangan Dan Batasan Bagl Bank Perkreditan Rakyat :

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan 1992, mengatur mengenal larangan
dan batasan kegiatan usaha yang dapat/boleh dilakukan oleh Bank
Perkreditan Rakyat sebagai berikut :

e menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam ialy lintas

pembayaran.

» melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

s mefakukan penyeriaan modal.

» melakukan usaha perasuransian.

o melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan 1992,

Dalam Penjelasan Undang-Undang Perbankan 1992, menjelaskan bahwa
farangan bagi Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan berupa giro dan ikut
serta dalam lalu iintas pembayaran,rdimaksudkan untuk menyesuaikan dengah
kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, yang terutama ditujukan untuk melayani
usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Sehingga jenis
pelayanannya harus disesuaikan.

Sedangkan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyal melakukan kegiatan
usaha dalam valuta asing, tidak termasuk Kegiatan tukar menukar valuta asing
(money changer). Unluk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, Bank

Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia.



2.2.4. Pemberian Jasa Bank

Selajp kegiafan utama yang dilakukan oleh bank yaitu menghimpun dana dari
masyarakal dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, Bank Umum
diperbolehkan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang
membutuhkan. Pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat ini merupakan
sumber pendapatan bank yang memungkinkan untuk dikembangkan sedemikian
rupa sesua dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk pelayanan jasa tersebut,
antara lain transfer, bank garansi, jasa-jasa di bidang devisa, dan jasa-jasa
lainnya. >’

a. Transfer

Salah satu produk pelayanan jasa yang dilakukan oleh bank adalah
transfer, merupakan pelayanan jasa pengiriman uang meialui bank.

(1) Jenis alat transfer adalah wesel dan surat bukti pengiriman uang.

(2) Syarat-syarat alat transfer :

« Wesel, yang dimaksud dengan wesel disini bukan seperti wesel pos,
namun wese! sebagaimana diatur  dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang. Mengenai pengenian wesel ini, tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, namun dalam pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang menyebutkan persyaratan agar suatu surat dapat disebul sebagai
surat wesel sebagai berikut :

Tiap-tiap surat wese! berisikan :

5 Muhammad Djumhana, op cit, h 28.
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(a) nama “"surat wesel” yang dimuatkan dalam teksnya sendiri dan
diistilahkan dalam surat itu dibuatnya.

(b) perintah tak bersyarat untuk membayar sejumiah uang terentu.

(¢} nama orang yang harus 'me_mbgyamya (tertarik atau pembayar).

(d) penetapan hari bayarnya.

(e) penefapan tempat dimana pembayaran haru;s ditakukan.

(f) nama orang yang kepadanya atau Kkepada ofang yang ditunjuk
olehnya, pembayaran harus dilakukan.

(g) tanggal dan tempat surat wesel ditarik.

(h) tanda tangan orangyang menarik.

o Surat Bukti Pengirimah Uang Dalam Negeri, transfer (SBPT). Surat Edaran
Bank Indonesia No0.4/996 UPPB/PbB tanggal 13 Desember 1968,
menentukan bahwa SBPT sekurang-kurangnya harus memuat :

(1) redaksi SBPT harus dapat dibaca adanya amanat pengiriman uang dari
bank pemberi perintah kepada. bank penerima/pembayar transfer.

(2) nama dan tempat bank yang memberi amanat (pengiriman transfer). |

(3) nama dan tempat bank penerima transfer.

(4) jumiah bersih uang yang dikiimkanAang harus dibayar.

(5) tanggal pengiriman uang.

(6) tanggal pengeluaran SBPT yang harus dilakukan oleh bank penerima
transfer.

(7) nomeor urut pengiriman uang dari bank pengirim.

(8) tanda tangan pejabat bank yang mengeiuarkan SBPT,
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(9) disamping syarat-syarat fersebut di atas, kefentuan-ketentuan Ilain
yang periu diperhatikan adalah :

a) formulir SBPT dapaf dijadikan satu dengan tanda pelunasan
penerimaan (kwitansi) di halaman belakang SBPT.

b) setelah penerima menanda tfangani kwitansi tersebut, jumiah
uang SBPT dapat diterima tunai atau disetorkan pada bank di
mana yang bersangkutan memilki rekening.

¢) SBPT yang dikeluarkan oleh bank peserta kliring, harus
langsung dapat diterima sebagal bahan pertimbangan kliring
{warkat clearing).

d) fentang sistem cover yang baik , yakni pengaturan likuviditas
antar kantor cabang dari bank yang bersangkutan bila transfer
tersebut di!akukan antar kantor cabang, diatur lebih lanjut oleh
Bank Indonesia. =

b. Bank Garansl

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank
menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada
penerima jaminan dalam jangka waktu dan syaral-syarat tertentu, apébila
dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si

penerima jaminan. =

53 Widjanarte, op cit,h 72
% Muhammad Djumhana, op cit, h 208.
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Pengertian Bank Garansi menurut ketentuan yang tercantum dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 23/72/Kep/Dir dan Surat Edaran
Bank Indonesia (SEBI) No.23/5AJKU, tanggal 28 Pebruari 1981 adalah :

(1) Garansifjaminan dalam beniuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminén
apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan prestasi).

(2) Garansi dalam bentuk penandatangan kedua dan, seterusnya atas surat
berharga seperti aval dan, endosemen dengan hak regres yang dapat
menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera
janiji.

(3) Garansi lainnya yang terjadi karena  perjanjian bersyarat sehingga dapat
menimbuikan kewajiban finansial bagi bank.

Dari pengertian Bank Garansitersebut diafas dapat diketahui bahwa ada
tiga pihak yang tersangkut dalam perjanjian Bank Garansi, yaitu . penjamin/
bank, terjamin/nasabah, penerima jaminan/pihak ketiga.

c. Jasa-~Jasa di Bldang Devisa

Dalam Undang-Undang Perbankan 1992, tidak adé ketentuan yang
mengatur secara khusus mengenai bank devisa. Ketentuan mengenai penunjukan
Bank Umum sebagai Bank Devisa diatur dengan Peraturan Pemerintah, Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan téntang syarat-syarat penunjukan Bank Umum Bukan Devisa
menjadi Bank Devisa, telah beberapa kali mengalami  perubahan dan

penyempurnaan. Ketentuan vyang terakhir dikeluarkan oleh pemerintah adalah
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Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SEBI) No.28/64/Kep/Dir, tanggal 6

September 1995 Tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Devisa Menjadi Bank

Umum Devisa.

Ketentuan tersebut menjelaskan pengertian Bank Umum Devisa adalah

bank’yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat

melakukan keglatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan

transaksi perbankan dengan pihak-pihak diluar negeri.

Untuk memperoleh penunjukan tersebut, bank harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut

Bank yang bersangkutan selama 24 bulan ferakhir berturut-turut tergolong
sehat.

Jumlah modal disetor bank sekurang-kurangnya telah mencapai Rp
150.000.000.000,- (seratus lima puluh mikyar rupiah).

Ratic modal (CAR) bank yang bersangkutan dalam bulan terakhir telah
mencapai 10 persen. “

Bank yang bersangkutan telah melakukan persiapan untuk melaksanakan
kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing ditinjau dari aspek organisasi,
sumber daya manusia yang diperiukan, penyediaan pedoman operasional
kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, sistem administrasi dan sistem
pengawasannya.

" Barnk yang telah mendapat penunjukan sebagai bank umum devisa harus

telah melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan

nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak -pihak di
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fuar negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penunjukan sebagai .Bank
Umum Devisa. Apabila tidak memeuhi ketentuan tersebut, maka dapat dicabut
penunjukannya sebagai Bank Umum Devisa. ®

d. Jasa-Jasa Laln

Selain pemberian jasa bank seperti yang tersebut diatas, Bank Umum juga
dapat melakukan jasa-jasa yang lain diantaranya sebagai bank persepsi, swap
bunga dan membantu adminisirasi usaha nasabah.

Jasa sebagai bank persepsi dapat dilakukan Bank Umum devisa dan non
devisa. Pengertian bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima seloran penerimaan negara  bukan dalam rangka
impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan peneriman negara
bukan pajak.®

Swap adalah {ransaksi pertukaran dua vaiuta melalui pembelian tunai
dengan penjualan kembali secara berjangka, dan penjualan tunai dengan
pembelian kembali secara tunai. %2 |

Transaksi swap dilakukan . oleh Bank Indonesia dalam vaiuta dollar
Amerika Serikat, dan valuta asing fain bila dianggap perlu. Premi atas fasilitas

swap ditetapkan berdasarkan perbedaan suku bunga di luar dengan di dalam

negeri. ®

% Muhammad Djumhana, op cit, h 208.

8! peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992, op cit, pasal 7.

%2 Direktur Jeneral Pajak, Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak No. SE/89/PJ/1688 Dan
Direktur Jenderal Anggaran No.SE 46a/A/1989, Tentang Tala Cara Pemolengan Dan
Pngembalian Pajak Penghasilan (PPh) Atas Tabungan Deposito Berjanngka, Dan Sertifikat
Deposito, 3 (Bank Persepsi).

%> Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi No.24/51/Kep/Dir, Tentang Swap Likuiditas Dan
Swap Investas/, pasal 1 angka (2).
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Bank Umum Devisa dapat mefakukan transaksi swap ulang dengan
nasabahnya atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh bank yang

bersangkutan. Memberikan bantuan administrasi nasabah, khususnya nasabah

‘golongan ekonomi lemah. Seperti diketahui bersama bahwa nasabah bank yang

termasuk golongan ekonomi lemah, disamping kelemahan dalam hal permodalan
juga lemah dalam hat administrasinya. Dengan demikian bank dapat memberikan
jasa untuk membantu membenahi administrasi nasabah, yang akan mendapatkan

penghasilan tambahan (fee) dari jasa tersebut.

2.2.5. Penanaman Dana Bank
a. Penanaman Dana Dalam Bentuk Kredit

Sesuai dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakaf, setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka
dana yang telah terkumpul di bank tersebut harus ditanamkan kembali pada
kegiatan lain yang dapat menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun
nasabah penyimpan dana.

Penanaman dana ini memperlukan keahlian tersendiri (profesionalisme) dari
pengelola bank. Karena dengan profesionalisme dan menerapkan prinsip kehati-
hatian, akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.
Penanaman dana bank ini berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penyalur
dana masyarakat (memberi kredit) dan  penanaman dana dalam surat-surat

berharga yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan.
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Kegiatan usaha bank dalam menyalurkan dana pada masyarakat, dikenal
dengan sebutan kredit. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persefujuan atau
kesepakatan pinjam menimjam antara bank dengan pihak lain, yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sefelah jangka waktu
tertentu dengan jumiah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. &

Dari kegiatan usaha memberikan kredit ini, bank memperoleh keuntungan
berupa bunga,yang diberikan oleh para peminjam ( nasabah/ debitur).

b. Penanaman Dana Dalam Surat Berharga.

Pengertian surat berharga, tidak diatur secara jelas dalam ketentuan
undéng-undang di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupuﬁ
Kitab Undang - Undang Hukum Dagang, tidak memuat difinisi surat berharga.

Namun dari beberapa ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, dapat disimpulkan banhwa pengertian surat berharga
(negotable instrumens/negatable papers, atau dalam bahasa Belanda waarde
papier), adalah surat bukli pembawa hak yang dapat diperdagangkan. 8

Dalam Undang-Undang Perbankan 1992, dijelaskan surat berharga adalah
surat pengakuan, wesel, saham, obligasi, serkuritas kredit, atau setiap deviratif

dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit,

 Undang-Undang No.7 Tahun 1892, op cit, pasal 1 angka (12).
¢ Undang-Undang No.7 Tahun 1892, op cit, pasal 1 angka {12).
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dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar

uang. ®

Tujuan penerbitan surat berharga, adalah  uniuk memperfancar dan

meningkatkan pembayaran giral. Sedangkan dana yang dapat dihimpun melalui

penerbitan surat berharga, dapat disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih

produktif.

2.3. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur
Sebagai suatu badan usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya, hank
selalu mefakukan hubungan hukum. Hubungan hukum diatur dalam Ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat ditinjau dari:

2.3.1. Dasar Pengaturan Hubungan Hukum

Secara teori hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan. Perikatan
merupakan terjemahan dari bahasa Befanda *verbintenis®¥ Ada juga yang
mengartikan verbintenis, dengan istilah perutangan, ® atau perjanjian. ©

Dari beberapa terjemahan mengenai verbintenis tersebut diatas, dapat
disimpulkanbahwa verbintenis berarti perikatan, perutangan atau perjanjian.
Dalam tesis ini verbintenis, diartikan dengan perikatan. Perikatan adalah suatu

perhubungan hukum, antara dua orang/pihak, berdasarkan mana pihak yang

6 Undang-Undang No.7 Tahun 13892, op cit, pasal 1 angka (11)

% Hartone Hadisoepraptro, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Jogyakara,
Liberty, 1884, h 27.

% Sri Soedewi Maejchun Sofwan, Dalam Harteno Hadisoeprapto, ibid, h 27.

% Achmad lchsan, Dalam Hartono Hadisceprapto, Ibid, h 27.
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satu, ber hak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban
memenuhi tuntutan tu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur {si
berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuniutan disebut
debitur ( si berutang), ™°

Perikatan ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari
perjanjian. Perjanjian merupakan suafu peristiva dimana seseorang berjanji
kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu. 7!

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, dalam
praktek perikatan timbul, dari adanya perjanjian-perjanjian. Perikatan yang lahir
dari perjanjian, lahir karena dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan
perjanjian. Sedang perikatan yang lahir karena undang-undang, terjadi di luar

kemauan para pihak.

2.3.2. Hak Dan Kewajlban Para Pihak

Objek dari suatu perikatan, merupakan hak dari kreditur dan kewajiban
dari debitur, yang biasa disebut sebagai prestasi. Prestasi dapat berupa:

(a) memberikan sesuatu

(b} melakukan perbuatan

(c) tidak melakukan sesuatu perbuatan. 7

™ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakanta, internusa, 1878, h 1.
7! Ibid, h 38.
7 Hartono Hadisoeprapts, op ¢it, h 28.
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Dengan demikian, hak dari kreditur adalah menuntut prestasi, dan

kewajiban debitur adaiah memenuhi prestasi, sesuai dengan apa yang

diperjanjikan.

2.3.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Perikatan merupakan hubungan hukum, hubungan hukum akan berakhir,

setejah peﬁkatannya hapus. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan karena :

pembayaran;

penawaran pembayaran tljnai,diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
pembaharuan utang;

perjumpaan ufang atau Konpensasi;

percampuran ulang;

musnahnya barangyang terutang;

pembebasan utang; |

batal/ pembatalan;

berlakunya suatu syarat batal;

lewatnya waktu; 2

2.3.4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

dan menyalurkan dana pada masyaraka

Bank adalah badan usaha, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun

t’*  Dalam menjalankan kegiatan

7 Subekti, op cit, h 84,
™ Undang-Undang No.7 Tahun 1982, op cit, pasal 1 angka (1).
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usahanya, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Nasabah yang
melakukan hubungan hukum dengan bank,

e Nasabah penyimpan dana/kreditur

» Nasabah penerima kredit.

Hubungan hukum antara bank dengan kreditur (giro, deposito dan
tabungan), dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan, yang
berisi syarathyarat umum,yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan
dana/kreditur. "°

Apabila dana disimpan dalam bentuk giro, maka ketentuan-ketentuan umum
yang harus dipatuhi adalah ketentuan mengenai rekening koran. Sedang bila
nasabah menyimpan dalam bentuk depesito atau tabungan, maka ketentuan
umum yang berlaku adalah ketentuan mengenai depositodan tabungan.

Ada beberapa pendapat, mengenai hubungan hukum antara bank dengan
kreditur :

{a) Symons. Jr
Menurut Symons hubungan hukum antara bank dengan nasabah, merupakan
hubungan yang paling kurang dipahami’” Symons mempertanyakan status
kepemilikan dana nasabah yang telah disetor ke bahk, dan selama dalam
penyimpanan bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank fneinjamkan

dana tersebut kepeda pihak ketiga. Yang menjadi persoalan adalah dana

7 Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagf Para
Fibak Datam Perjanjian Kredit Bank Dj Indonesig, Jakarta, Institut Bankir Indonesta, 1893, h
127.

” Ibid, h 129.

77 Symons. Jr, dalam Sutan Remy Syahdeini, ibid, h 129.



96

dana tersebut kepeda pihak ketiga. Yang menjadi persoalan adalah dana
yang dipinjamkankan kepada pihak ketiga tersebut, dianggap milik bank atau
tetap milik nasabah penyimpan dana?.

{b) Subekti
Menurtt  beliau, deposito dengan bunga, bukan merupakan pentipan,
meskipun arti dari deposito adalah penitipan.® Karena pihak yang menerima
deposito  diperbolehkan uniuk memakai dana yang dititipkan, dan
menyanggupi membayar bunga atas penitipan f{ersebut. Pada dasarnya
perjanjian deposito merupakan perjanjian pinjam uwang dengan bunga. ’°

(c) Mariam Darus Badrulzaman
Mariam Darus mengatakan, bahwa perjanjian rekening koran dapat
disimpulkan sebagai perjanjian pemberian kuasa.® Perjanjian pemberian
kuasa, berisi penyerahan wewenang dari pemberi kuasa Kepada penerima
kuasa, untuk melakukan perbuatan tertentu separliyang diperanjikan.

(d) Sutan Remy Syahdeini
Sutan Remy menjelaskan, dalam praktek perbankan di Indonesia. Penyerahan
dana nasabah yang disimpan di bank, selalu mengandung pengertian atau
kesepakatan bahwa bank yang menerima simpanan dari nasabhah, berhak
untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga,

nasabah tidak mempunyai hak apapun mengenai fujuan pemekajan dana

BR. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra aditya Bankti, 1988, h 112,
:’9 Ibid, h 113.
*“ iariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Alumni, 1881, 1 51,
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tersebut oleh bank®' Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya
untuk menagih dan mendapatkan kembali dananya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dana nasabah penyimpan dana,

merupakan asef bank, selama dalam penyimpanan dan penggelo!éan bank.

2.4. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Keglatan Usaha Bank
2.4.1. Tinjauan Umum Terhadap Perlinduhgan Hukum Dalam Keglatan
Usaha Bank
2.4.1.1. Perlindungan Nasabah Bank
Bank sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa dan
keuangan, perlu mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jasa
bank. Dukungan tersebut diwujudkan, dalam bentuk kepercayaan masyarakat
kepada bank. Dalam rangka menjaga kepercayaan masfarakat tersebut,
diperlukan ketentuan hukum yang dapat memberikan kepastian, dan melindungi
kepentingan para pihakyang terkait dalam kegiatan usaha bank.
Undang-Undang Perbankan 1992, merupakan dasar hukum yang berlaku
dalam kegiatan usaha bank pada saat ini. Namun undang-undang ini belum
mengatur secara jelas mengenai perfindungan hukum kepada nasabah
penyimpan dana.
Ketentuan yang mengatur' perlindungan hukum secara umum, dinyatakan
bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi

ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. oz

® Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 150,
2 Undang-Undang Ne.7 Tahun 1982, op ¢it, pasal 2.
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Kesehatan bank, merupakan indikator dalam menilai pelaksanaan prinsip
kehati-hatian yang dilakukan oleh bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan
oleh Bank Indonesia, dalam kewenahgannya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perbankan nasional. Apabila dalam pembinaan dan
pengawasan ditemukan bank yang tidak sehat, maka bank yang bersangkutan
diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). %

Perlindungan hukum yang diperiukan oleh nasabah penyimpan dana atau
kreditur, secara umum adalah perlindungan atas kepentingannya. Kepentingan
nasabah penyimpan dana/kreditur, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu kepentingan fisik dan kepentingan sosial ekonominya. B4

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur, dikaitkan dengan
keamanan atas dana yang disimpan di bank. Kepentingan sosial ekonomi
dikaitkan dengan keuntungan yang akan diterima terhadapdana yang disimpan di

bank.

2.4.1.2. Etlka Perbankan
Secara umum azas hukum dibentuk oleh oleh nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, yaitu nilai yang dianggap adil atau tidak adil, benar atau tidak

benar, efis atau fidak etis.®

% Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.34 Tahun 1898, Tantang Tugas dan
Wewenang BPAPN

® BPHN, log cit, h 18.

% Sri Redjeki Hartono, Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Azas-Azas Hukum Nasionaf
(ditinjau darf Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi), Jakarta, BPHN, 1995, h 123,
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Atas dasar penilaian tersebuf, dimungkinkan terjadi penyimpangan.
Penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat tidak semuanya dapat diberikan
sanksi secara hukum. Dalam masyarakat masih terdapat standar lain untuk
menilai penyimpangan yang terjadi, yaitu standar nilai morai yang dianut.

Begitu juga dalam kegiatan usaha perbankan, ada ketentuan yaﬁg harus
ditaati oleh para pelaku disertai etika yang harus dijalankan. Etika perbankan
yaitu kebiasaan atau aturan, baik tertulis maupun tidak, yang harus ditaati dan
bertujuan memberikan  landasan moral bagi para pelaku® Untuk dapat
menginplementasikan kode etik dalam Kkegiatan usaha perbankan, dirumuskan
Sembilan Prinsip Kode Etik Bankir indonesia, sebagai berikut :

(1) Seorang bankir patuh dan taat pada Ketentuan perundang-undangan yang
bertaku;

(2) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar, mengenai transaksi yang
bertalian dengan kegiatan banknya; |

(3) Seorang bankir menghindarkan diri dari persainganyang tidak sehat.

(4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi;

(5) Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan
kepufusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;

(6) Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya;

(7) Seorang bankir memperhitungkan dampak yang meru-gikan, dan setiap hal

yang ditetapkan banknya, terhadap keadaan ekonomi, sosial, lingkungan;

¥ Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Kelentuan Dan Pensrapannya Of Indonssia), Bandung,
Citra Aditya Bakti, 1996, 49.
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(8) Seorang bankir tidak menerima hadiah, atau imbalan yang memperkaya diri
pribadi maupun keluarganya;
(9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela, yang merugikan citra

profesinya. ¥

2.4.1.3. Rahasla Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan
dan halhal lain dari nasabah bank, yang menurut kefaziman bank wajib
dirahasiakan.®™® Bagi anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau
pinak ferafiliasi, yang dengan sengaja memberikan Kketerangan yang waijb
dirahasiakan, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun, dan -atau
denda paling banyak dua juta rupiah, ®

Namun ketentuan rahasia bank ini, dapat diterobos apabila menyangkut
kepentingan umum, yang meliputi Kkepentingan perpajakan, kepentingan
pemeriksaan di pengadilan,dan kepentingan kelancaran keamanan usaha bank. %
2.4.1.4. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan, dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait
datam kegiatan usaha bank. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh bank
kepada nasabah, kejahatan yang dilakukan oleh bank kepada bank lain, atau

kejahatan yang  dilakukan nasabah kepada bank. Tindak pidana perbankan

THeA 1 - 1T }t
!JT» 'Ejsj, "ilx’ l¢< i:'-li

# = Ibid, h 50.

Undang-Undang No.7 Tahun 1982, op cit, pasal1 angka (18).
8 !bld pasal 40 ayat (1).

!hld perhatikan pasai 41 - pasal 45,
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biasanya dilakukan secara terselubung, dan pelakunya rata-rata orang yang
mempunyai Keahlian dan mengerti seluk beluk kegiatan perbankan. Pada

dasarnya kejahatan perbankan dapat dikelompekkan sebagai "white collor

crime™, ¥

Bentuk tindak pidana perbankan yéng dapat dilakukan oleh nasabah maupun
bank antara lain :
+ Kejahatan dengan menggunakan komputer, dan dilakukan oleh orang yang
ahli, sehingga dapat membobol dana bank; |
¢ Penipuan atau kecurangan lerhadap data-data nasabah kepada bank dalam
pengajuan kredit, sehingga menyebabkan kredit macet;
» Penggelapan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank;
+ Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh
pemerintah. %2
Selain tindak pidana perbankan seperti tersebut diatas, masih terdapat
pernyimpangan yang secara hukum tidak dapat dikatagorikan sebagai kejahatan.
akan tetapi tindakan tersebut secara Kriminolagis, dapat dikatakan sebagai
criminal behavior, atau pelanggaran administratif. Tindakan ini dapat dilakukan
oleh bank sebagai institusi, meliputi pelanggaran -'y';ang berhubungan dengan

prosedur,alur, arus dan distribusi uang.®

M hid, mengenai sanksi
*2 Muhamad Djumhana,op ¢it, h 35 - 37
3 bid, h.38
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Secara normatif Undang-Undang Perbankan 1982, membedakan antara
kejahatan dengan pelanggaran. Perbedaan tersebut dihubungkan dengan

penjatuhan sanksi, maksudnya kejahatan perbankan dikenakan ancaman hukuman

lebin berap, dari pelanggaran. ¢

2.4.2. Ketentuan Hukum Perbankan Yang Memuat Perlindungan Hukum
Kepada Nasabah
2.4.2.1. Teort Penafsiran Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk-
petunjuk tingkah laku manusia, yang merupakan pencerminan dari kehendak
manusia tentang, bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus
diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum yang mengatur mengandung
rekaman-rekaman dari ide-ide yang dipiiih oleh masyarakat tempat hukum itu
diciptakan. Ide-ide tersebut adalah ide-ide mengenai keadilan. %

Hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom artinya
fungsi hukum yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat
serta melindungi kepentingan-kepentingan. % |

Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya, ini
berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan Kkepentingan-kepentingan

anggota masyarakat, serta memberikan pelayanan kepadanya. Masyarakat tidak

hanya ingin melihat keaditan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-

24 Undang-Undang No.7 Tahun 1892, perhatikan pasal 48 - pasal 53.
% Satjipte Rahardjo, //imu Hukum, Bandung, Alumni,1980,h 88.
% Kansil, Pengantar imu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, h 21.
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kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan menginginkan agar dalam
masyarakat terdapat peraturan peraturan yang menjamin kepastian dalam
hubungan mereka satu sama lain. Peraturan-peratluran  hukum  yang  tidak
disampaikan dengan bailk kepada masyarakat menjadikan sistem hukum yang
bersangkutan tidak bermoral, ¥

Secara historis hubungan antara hukum dan moral sangat dekat, dan di
hanyak tempat hukum dianggap memiliki fungsi sebagai pelaksana morai,
sebagai penegasan kembali  dari standar  moral masyarakat, dan unfuk
menghukum pelanggar chr.al.ga Prinsip-prinsip moral seringkali dipakai sebagai
pertimbangan bukan hanya di dalam menentukan apakah suatu undang-undang
akan dibuat atau tidak, akan tetapi juga apakah hukuman akan dikenakan
terhadap para pelanggar. Bahkan di  berbagai undang-undang, standar morai
secara inplisit maupun ekpiisit menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk
digunakan sebagai ukuran dalam membuat keputusan-keputusan penting tertentu.
Dalam kegiatan usaha bank, sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan
yang dapat memaksa pelaku perbankan bertindak etis, antara lain melalui
perundang-undangan yang melindungi kepentingan masyarakat umumnya dan
nasabah bank khususnya. Dalam hal ini hukum  dapat dipakai untuk
menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat luas dengan kepentingan para
pelaku perbankan, yang memberikan perlindungan pada para pengguna jasa

perbankan.

7 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakaf dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1830, h 201.

% \bid, h 201.
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2.4.2.2. Ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945,
yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerinfah ada ditangan Presiden,
sedangkan para Menteri adalah pembantu Presiden. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka penetapan kebijakan dibidang moneter ada ditangan Presiden.
Oleh karena penelaahan persoalan moneter memerlukan koordinasi dan
sinkronisasi dari berbagai bidang, maka dipandang perlu membentuk dewan
moneter. Anngota dewan moneter terdiri dari Menteri-Menteri yang memimpin
bidang keuangan dan perekonomian serta Gubernur Bank Seniral.

Bank Sentral adalah suatu Lembaga Negara yang bertugas membaniy
Presiden dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter, oleh karena itu Bank
Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah. ®

Dalam struktur pemerintah Bank Sentral berkedudukan diluar Departemen,
sehingga dapat menilai kemampuan perekonomian negara secara objektif.
Wewenang Bank Sentral menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1968, antara lain
sebagai berikut :

(a} di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(b) di bidang perkreditan.

(c) di bidang devisa.

(d) di bidang pembinaan dan pengawasan bank. '%®

% Pemerintah Republik indonesia, Penjelasan Undang-Undang No.13 Tahun 1863
1% thig.n.12
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Wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan perlindungan nasabah adalah di
bidang pembinaaﬂ dan pengawasan bank. Dalam hal ini Bank Sentral berkewajiban untuk
membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sudut ekonomi perusahaan
terutama dengan jalan pengafuran dan penjagaan  likuiditas dan solvabilitas bank,
maupun dari sudut moneter, dengan jalan pengaturan dan pengawasan terhadap pemberian
kredit.

Kewajiban imi dilakukan dalam rangka usaha perkembangan yang sehat dari urusan
kredit dan urusan perbankan. Bank Sentral membina perbankan dengan jalan :

¢ memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan

menyelenggarakan clearing antar bank.

» menetapkan ketentnan-ketentuan umum tentang soivabilitas dan likuiditag bank-

bank.

e memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara

sehat 1%

Guna melaksanakan ketentuan-ketentuan  fersebut di atas, maka Bank Sentral

meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemwiksaén terhadap segala

aktivitas bank.

2.4.2.3. Ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Sehubungan dengan fungsi uwtama bank wahana yang eftktif dan efisien

dalam menghimpun dan penyalur dana masyarakat, diperlukan suatu  ketentuan

191 yndang-Undang No.13 Tahun 1968, pasal 30.
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hukum yang menjamin atau memberikan periindungan bagi para pihak yang

terkait dalam kegiatan usaha perbankan.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usaharya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan prisip kehati-hatian. Sejalan  dengan  prinsip tersebut,
pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha
bank, dengan mengeluarkan berbagai ketentua‘n perundang—undaﬁgan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan bank yang
ditetapkan oleh undang-undang lersebut, merupakan rambu-rambu yang dapat
dikatakan sebagai suatu ketentuan yang mengatur perlindungan nasabah bank
secara umum adalah sebagai berikut :

(a) Bank wajib memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek
permodalan, kualtas asel, kualitas manajemen, rentabitlitas, likuiditas,
solvabilitas, dan aspeklain yang berhubungan dengan usaha hank.

(b) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank waijib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank.

(¢} Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai
kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang ditakukan
melalui bank.

(d) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
atau seliap wakiu apabila diperiukan.

(e) Bank wajib menyampaikan kepada Bank indonesia, segala keterangan, dan

penjelasan mengenai usahanya. Bank atas permintaan Bank indonesia, wajib



107

memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buky dan berkas-berkas
yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam
rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan
penjeiasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

(f) Bank wajib menyampaikan kepeda Bank Indonesia, neraca perhitungan
laba/rugi tahunan serta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Laporan neraca perhitungan laba/ rugi wajib diumumkan kepada masyarakat. '®2

Apabila dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, menurut .
penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengatami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal

-tersebut kepada Menteri Keuangan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan

yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat .

(a) melakukan tindakan agar
1) pemegang saham menambah modal.

2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atay direksi bank.

3) bank menghapus bukukan kredit macet, dan memperhitungkan Kerugian
bank dengan modalnya.

4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih  seluruh

kewajiban.

192 43U No.7 Tahun 1982 Tentang Perbankan , op cit, pasal37.
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(b) mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan p’erundang-undangan yang
berlaku, '®
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, keadaan suatu bank telah
membahayakan sistem perbankan, karena tindakan-tindakan yang dilakukan
belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh suatu bank, maka Bank
Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha
bank yang bersangkutan. Setelah izin usaha suatu bank yang bersangkutan
dicabut, maka Menteri Keuangan memerintahkan direksi bank yang bersangkutan
untuk melakukan likuidasi. Apabila direksi tidak melakukan likuidasi, maka
setelah mendengar pertimbangan  dari Bank fndonesia, Menteri Keuangan
meminta pengadilan untuk melakukan likuidasi bank yang bersangkutan. '
2.4.2.4. Ketentuan-Ketentuan Lain Yang Berlaku DalamKegiatan Usaha Bank
a. Peraturan Pewmerintah Repubiik Indonesia
1) Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No.70 Tentang Bank Umum, Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1996
Dalam  penjelasan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992
Tentang Bank Umum, dijeiaskan bahwa bank umum merupakan bagian
dari perbankan nasional yang memitiki fungsi utama sebagai penghimpun
dan penyalf;xr dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sehubungan dengan fungsi utama tersebut, Bank Umum

memiliki peranan yang strategis datam menyerasikan, menyelaraskan dan

193 1hid, pasal 37.
4 Ibid, pasai 37 ayat (3), (4) dan (5).
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menyeimbéngkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Memperhatikan peranan Bank Umum yang demikian strategis,
perkembangannya yang semakin pesat dan tantangan-tantangan yang
dihadapinya semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan
hukumnya perly diperkokoh melalui penyempurnakan kefentuan-ketentuan
yang mengatur Bank Umum, dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Dengan landasan hukum yang semakin kokoh, maka Bank Umum
diharapkan akan mampu melindungi kepentingan nasyarakat dan mampu
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertenty yang memiliki peran sirategis
dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1892, anlara lain memuat
mengenai ketentuan perizinan dan kepengurusan, kepemilikan, merger,
konsolidasi dan akuisisi, penﬁgunaan tenaga asing, penyssuaian
lembaga keuangan bukan bank menjadi Bank Umum, penugasan Ehuéus
bagi Bank Umum, kefentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan
penutup.

| Ketentuan yang berkaitan dengan periindungan nasabah bank
adalah meﬁgenai perizin, kepemilikan dan permodalan. Pasaj} 1 ayat (1}
peraturan pemerintah ini, menegaskan bahwa pendirian Bank Umum

harus mendapat izin dari Menteri Keuangan setelah mendapat
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pertimbangan dari Bank Indonesia. Sejanjuinya dijelaskan hahwa Bank
Umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum
llndonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia danfatau
badan hukum Indonesia.

Modal Bank Umum yang dalam Pakto 1988 ditentukan 10 milyar
rupiah, dalam pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah ini, ditetapkan modal
yang disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya 58 milyar
rupiah. Sedangkan untuk mendirikan bank campuran modal yang disetor
sekurang-kurangnya 50 milyar rupiah.

Sehagai badan usaha yang bergerak dalam jasa dan keuangan,
permodalan bank yang kokoh sangal dibutuhkan, karena dengan modal
yang' basar ;Iiharapkan dapat meningkatkan kualiias perbankan di
Indonesia sehingga akan tercipta sistem perbankan yang sehat.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka ketentuan permodalan bank
akan selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1996.

Sejalan dengan ha! tersebut pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998, yang menggubah ketentuan
pasal 2 Peraturan Pemerinfah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 19986, sehingga

berbunyi sebagai berikut :
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a) Modal disetor untuk mendirkan Bank Umum termasuk Bank Campuran
ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,- {tiga triliun
rupiah)

b) Bank umum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini

wajib menyesuaikan modal disetornya secara bertahap sebagai berikut :
(1) sekurang-kurangnya menjadi Rp 1.000.000.000. 000,- (satu trifiun
rupiah) pada 31 Desember 1998;
(2) sekurang-kurangnya menjadi Rp  2.000.000.000. 000,- (dua ftriliun
rupiah) pada 31 Desember 2000;
(3) sekurang-kurangnya menjadi Rp 3.000.000.000. 000,- (tiga triliun
rupiah) pada 31 Desember 2003.

¢) Penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam pendirian
Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85  persen dari modal disetor.

(d) Dalam rangka penyehatan, bank yang berkeduduk‘an di ivar negeri dengan
Zin  Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia
dapat melakukan penyertaan modal ke dalam Bank umumyang telah ada. '®

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998, hanya merubah ketentuan
mengenai permodalan Bank Umum (pasal 2 Peraturan Pemerintah No.70

Tahun 1982). Dengan demikian ketentuan yang  mengatur mengenai

1% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.38 Tahun 1993, Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1592,
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anggota direksi Bank Umum masih berlaky seperti berikut : anggofa direksi
bank umum sekurang-kurangnya dua orang, dan harus berpengalaman dibidang
perbankan minimal tiga tahun. Anggota direksi Bank Umum dilarang
merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya
pada perusahaan lain, dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang
perbankan dan atau pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di
bidang perbankan dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang
baik. '®
2) Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 fentang Bank Perkreditan
Rakyat
Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia ditempuh dengan antara
lain penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat
diselenggarakan. Melalui upaya penyempurnaan tersebut, perbankan
diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam  peiaksanaan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasiinya, pertumbuhan ekonomi dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Wujud perlindungan hukum kepada kreditur tidak secara tegas tersurat
dalam peraturan ini. Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa hal

yang ditegaskan ssbhagai berikut :

'% Pemerintah Repubfik Indonesia, PP No.70 Tahun 1882 Tentang Bank Umum, pasal 7.
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'« Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu

dari perusahaaﬁ daerah, koperasi atau perseroan terbatas.

e Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha
dengan Zin Menteri Keuvangan setelah mendengarkan pertimbangan dari
Bank Indonesia.- Bank Perkreditan Rakyal dapel didirikan oleh warga
negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga
negara indonesia, pemerintah daerah, warga negara indonesia, badan
hukum indonesia dan alau pemerintah dasrah.

¢« Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan moda!l disetor
sekurang-kurangnyanya lima puluh juta rupiah, dan modal yang disetor
sekurang-kurangnya 30 persen. 107

Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas juga ditegaskan bahwa
anggota direksi dan komisaris Bank Perkreditan Rakyat, harus warga
negara Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang

perbankan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di

bidang perbankan, dan perekonomian, memiliki aklak dan moral yang baik,

mempunyai pengalaman operasional di bidang perbankan.

Keputusan Presiden Republik indonesia

(a) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.26 Tahun 1998, Tanggal 26
Januari 1988 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

Umum.

%7 pemerintah Repubik indonesia, PP No.71 Tahun 1892, pasal 1, 2. 3.
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Menjelang berakhirnya Pelita ke enam pada PJP ke |l, sampai dengan
April 1998 ini, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang
sangat berat. Salah satu indikator dari krisis moneter ini, tercermin dari
merosoinya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar. negeri terhadap
mata uang rupiah dan perbankan nasional.

Datam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakal terhadap mata
uang rupiah dan perbankan nasional, maka pemerintah mengeluarkan suatu
Kebijakan untuk memberikan jaminan atas kewajiban Bank Umum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia, '

Kewajiban pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh pemerintah
meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jaminan
kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah
berdasarkan nilai fukar pasar pada wakiu pembayaran.

Syarat, tata cara dan ketentuan lain yang diperiukan dalam pemberian
jaminan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan
dari Gubemur Bank indonesia.

{b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Neo.27 Tahun 1988, Tanggal 26
Januari 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Badan Penyehatan Perbankan

Nasional yang selanjutnya disebut dengan BPPN, yang bertanggung

jawab langsung Kepada Menteri keuangan. Hal ini berkaitan

1% pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Kepres No.26 Tahun 1998, Tentang Pembayaran
FPembayaran Bank Umum Terhadap Simpanan Pihak Ketigem
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dengan pemberian jaminan Pemerintah terhadap pembayaran bank
(jaminan terhadap kreditur bank).

Tugas BPPN antara lain adalah mengadministrasikan jaminan yang
diberikan Pemerintah kepada bank umum, melakukan pengawasan,
pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank, yang oieh
Baﬁk Indonesia dinyatakan tidak sehat. Dalam rangka penyehatan bank
tersebut, BPPN juga dapat melakukan tindakan hukum lain yang
diperiukan."  BPPN dipimpin oleh seorang ketua, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan personalia pimpinan Iainnyé
ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas pertimbangan Gubernur Bank
iIndonesia.

4) Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia Dan Ketua Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No0.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/
1998 Tanggal 6 Maret 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Dalam rangka memulinkan kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk
menjamin kewajiban Bank Umum kepada deposan dan kreditur.

Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketéhui secara
jetas  dan pelaksanaan pemberian jaminan dapat berjalan secara lancar,

maka dalam Surat  Keputusan  Bersama ini diatur antara lain mengenai

1% pemerintah Republik Indonesoa, Keppres No.27 Tahun 1948 Tentang Pembentukan BPPN,
pasai 2.
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landasan hukum, penyediaan jaminan meliputi jenis-jenis kewajiban bank
yang dijamin dan tidak dijamin, pihak-pihak yang dijamin. Prosedur jaminan
meliputi pengajuan jaminan, kewajiban pelaporan posisi simpanan dan
kewajiban, pendaftaran kewajiban tertentu dan tata cara pembayaran
premi. Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan meliputi
pengajuan tagihan, kewajiban yang belum terbayar, pembayaran jaminan,
kewajiban penyampaian kontra jaminan dan penyelesaian perselisihan yang
lerjadi antara nasabah/ kreditur dengan bank. '*°

Apabila bank tidak pétuh terhadap Surat Keputusan Bersama
tersebut, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 48, 49, 52
dan 53 Undang-UndangNo.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. '!'

3. Keputusan Direksi Dan Surat Edaran Bank Indonesia

Sebagaimana telah diketahui dalam sistem hukum di Indonesia,
bahwa suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat
langsung  diberiakukan. Berdasarkan undang-undang tersebut akan
dibuat suatu peraturan pelaksanaan, yang kemudian diteruskan  dalam
bentuk  peraturan yang lebih rendah, baru sampai pada tahap
inplementasinya.

Begitu juga perangkat hukum di bidang perbankan, atas dasar
undang-undang yang berlaku, diteruskan dalam Peraturan Pemerintah,

Keputusan Menteri Keuangan atau langsung Kepufusan Direksi Bank

10 Bank Indonesia, Surat Kepufusan Bersama Bank Indonesia Dan BPPN No.30/270/Kep/Dir

Dan No.1/BPPN/1988 |, perhatikan Petunjuk Pelaksanan.
i Ibid, mengenai sanksi.
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Indonesia, sélanjutnya dibuat Surat Edaran Bank indonesia, untuk dapat
dilaksanakan dalam kegiatan usaha perbankan.

Surat Keputusan maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur kKegiatan usaha
perbankan, agar mampu mengembangkan perekonomian dan melindungi
semua kepentingan pihak- pihak yang terkait dalam kegiatan usaha perbankan
yaitu pemegang saham, pengelofa dan para nasabah.

Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia selalu berkembang
sesuai dengan perkembangan kegiatan perbankan, sehingga telah banyakr

sekali Surat Keputusan dan Surat Edaran dari Bank indonesia. Dalam tesis

ini akan dikutib beberapa Surat Keputusan dan Surat Fdaran Bank Indonesia,

yang secara umum mengatur tentang periindungan hukum dalam kegiatan
usaha perbankan, antara lain sebagai berikut
a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/163/Kewp/Dir, Tanggal 31
Maret 1995, Tentang Kewajiban Untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank
Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat, seria
untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha sesuai dengan
kebijakan bank dan peraturan yang berlaku, diperlukan adanya
pelaksanaan fungsi audit intern bank yang efektif.
Fungsi audit intern  Dbank sangat penting karena peranan yang
diharapkan dari fungsi tersebut  untux membantu semua tingkatan

" manajemen dalam mengamankan Kegiatan operasional bank yang
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melibatkan dana dari masyarakat luas. Menyadari  kedudukan strategis
perbankan dalam perekonomian, audit perbankan diharapkan mampu
menjaga perkembangan bank ke arah yang dapat menunjang program
pembangunan.

Sehubungan dengan itu perlu diciptakan kesamaan pemahaman
mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup. audit intern
bank dapat ferlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, diperiukan
adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai
ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua Bank Umum di Indonesia.

Sebagai badan usaha, di dalam bank terdapat berbagai macam
kepentingkan dari para pihak yang harus dipadukan antara [lain,
kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Képentingan
para pihak yang terkaif dalam kegiatan usaha bank tersebut saling
berbeda, namun apabila harus berpadu, maka bentuk kKepentingkan
tersebut harus disamakan yaitu untuk mencapai bank yang sehat dan
mampu berkembang secara wajar.

Berdasarkan Surat Keputusan ini, dibuatlah Surat Edaran
No.26/2/BPPP, tanggal 31 Maret 1995 tentang Penerapan Standar
Pelaksanaan Audit Intern Bank kepada Bank Umum di seluruh indonesia,
agar dapat dilaksanakan.

b) Surat Keputusan Direksi Bank indonesia No.27/164/Kep/Dir, Tanggal 31

Maret 1995 Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank
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Dengan adanya kebijakan deregulasi yang felah ditempuh
pemerintah, menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat,
sehingga perbankan nasional dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan
mutu pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah memanfaatkan Teknologi Sistem Informasi (TS¥).

Penggunaan TS| dimaksudkan untuk  meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan data dalam kegiatan usaha perbankan,
sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan
dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Namun demikian TS| juga mengandung resiko yang dapat
merugikan kepentingan bank maupun masyarakat, misalnya
penyalahgunaan, kehilangan dan kerusakan data. Untuk mengurangi
resiko tersebut, manajemen harus senantiasa memperhatikan prinsip-
prinsip pengawasan dan pengamanan yang memadai, serta tetap
menjaga kerahasiaan bank.

Untuk menghindari penafsiran teknis yang berbada , dan guna
membantu  manajemen dalam  penerapan sistem  kontrol dan
pengamatan yang memadai dalam TS|, maka Bank Indonesia
mengeluarkan  panduan pengamanan untuk beberapa aspek
komputerisasi/komunikasi data yang mendasar dan cukup kritical.

Sehubungan dengan iujuan tersebut, maka perlu diperhatikan
Panduan Pengamanan  Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang

meliputi hal-hal sebagai berikut :



120

» Panduan Pengendatian Umum Teknologi Sistem Informasi.

¢ Panduan Audil Intern Teknologi Sistem Informasi.

» Panduan Siklus Pengembangan Sistem.

e Panduan Disater Dan Recovery Plan.

» Panduan Pengamanan Informasi.

» Panduan Pengamanan Pelayanan Jasa Perbankan Elekironik.

« Panduan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data.

« Panduan Penggunaan Komputer Mikro Oieh Pengguna Akhir.

¢ Panduan Evaluasi Pembelian Perangkat Lunak.

» Panduan Kontrak Teknologi Sistem informasi Dengan Fihak Lain. /2
Pelaksanaan Surat Kepufusan ini, diatur lebih lanjut dalam Surat

Edaran Bank Indonesia No.27/3 /JUPPB tanggal 31 Maret 1995,

(c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/113 /Kep/Dir, Tanggal 14
Desember 1995, Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank
Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

Salah satu unsur yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional adalah terciptanya kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian
perbankan. Untuk mendukung Kestabitan moneter dan prinsip kehati-
hatian perbankan, Bank Umum perlu memelthara giro wajib minimum.

Giro wajib minimum (Statutory Reserves) adalah  simpanan
minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo giro pada

Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan 3 persen dari DPK bank dalam

2 Bank Indonesia, Lampiran Surat Edaran No.27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995.
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rupiah  dan valuia asing.  Setiap bank wajib memelihara gire waijib
minimum dalam rupiah. Bank Umum Devisa, selain harus memenuhi giro
wafib minimum dalam rupiah juga dalam valuta asing. Hal ini
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah apabila bank yang
bersangkutan mengalami kesulitan fikuiditas.

Apabila ada bank yang melaporkan angka-angka secara tidak
benar, maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp
250.000,- (dua ratus fima puluh ribu) untuk setiap kesalahan dengan jumiah
setinggi -tingginya 10 juta rupiah untuk setiap laporan. Dan apabila bank
yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan termasuk koreksinya
dikenakan kewajiban membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Untuk meilaksanakan Surat Keputusan ini, selanjutnya dibuat Surat
Edaran Bank Indonesia No.28/18 /UPPB, Tanggal 14 Desember 1985,
kepada semua bank umum di indonesia.

(d) Surat Keputusan Direksi Bank indonesia No.30/271 /Kep/Dir, tanggal 6
Maret 1938 Tentang Fasiltas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro
wajib Minimum .Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negatif Pada
Bank Indonesia

Surat keputusan ini berkaifan dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No.28/113/Kep/Dir tanggal 14 Desember 1995 Tentang Giro

Wajib Minimum Bank Umum pada Bank indonesia Dalam Rupiah dan Valuta
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Asing, sebagaimana telah diubah dengan Sural Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 29/87Af Kep/Dir tanggal 11 September 1996.

Dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
N0.30/271/Kep/Dir dijelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha,
bank menghadapi berbagai resiko salah satunya adalah mengenai
Ii!;uiditas.

Sehubungan dengan fungsinya sebagai leder of fast resort, maka
Bank Indonesia dapat memberikan bantuan likuiditas, kepeda bank-bank
yang mengalami Kesulitan likuiditas. Dengan cara bank yang mengalami
kesulitan [ikuiditas dapat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas
"Diskonto” kepada Bank indonesia, yang dapat dipergunakan untuk
menutup pelanggaran Giro Wajib Minimum afau mengantisipasi dan
mencegah ferjadinya saldo giro negatif. Sebagai jaminan permohonan
fasilitas diskonto, bank yang bersangkutan harus memnyerahkan promes
sebesar fasilitas yang diterima, atau SBI, surat berharga atau aset bank
lainnya, dengan jumiah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima.

Jangka waktu fasilitas diskonto yang Bank indonesia maksimum 7
(tujuh) hari Kerja dan dapat diperpanjang maks;mum dua kali tujuh hari
kerja, dengan tingkat diskonto 200 persen dari suku bunga Jakarta
interbank Offered Rate (JIBOR) tuju hari, untuk jangka wakiu sampai
dengan tujuh hari kerja dan 300 persen untuk jangka waktu lebih dari tujuh

hari kerja.
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Sanksi bagi bank yang melanggar ketentnan Giro Wajib Minimum,
dikenakan kewajiban membayar sebesar 150 persen dari suku bunga Jakarta
Interbank Offered Rate (JIBOR) overnight untuk setiap pelanggaran, atan 200
persen untuk setiap pelanggaran yang terjadi setelah melewsti 7 hari kerja berturut-

turut, dan 400 persen setiap pelanggaran yang terjadi setelah melewati 14 hari
kerja berturut-turut,

Bagi bank yang tidak dapat melunasi fasilitas diskonto setelah jangka waktu
tersebut diatas, maka pengawasannya akan dialihkan kepada Badan Penyehatan
Perbankan Nasional, dan saldo fasilitas diskonto bank vyamg bersangkutan
dilimpahkan pada rekening Badan Penychatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bank wajib menyelesaikan saldo giro negatif selambat-lambainya
sebelum kliring penyerahan berikuinya, apabila tidak maka dapat diberhentikan
keikut sertaannya dari kegiatan kliring. Bagi bank yang tidak dapat menyelesaikan
giro wajib negatif- nya, akan dikenakan bunga sebesar 500 persen dari suku bunga
Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) overnight.

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan tersebut, selanjutnya
diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/18/UPPB, tanggal 6 Maret 1998
perihal Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran Giro Wajib Mini- mem Dalam
Rupigh dan Sanksi atas Giro Negatif pada Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277Kep/Dir, tanggal 19

Maret 1998 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
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No.30/11/ Kep/Dir, tanggal 30 April 1897 Tata Cara Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank
Pesatnya perkembangan yang terjadi di bidang keuangan dan
perbankan, maka terjadi perubahan yang  cukup berpengaruh terhadap
berbagai aspek vyang berkaitan dengan kesehatan bank, termasuk
kesehatan bank umum. Kesehatan bank merupakan Kepentingan semua
pihak yang ferkait, bak pemifik, pengelola bank, masyarakat pengguna
jasa hank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/227/Kep/Dir ini,
mengubah pasal 4 ayat (1), pasal 8, dan pasal 11 ayat (1),(2),dan (3)
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/Kep/Dir, sebagai berikut
{faktor-faktor yang dinilal) meliputi :
(1) Faktor Permodalan, komponen yang dinilai adalah rasio modal
terhadap aktiva terimbang menurut resiko, diberi bobot 25 persen.
(2) Faktor Kualitas Aktiva Produklif yang diberi bobot 30 persen, denga_n
perincian sebagai berikut
* Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan (APD) terhadap
Aktiva Produktif (AP), dengan bobot 25 persen;

+ Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang dibentuk
oleh Bank (PPAPYD) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif Yang Wajib Dibentuk Oleh Bank (PPAPWD), dengan

bobot § persen.
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(3) Faktor Manajemen, diberi bobot 25 persen, dengan perincian
manajemen umum 10 persen, dan manajemen resiko 15 persen.

(4) Faktor Rentabilitas, diberi bobot 20 persen, dengan perincian rasio
laba usaha rata-rata terhadap volume wusaha sebesar 5 persen.
Sedang rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 5
persen.

(8) Faktor Likuiditas, diberi bobot 10 persen, dengan perincian rasio
kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti 5 persen,
Sedangkan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank
dalam rupiah dan valuta asing5 persen. ''3’

Atas dasar nilai kredif dari faktor-faktor yang dinilai tersebut
diatas, akan diperoleh nilai gabungan yang dipergunakan untuk-menilai
kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan menurut Surat Keputusan ini,
ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank sebagai
berikut :

(a) nilai kredit 81 sampai dengan 100, diberi predikat Sehat;

(b) nilai kredit 66 sampai dengan Kurang dari 81 diberi predikat Cukup
Sehat;

(c) nitai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat Kurang

Sehat;

| UpT-PUSTAK- BRBIF]

e’

113

Bank Indonesia, Lampiran Surat Edaran No.27/8/UPPB, tanggal 31 Maret 1995,
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(d) nilai kredit 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat Tidak
Sehat; '

Bank yang telah dinilai kurang dan atau tidak sehat oieh Bank
indonesia, akan dimasukkan ke BPPN. BPPN  akan melakukan
tindakan hukum, yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank
yang kurang atau tidak sehat tersebut, 1%

(f} Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/266 /Kep/Dir, Tanggal
27 Pebruari 1898 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang
Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku
Bunga Simpanan Dan Penyediaan Dana

Sesuai dengan asasnya perbankan Indonesia dalam melakukan
usaha, berdasarkan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehat‘i-
hatian. {perhatikan pasal 2 UU No.7 Tahun 1992)

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini, mengatur pelaksanaan
prinsip kehati-hatian yang menyangkut kewajiban antar bank, pengambil-
alihan tagthan, suku bunga simpanan dan penyediazan dana bank sebagai
berikut : jumiah kewajiban antar bank ditetapkan tidak melebihi 100 persen
dari modal inti bank menurut perhitungan yang telah ditetapkan dalam
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/Kep /Dir tanggal 29

Mei 1993 Tentang Kewajiban Penyediaan Dana Minimum Bank.

14 Bank indonesia, Surat Keputusan Direksi, No.30/272/Kep/Dir, Lampiran 1.

5 pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Presiden, No.27 Tahun 1998, Tetang Tugas Dan
Wewenang BPPN, pasal 2 (a) dan (b}.
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Bank dapat melakukan pengambilaiihan atas tagihan dari kreditur
bukan penduduk kepada debitur dalam negeri yang nilainya lebih ekuivalen
500.000 US Dolar per debitur atau grup debitur dengan syarat, bank yang
akan mengambilalih tidak melanggar prinsip kehati-hatian meliputi CAR,
BMPK, dan tidak mempunyai kewajiban kepada BPPN. Telah mendapat
persetujuan tertulis .dari Dewan Komisaris dan sebelum pengambilalihan
ditakukan, bank mendapat persetujuan dari Bank indonesia.

Suku bunga simpanan pihak kKetiga ditetapkan 150 persen dari
suku bunga SBI. Dalam melakukan penarikan dan masyarakat bank
diperkenankan memberikan hadiah dan atau yang dipersamakan dengan
itu, jumlahnyanya tidak lebih 1 persen dari fotal biaya bunga yang
dibayarkan. Bagi bank yang tetap memberikan suku bunga simpanan
pithak Ketiga iebih tinggi dari batas  maksimum yang ditetapkan Bank
Indonesia, maka pemerintah tidak akan memberikan jaminan terhadap
simpanan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib
memasang pengumuman atau makiumat mengenai penegasan pemerintah
ini, pada setiap ruang pelayahan nasabah yang dapat dibaca oleh
nasabah di semua kantor-kantornya.  ''®

Bank dapat menetapkan sendiri periumbuhan penyediaan dana
dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehati-hatian dan semua resiko
usahanya. Bagi bank yang tidak memenuhi CAR dan BMPK tidak

diperkenankan untuk melakukan pertumbuhan penyediaan dana, dan akan

11&

Bank Indonesia, Surat Edaran No.30/20/UPPB, tanggal 11 Maret 1898.
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1992 Tentang Perbankan.
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52 Undang-Undang No.7 Tahun
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Menurut penelitian yang dilakukan pada beberapa bank di Kodia
Semarang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut
3.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana
3.1.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank

Untuk mengetahui kegiatan usaha dalam menghimpun dana, perlu ditefusuri
melalui sumber-sumber dana yang dikelola oleh bank. Bank sebagai badan
usaha, dana merupakan persoalan utama yang periu diperhatikan. Dana bank
adalah uang tunai yang dimiliki bank, maupun aktiva lancar yang dikuasai bank
dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank bukan berasal dari bank itu
sendirl, namun juga berasal dari pihak lain yang dipercayakan pada bank dan
pada sewakiu-waktu atau pada sualu saat tertentu akan diambil kembali, baik
sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Pada dasarnya dana bank yang
dipakai dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari :

(a) Dana dari modal sendiri (dana pihak [}, yang berasai dari para pemegang
saham.
(b) Dana pinjaman dari pihak luar {dana pihak Ii}.

{¢) Dana dari masyarakat (dana pihak I} '

! Hasil Wawancara, Ketua Perbanas Jawa Tengah, Semarang, 20 Desember 1997,
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add. a. Dana Pihak |

Dana modal sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu : modal yang
disetor, cadangan-cadangan serta laba yang ditahan. Modal yang disetor, adalah
jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu
bank berdiri.

Menurut ketenfuan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 Tentang Bank
Umum, modal yang disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya
lima puluh ntiliar rubiah. Sedangkan modal disetor untuk mendirikan Bank
Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992 Tentang
Bank Perkreditan Rakyat, adatahlima puluh juta rupiah.

Kelentuan mengenai permodalan bank telah diperbaharui yaitu menjadi
satu triliun pada akhir 1998, dua triliun pada tahun 2000, dan tiga triliun pada
tahun 2003 (PP No0.38 Tahun 1988). Namun kebijakaﬁ mengenai modal bank ini
menimbulkan reaksi masyarakat perbankan, terutama terhadap pelaksanaan dan
kemappuan bank dalam hal ini pemegang saham untuk memenuhi ketentuan
modal tersebut, apalagi dalam situasi krisis moneter yang sedang dihadapi
sekarang ini.2

Atas dasar alasan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia
menginterpretasikan PP No. 38 Tahun 1998 dengan modal disetor bank secara
netto boleh Rp 250 milliar. Mengenai perubahan modal bank ini dapat diterima

secara baik oleh masyarakat perbankan. 3

2 Rijanto, Permodalan Bank, Suara Merdeka, Semarang, 11 Maret 1998, h IX.
? |bid, h 1X.
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Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari [aba bank yang disisihkan dalam

bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya, yang digunakan unfuk menutup
timbuinya resiko dikemudiain hari. Laba yang dilahan aiau retained earnings milik
para pemegang saham,yang dimasukkan kembali dalam modal kerja bank.

add. b. Pana Pihak il

Dana pinjaman dari pihak uar (dapa pihak 1), vyaitu pihak yang

memberikan pinjaman dana pada bank, yang terdiri dari4 pihak yaitu :

+ Pijaman dari bank-bank Ilain yang dikenal dengan call money yaitu
pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini dapat diambil apabila ada
kebutuhan mendesak yang diperiukan oleh bank. Jangka waktu call
money ini biasanya lidak lama, yaitu sekitar salu bulan dan bahkan
hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya
satu malam, sehingga sering disebut déngan overnight call money.

+ Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri, yang
biasanya berbentuk pinjaman jangka panjang. Realisasi dari pinjaman
ini harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

+ Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB}, ini bisanya
berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan sebelum
tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk Sertifikat Bank atau Depaosit
On Call, yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan dan dapat

diperpanjang tanpa mengeluarkan serlifikat baru.
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+ Pinjaman dari Bank Sentral (BI), untuk membiayai usaha—uséha
masyarakat yang tergolong prioritas. *
add. ¢. Dana Pihak Il

Dana dari masyarakat (dana pihak II), Dana-dana masyarakat yang
disimpan di bank, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh
bank. Dana masyarakat tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu : giro (demand
deposits), deposito (time deposits), sertifikat deposito (sertificate deposits) dan
tabungan {saving).

1. Giro (demand deposltAs)

Ketentuan pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perbankan 1992,
menjelaskan giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat
pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam pelaksanaannya giro ditata usahakan oleh bank dalam ‘suatu
rekening yang disebut rekening koran. Rekenin_g ini juga digunakan menata
usahakan kredit yang diberikan dalam bentuk rekenig koran.

a. Jenls Rekening
Rekening nasabah pada bank dasarnya dapat dibagi menjadi tiga
golengan yaitu rekening atas nama suaiu badan, rekening perorangan dan

rekening gabungan (joint account).

HasﬂWawancara,Assmtant Braanch Manager Bank Jaya, Semarang, 7 Januari 1898.
leutlp Dari Catatan Account Officer Benk Utama, Semarang, 10 Januari 1988,
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(1) Termasuk rekening atas nama suatu badan usaha adalah rekening atas
nama :
+ Instansi-instansi  pemerintah/lembaga negara, dan organisasi,
masyarakat yang  bukan perusahaan.
¢ Fa, CV, PT, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam
hukum dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Termasuk rekening perorangan adalah rekening atas nama pribadi,
kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebaga_inya.
(3) Termasuk dalam rekening gabungan (joint account) adalah rekening atas
nama beberapa orang ( pribadi) hebe rapa badan dan atau campuran.
b. Pembukaan Rekening
Dalam mempertimbangkan penerimaan nasabah baru semua bank akan
' selalu memperhalikan hal-hal sebagai berikﬂl:
(1) Kepada calon nasabah harus diminta dala berupa :
| a) Tanda bukti diri (KTP, paspor, SIM dan lain-lain); tanda tangan calon
nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang
tercanium pada kariu bukti diri tersebut,
b) Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang  bentuk
hukumnya diatur dalam KUHD dan atau undang-undang/peraturan
pemerintah lainnya. Disamping itu apabila diperiukan bank dapat

meminta referensi lerlulis dari pihak ketiga.
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¢) Nomor pokok wajib pajak (NPWP, yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Nasabah bank yang tidak wajib mempunyai NPWP

adalah :

+ Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik atauy pejabat lain negara
asing.

+ Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan RI.

+ Perusahaan Jawatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
RI.

e lInstansi pemerintah.

* Nasabah bank perorangan yang tidak diwajibkan mendaftarkan
diri sebagai wajib pajak.

* Nasabah yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

» Badan-badan keagamaan seperti Majelis Taklim, Yayasan Gereja
dan badan keagamaan lainnya.

(2) Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang
bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang beriaku. Apabila masih
tercantum, maka nasabah yang bersangkutan akan ditolak sebagai
nasabah Selanjulnya apabila syarat-syara tersebut diatas telah dipenuhi,
maka nama yang bersangkutan termasuk nama aslinya dan alamat lengkap .

{termasuk nomor rumah, RT /RW, kelurahan) harus dicatat. Untuk
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mengetahui kebenaran alam nasabah tersebut, maka akan dilakukan pengecekan

oleh bank.

(3) Kepada calon nasabah yang bersangkutan diminta menandatangani surat perjanjian

pembukaan rekening yang antara lain memnat hal-hal sebagai berikut :

‘Apabila cel/bilyet giro yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan
ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut ditolak dan
dianggap sebagai cek/bilyet giro kosong

Penarikan cek/bilyet giro oleh nasabah atas dana yang belum efektif dan ditolak
pemba yarannya oleh bank, akan diperlakukan sebagai penarikan cek/bilyet
giro kosong.

Apabila dalam jangka wakfu enam bulan nasabzh menarik cel/bilyet giro
kosong tiga kali termasuk penarikan pada bank lain, maka rekening vang
besangkutan segera ditutup oleh bank dan akan dimasnkan dalam daftar hitam
penarik cek/bilyet giro kosong oleh Bank Indonesia.

Apabila nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, maka rekeningnya akan ditutup, dan nasabsh yang bersangkutan
harus mengembalikan sisa buku cek/ bilyet giro, dan tidak diperkenankan

mengambil sisa dananya dengan cek/bilyet giro.

{4) Kepada calon nasabah yang akan membuka rekening gabungan (joint account) wajib

menandatengani "Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan” yang antara

lain memuat hal-hal :
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o Penarikan dana dari rekening ga-bungan (joint account) dilakukan
dengan menggunakan cek/ bilyet gire. Penanda tanganan cek/bityet
giro cukup dilakukan oleh salah satuy pihak yang membentuk rekening
gabungan (joint account).

¢ Apabila rekening gabuﬁgan (Joint account) ditutup oleh bank karena
nasabah melanggar ketentuan mengenai penarikan cek/bilyet giro
kosong, nama nasabah baik nama gabungan maupun nama masing-
masing pihak yang membentuk rekening gabungan (joint account), akan
dicantt}mkan dalam daftar hitam penarik cek /bilyet giro kosong yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

e Bank tidak akan menerima sebagai nasabah nama-nama yang
tercantum dalam daftar hitam penarik  cek/bilyet giro Kosong, baik
nama gabungan maupun nama masing-masing pihak yang membentuk
rekening gabungan (joint account) sebelum direhébilitasi oleh Bank
indonesia.

o Membebaskan bank dari segala tuntutan dan tanggung jawab sebagal
akibat penutupan rekening karena nasabah meianggar ketentuan
mengenai penarikan cek/bilyet giro kosong. ®

Setelah perjanjian pembukaan rekening koran dilakukan oleh
nasabah, maka copy dari perjanjian tersebut diberikan kepada nasabah

yang bersangkutan. Kepada nasabah diberikan buku cek/bilyet giro.

¢ Bank Indonesia, /kfisar Ketentuan Bank Indonesia, Bank Indenesia Pusat, Jakarta, 1882 : h 5.
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Dalam memberikan buku cek/bilyet giro, bank akan
mempertimbangkan segi bonafiditas nasabah yang bersangkutan. Bagi
nasabah yang dinilai bonafit akan diberikan sesuai dengan kelf:utuhan
nasabah, Sedang bagi nasabah baru yang belum diketahui bonafiditasnya,
maka akan diberikan buku cek/bilyet giro dengan jumiah minimal, misalnya
5 sampai 10 lembar. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian
bank dan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan formulir
cek/bilyet giro oleh nasabah yang tidak berlanggung jawab.
¢. Penarikan Dana

Dalam hal digunakan stempel (cap) yang berfungsi untuk membedakan
tindakan penandatangan warkat, apakah bertindak atas nama pribadi atau atas
nama uniuk dan atas nama badan yang diwakilinya, maka penggunaan stempel
(cap) sebagai syarat penarikan dana pada bank hanya dapat dibenarkan bagi
nasabah yang rekeningnya termasuk dalam golongan rekening atas nama satu
badan, yaitu : Instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara dan
organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Fa, CV, PT atau
Yayasan dan semua badan hukum yang diaiur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaliknya bagi nasabah yang rekeningnya termasuk golongan rekening
pero.rangan yang menggunakan nama dagang seperti toko, PD, UD, kongsi,
restoran, bengkel dan lain-lain, tidak dibenarkan menggunakan stempel {cap)

sebagai syaral penarikan dana pada bank.

? Thid
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Apabila dana nasabah tidak cukup untuk membayar cek/bilyet giro yang
diajukan kepada bank pembayar, maka bank mempunyai dua pilihan yaitu
membayarnya yang berarti bank memberikan fasilitas cerukah, atau menolaknya
yang berarti bank menggolongkan cek/bilyet giro tersebut sebagai cek/bilyet giro
kosong.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bank umum (devisa dan non
devisa), bagi nasabah yang sudah diketahui bonafiditasnya oleh bank, maka
bank akan memilih alternatif yang pertama yaitu memberikan fasiltas cerukan.
Hal ini dilakukan sebagai service (pelayanan) kepada nasabah, namun tindakan
tersebut harus dikonfirmasikan lebih dahulu dengan nasabah yang bersangkutan,
dan seizin pimpinan bank.

Bank akan menolak warkat pembayaran yang diajukan nasabah apabila
dananya benar-benar kosong. Dan baru akan melapor ke Bank indonesia,
apabila nasabah yang bersangkutan telah sering melakukan hal tersebut berulang-
uléng misalnya figa-kali dalam jangka waktu enam bulan.

d. Jasa Glro

Jasa giro adalah bunga yang akan dinikmati oleh pemilik rekeking giro,
yang besarnya antara bank satu dengan lainnya tidak sama (antara 2 sampai 5
persen), tergantung kebijaksanaan masing-masing bank.

Sesuai dengan Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No.22/132/UPG tanggal 1 Desember 1989, maka jasa giro (bunga) milik

® Wawancara dengan Assisten Branches Manager Jaya Bank Internasionai Semarang, 8
Pebruari 1988.
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penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun. valuta asing dikenakan pajak

penghasilan ( PPh) sebesar 15 persen dan tidak bersifat finai.

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Pajak No.S-19/ PJ/31/1991, tanggal 21
Desember 1991 dan Surat Edaran No.23!225fUPG, tangg'al 7 Pebruari 1991,
maka jasa giro milik bukan penduduk Indonesia (wajib pajak luar negeri) baik
dalam rupiah maupun simpanan dalam valuta asing dikenakan PPh sebesar 20
persen.

Jasa giro milik bank atau LKBB tidak dipungut PPh oleh bank pembayar,
tetapi pengenaan tersebut dilakukan melalui Surat Pemberitahuan pajak (SPT)
bank atauLKBB penerima bunga.

Khusus mengenal jasa giro bagi bendaharawaﬁ /pemegang rekening atas
nama pemerintah berfaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

(1) Bendaharawan/pemegang rekening atas nama pemerintah harus menyimpan
uangnya pada bank-bank pemerintah.

(2) Apabila bank tersebut memberikan jasa giro, maka hasil perhitungan jasa giro
dimaksud tidak dibukukan pada rekening bendaharaﬁan /pemegang rekening
atas nama pemerintah yang bersangkutan, akan tetapi ditampung dalam suatu
rekening antara dengan nama "Jasa giro yang masih harus disetorkan ke Kas
Negara" yang pada waktunya dipindah bukukan ke rekening Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat..

(3) Pemindahbukuan rekening antara tersebut, dilakukan secara periodik setiap
akhir bulan sebagai penerimaan Departemen yz;ng :bersangkutan dengan mata

anggaran, dan dilaporkan melalui kantor pusat bank. Selanjutnya kantor pusat
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bank melaporkan kepada Departemen Keuangan ¢q. Direktorat Jenderal
Moneter dan Direktorat Jenderal  Anggaran.

{4) Dalam hal jasa giro dibayarkan kepada rekening Bendaharawan Daerah
Tingkat |/Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bulog, harus
dibukukan langsung atas nama rekening yang bersangkutan, karena badan-
badan tersebut mempunyai tata usaha keuangan sendiri yang terpisah dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan jasa giro yang
dibayarkan kepada rekening bendaharawan BKKBN dan bendaharawan
proyek di[ingkungan Perum Telkom dilakukan dengan cara pemindah
bukuan ke. dalam rekening KPKN sebagat pendapatan negara, Karena biaya-
biaya proyek lersebut berasal dari APBN cq. Penerima pembayaran dari
KPKN. *

e. Penutupan Rekening

Penutupan rekening pada dasarnya dapai dibedakan menjadi dua hal
yaitu : penutupan rekening karena penarikan cek/bilyet giro kosong penutupan
rekening bukan karena penarikan cek/bilyet giro kosong (penutupan reening atas
kemauan nasabah). '°

Bank dilarang memperkenankan nasabahnfa menggunakan cek/bilyet giro
sebagai alat penarikan dana apabila nasabah yang bersangkutan telah menarik
bilyet giro kesong tiga kali dalam enam bulan. Sehubungan dengan hal tersebut,
maka bank harus menutup rekening nasabah. Dalam rangka penutupan rekening

bank harus memperhatikan :

® |ktisar Ketentuan Bank Indonesia, op cit, 11.
® Wawancara dengan Account Officer Bank Utama, Semarang, 18 Januari 1998,
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Mengusahakan untuk menarik kembali sisa buku cek /bilyet giro nasabah,
untuk mencegah penyalahgunaan.

Meminta kepada nasabah untuk menyediakan dana apabila masih ada
cek/bityet giro nasabah yang bersangkutan yang beredar, guna mehampung
pembayaran cek/bilyet giro tersebut. Jika dananya tidak cukup tersedia, dan
kemudian warkat-warkat tersebut diajukan kepada bank, maka sepanjang

ditolak pembayarannya akan diperlakukan sebagai cek/bilyet giro kosong.

3) Agar nasabah menyadari kemungkinan ditutup rekeningnya, dan selalu

berusaha menyediakan dana yang cukup pada bank, maka nasabah yang

hersangkutan harus diberikan :

a) Surat Peringatan | (SP 1) untuk penolakan cek/ bilyet giro kosong
pertama, yang mengingatkan agar nasabah tidak menarik cek/bilyst giro
kosong lagi.

b) Surat Peringatan 1l (SP Il) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua,
yang menyatakan akan dilakukan penutupan rekening dan pencantuman
namanya dalam daftar hitam jika nasabah menarik cek/bilyet giro kosohg
_ketiga kalinya. Bank -indonesia akan memberitahukan kepadé bank-bank
yang bersangkutan, apabila nasabah menarik cek/bilyet giro kosong yang
kedua pada bankyang berbeda.

¢) Surat Pemberitahuhan Penutupan Rekening (SPPR) untuk penoiakan
cek/bilyet giro kosong yang ketiga kalinyé, yang menyatakan bahwa
rekening yang bersangkutan ditutup. Dalam SPPR iersebut dicantumkan

pula  syaral-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi. Bank letap
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melaksanakan penutupan rekening, walaupun nasabah belum ftidak

menerima SP atas penarikan cek/ bityet giro kosong sebelumnya, !

2. Deposito (Time deposits)

a. Pengertian

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Perbankan 1892, menjelaskan
pengertian deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan

bank yang bersangkutan.
b. Syarat-Syarat Penarikan

» Jangka Waktu

Dalam peiaksanaannya bank-bank diberikan kebebasan untuk

menentukan sendiri jangka wakiu, suku bunga dan syarat-syarat lainnya

dalam penarikan deposito. Berdasarkan hasil penelitian, jangka wakty

deposito pada umumnya satu bulan, tiga bulan, enama bulan dan satu

tahun.
s Setoran Minimal
Seteran minimal deposito pada bank rata-rata Rp 1.000.000 (satu
juta rupiah).
+ Penetapan Suku Bunga
Yang dimaksud penetapan suku bunga adalah bunga yang diberikan
oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dalam deposito. Penetapan

suku bunga deposito tidak sama antara bank satu dengan lainnya. Dari

% ytisar Ketentuan Bank indonesia, op cit, h 14.
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pengamatan di lapangan diketahui bahwa suku bunga deposito tidak
sama dari waktu ke waktu (naik turun). Haf ini terfihat pada tabel 3.1.
dibawah ini:

Tabel 3.1: Bunga Deposito Bank Umum Buian Desember 1997,
Maret dan Mei 1998

Nama Bank | Desember 18987 Maret 1998 Mel 1998

1 3 6 [ 12} 1 3 8 12 1 3 6 12
Bank BNI 21120 [ 18 118|261 26| 20 | 20 85 | 80 490 38
BR{ 20 18 | 16 [ 18| 25] 25| 19 | 19 60 | 58 38 37
Bank BPD 21120 | 18 [18 26| 28| 22 | 21 | 65 | 60 | 41 40
BCA 22121 | 20 | 20]28 |28 24 { 24 87 | 65 | 45 42

Bank Niaga 22121 | 20 (18127 27| 24 | 24 [ 60 | 680 | 45 42
Bank Sewu 23122120 120/29(29| 26|26 |87 | 65| 45 42
Bank Jaya 23] 22 } 20 1202820 26 | 26 | 67 | 65 | 45 42

Sumber : Data sekunder

Tabel 3.2 : Bunga Deposito Bank Prerkreditan Rakyat Bulan
Desember 1997, Maret dan Mei 1998

Nama Bank | Desember 1997 Maret 1988 Mel 1988

113 8 112/ 131 86 | 121 1 3 6 12
G Merhabu 19118 | 18 11621 718| 18 | 18 | 26 | 24 | 22 | 22
G. Kawi 19) 19 | 18 [ 16[21,18{ 18 | 18 | 26 | 24 | 22 | 22

Sumber : Data sekunder
¢ Pencalran
Sesuai dengan namanya deposito berjangka, maka pencairannya
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, yaitu saat
jatuh tempo dan boleh diperpanjang sesuai dengan jangka wakiu yang di
pilin. Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan finalti yang besarnya tidak

sama daribank satu dengan bank lainnya, antara 1 sampai 10 persen.
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e PPh
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1989 Tentang'
Pajak Penghasllan Alas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito
dan Tabungan, tanggal 1 Desember 1989, dan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik indonesia No.1308 /KMK.04 /1989 Tentang Batas
Nilai Nominal Depaosito Berjangka, Sertifikat Depositd; Serta Saldo
Tabungan Tertinggi Yang Dikecuallkkan Dari Pemotongan Pajak
Penghasilan. Terhadap deposito berjangka yang nilai nominalnya atau
saldo tertinggi lebih dari 5(lima) jula rupiah, atas bunganya dikenakan
PPh 15 persen final.
3. Sertifikat Deposito
a. Pengertlan

Sesuai dengan ketentuan pasai 1 angka (9) Undang-Undang No.7 Tahun
1992, pengertian serti- fikat deposito adalah depesito berjangka yang bukti
simpanannya dapat diperdagangkan.

Dalam prakteknya, sertiflkat deposito diartikan simpanan atas unjuk yang
penarikannya dapat dilaksanakan bila pihak Ketiga mengembalikan warkat
serfifikat deposito yang asli.

b. Ketentuan Penerbitan
Ketentuan mengenai sertifikat deposito pada prakteknya adafah sebagai berikut :
e Jangka waklu ... ..1,3,6,12buian.

¢ Tenggang wakiu ....... 5 tahun
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e Nilai Nominal ... ........ Rp 1000.000 -(satu jula rupiah).
¢ Perhitungan bunga :
365 X nilai nominal
Nilai tunai =
365 + (Jmlhari X suku bunga)
» Pemanjangan ........... saat fatuh tempo
* Pencairan ............... saat jatuh tempo

¢ Terhadap sertifikat deposito yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah
atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final.
» Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperiuan pajak
mengenai asal-usul uang yang ditanam dalam sertifikat deposito.!®
4. Tabungan

a. Pengertian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (10) Undang-undang Perbankan
1992, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek
atau alat yang dipersamakan dengan iu.
b. Ketentuan

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh
masing-masing bank. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam
bentuk rupiah. Sebelum dikeluarkannya Surat Kepuiusan Bersama antara
Direksi Bank Indonesia Dan Ketua BPPN No.30/270/Kep/Dir Dan No.1/BPPN

{1998 tabungan tidak dijamin oleh Bank Indonesia, namun setelah dikeluarkannya

12 Dikutip Dari Catatan Account Officer Bank Utama, 25 Nopember 1897,
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Surat Keputusan Bersama tersebut, dijelaskan jenis-jenis simpanan yang dijamin

pemerintah antara lain giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito

dan deposit on call. '

Untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap tabungan yang
diselenggarakan, bank -bank hendaknya dapat memelihara kesehatannya dengan
baik, dan bank penyelenggara fabungan diperkenankan untuk menetapkan
sendiri :

o Cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan,

tabungan pasif dan persyaratan lainnya.

» Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran hunga serta
pemberian ingentif termasuk undian.

« Nama tabungan yang diselenggarakan.

« Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau dengan
alat yang disediakan untuk keperiuan tersebut, misainya mesin kasir
otomatis (Automatic Teller Machine/ATM).

« Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek/
bilyef giro serta surat pembayaran yang sejenis.

¢ Terhadap tabungan yang nilai nominalnya diatas 5 juta rupiah dikenakan
PPh 15 persen atas bunganya. b

Dalam rangka‘ menjaring dana masyarakat melalui tabungan dan adanya

ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan oleh masing-masing bank, maka

3 perhatikan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Tewrhadap Pembayaran
Bank Umum.
* bid, h 3.
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setiap bank berlomba-lomba menciptakan produk tabungan. Dari hasil
pengamatan iapangan dapat dilihat bahwa setiap bank minimal mengeluarkan
salu jenis tabungan, bahkan ada yang lebih dari tiga jenis, misalnya seperti data
yang disajikan dibawah ini :
e Bank Utama : Tabungan Perintis, Tabungan Utama.
e Bank BPD : Tabungan Bima, Tabungan Pembangunan Daerah
(Simpeda),Tabungan Pembangunan Nasional BPD Jawa (Tabanas

BPD Jateng), Tabung Haji, Tabung Qurban.

¢ Bank Jaya - Tabungan Jaya, Tabungan Jaya Plus, ATM Jaya,
Tabungan Pelajar.
* Bank Sewu : Tabungan Sewu, Sewu OK Savae.

Bank Bumi Daya : Tabungan Jumbo, Tabanas Budaya.

s BankBNI :Taplus

Suku bunga tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank, adapun
cara perhitungan bunganya secara garis besar menggunakan rumus :

5.0 rata-rata xi x Jmil hari

Bunga =
365
Setiap tabungan yang nitai nominal atau saldonya lebih dari 5 juta rupiah
atas bunganya dikenakan PPh 15 persen final. Suku bunga tabungan iebih kegcil

dari suku bunga deposito (dibawah suku bunga deposito).

1% Sumber Data, Bank Yang Bersangkutan, Semarang, 7 Nopember 1987,
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3.1.1.2. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan sebagai pendapatan tambahan, karena pendapatan dari
fee- based services merupakan sumber yang paling diperhitungkan bank da'lam
era bisnis sekarang ini. Berbagai variasi kegiatan bisnis nasional maupun
internasional dewasa ini, banyak sekali memerlukan jasa-jasa keuangan bank,
demi kelancaran pembayaran atau kepentingan-kepentingan keuangan nasabah
dan masyarakat pada umumnya '°

Pendapatan dari perolehan bunga kredit memang tetap menempati urutan
utama, karena alokasi dana bank yang terbesar adalah dari kredit. Sehingga
peranan bank sebagai financial intermediary, tidak pernah berkurang '/

Berdasarkan hasil penefitian di beberapa Bank Umum di Semarang, jasa
pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun
dana dapat dirinci sebagai berikut  1°:
~ a) Berkaitan Dengan Hutang-Piutang :
. Collectiozn atau inkaso
» Weseltagih dan wesel bayar
b) Berkaitan Dengan Kelancaran Arus Uang :

o Remittance atau transfer (kiriman uang)

¢ Traveller's cheque

o Surat Kredit Bepergian dan sebagainya

) Berkaitan Dengan Bisnis Nasabah :

6 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, Intermedia, Jakarta, 1992 : h 32.
1 Penjelasan, Direktur Pemasaran Bank BPD Jawa Tengah, Semarang 25 Nopember 1997,
® Sumber Data, 8 {Delapan) Bank Umum di Semarang, Semarang, 16 Maret 1998.
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+ Bank sebagal pusat informasi jasa bisnis nasabah.

» Bank membantu administrasi nasabah, melalyi pela- yanan

jasa Electronic Data Procsssing (EDP).

d) Berkaitan Dengan Transaksi Perdagangan Dan Fasilitas Lain

Dalam Valula Asing (hanya dilakukan oleh Bank Umum Devisa)

*

Jual beli valas

¢ Transfer L/C dantraliers dheck

Transaksi valas

e) Save deposit box yaitu menyediakan tempat penyimpanan

perhihasan dan surat-surat berharga, bagi nasabah maupun

masyarakat umum,

fy Fasilitas drive in banking yakni memberikan pelayanan kepada

para nasabah di luar kantor bank dengan menggunakan

~ Kendaraan khusus :

mendatangi nasabah-nasabah tertentu, pada wakiu dan
tempat tertentu (pelayanan keliling).

melayani nasabah di daerah pedesaan (bank keli ling).

Fasilitas urusan rumah tangga nasabah (hausehols fasility)
meliputi ;

* pembayaran rekening telepon, air dan listrik.

* pembayaran pajak rumah tangga, SPP.

*+ pembayaran angsuran rumah, Kendaraan.
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Semua pembayaran ini dikaitkan dengan rekening nasabah baik giro

maupun {abungan. Meyediakan pelayanan penyetoran dan pengambilan selama

24 jam melalui ATM.

3.1.1.3. Sumber Pendapatan Lain

Sebagai badan usaha bank bertujuan untuk mencari keuntungan finansial.
Untuk mencapai keuntungan yang maksimal selain menjalankan kegiatan
utama sebagai financial intermediary, bank juga mempunyai sumber pendapatan
lain'?: | |

Pada dasarnya sumber pendapatan bank dapat dibedakan menjadi 2
(dua), yaitu pendapatan operasional, dan non operasional. Selain  sumber
pendapatan, dalam menjalankankan kegiatan usahanya, bank juga menanggung

biaya baik biaya operasional maupun biaya non operasional 20 .

3.1.1.3. Sumber Pendapatan Bank

a. Péhdapatan Operaslonal
e Berkaitan dengan kredit : kredit reken ing koran, kredit aksep, call monhey.
eBerkaitan Dengan Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) :
Sertifikal Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang dan penempatan

dana pada bank lain.

. LOPT-FUSTAT-TNpIP!

2 1hid
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+Berkaitan Dengan Perdagangan Surat Berharga Di Pasar Modal : sebagai
penjamin emisi, agen perdagangan bursa (menampung pandaftaran,
pengajuan penjualan, pembayaran deviden, menyimpan = surat-surat
berharga).

eSebagai broker (pialang) bak langsung maupun via perusahaan pialang
dimana bank sebagai pemegang saham.

¢ Bank menjalankan bisnis trust.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan yang diperoleh dari menyewakan gedung, kantor, gudang,

kendaraan dan lain-lain.

3.1.3.2. Biaya Yang Ditanggung
a. Blaya Operasional
« biaya membayar bunga dari simpanan nasabah (cost of money).
ebiaya tenaga kerja : membayar gaji Karyawan (direksi, komisaris),
termasuk kesejahteraan.
+ hiaya untuk kegiatan sosial.
--¢ biaya penyusutan dan resiko lain.
b. Bla’;ra Non Operaslonal
Biaya sewa gedung, kantor, biayé perawat gedung (cleining servis,
listrik, air).

c. Pembayaran pajak .
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3.1.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur
3.1.2.1. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya
Kepada masyarakat. Sebagai badan usaha, dalam melakukan Kegiatan usahanya
akan melakukan hubungan hukum baik secara intern maupun ekstern. Dalam
penelitian diketahui bahwa bank umum (devisa dan non devisa), dalam kegiatan
usahanya selalu berhubungan dengan nasabah. Nasabah bank secara umum
dapat dibedakan sebagai berikut :

+ Nasabah penyimpan dana disebut krediur.

» Nasabah penerima kredit disebut debitur.

+ Nasabah pengguna jasa bank.

Dari kétiga golongan nasabah yang mefakukan hubu- ngan hukum dengan
bank tersebut, mempunyai bentuk dan sifat yang berlainan. Sesuai dengan fokus
penefitian ini mengenal kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, maka
hubungan hukum antara bank dengan nasabah penerima kredit tidak termasuk

dalam penelitian ini.

3.1.4.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum

Yang dimaksud nasabah penyimpan dana atau kreditur yaiiu nasabah
yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Adapun simpanan
nasabah {ersebut, dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan

tabungan.
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara nasabah
penyimpan dana tersebut diétas berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara
bank dengan nasabah. Ketentuan dan persyaratan perjanjian ditentukan oleh
bank (tercantum dalam formulir yang telah disediakan oleh bank). Jadi bentuk
perjanjiannya adalah perjanjian baku. Pengertian perjanjian adalah  suatu
perjanjlan yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentuy yang dibuat
oleh salah satu fihak.?? Nasabah tinggal memilih, dananya ‘akan disimpan
dalam bentuk sesuai yang dikehendaki (misalnya giro, deposito maupun
tabungan).

Dalam Tinjauan Pustaka telah diuraikan beberapa pendapat mengenai
bentuk  hubungan hukum antara bank dengan kreditur aniara lain sebagai
berikut :

« Berdasarkan perjanjian penitipan barang

s Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa

s Berdasarkan hubungan debitur kreditur

« Bendasarkan hubungan agent prinsipal

» Berdasarkan hubungan bailor dan baile

» Berdasarkan perjaniian pinjam-meminjam uang dengan bunga. **

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk  hubungan hukum antara bank
dan nasabah penyimpan dana bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan

bunga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa nasabah, diketahui

2 purwahid Patrik, Perjanjian Baku Dan Sysrat-Syarat Eksonerasi, FaK. Hukum UNTAG,
Semarang, 1995 : it 1.
Z 5utan Remy Syahdeini, loc cit, h 155.
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bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di bank (dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito dan tabungan) tidak mau tahu uang tersebut akan digunakan
untuk oleh bank. Mereka hanya memperhatikan suku bunga yang dipatok pada
jenis simpananan yang mereka pilih. Dan percaya uangnya akan kembali atau
dapat  diambil sewakiu-waktu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

3.1.2.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Pada dasarnya simpanan uang nasabah dapat berbentuk giro, deposito,
sertifikat deposito dan tabungan. Sedang pihak-pihak yang terkait adalah bank
dengan nasabah penyimpan dana, atas dasar perjanjian yang disepakati oleh
para pihak. Dari kesepakatan tersebut timbul hak dan kewaiiban masing-masing,
dan telah dimodifikasi dalam bentuk formulir yang telah disediakan oleh bank,
secara garis besar dapat berisi :
1) Hak dan Kewajiban Bank
a. Hak
» menerima setoran sesuai dengan jenis simpanan nasabah.
ememotong paiak atas bunga (PPh} bagi simpanan nasabah yang saldo
nominalnya diatas 5 juta rupiah.
b. Kewajiban
«mengembalikan dana simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku difambah bunga sesuai dengan perjanjian.



155

smengelola dana simpanan nasabah sesuai’ dengan prinsip-prinsip
perbankan yang sehat.
2) Hak dan Kewajiban Kredltur

a. Hak

ohengambil uang simpanan sesuai dengan ketentuan yang heriaku,
+menikmati bunga sesuai dengan yang diparjaniikan.
b. Kewajiban |
e menyetor uang sesuai dengan ketentuan dan jenis simpanan yang telah
dipilih.

» mematuhi ketentuan yang berlaku  sesuai dengan jenis simpanannya.

3.1.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana/kreditur
dapat terjadi atas kemauan nasabah penyimpan danafkredilur dan karena jatuh
tempo. Khusus bagi nasabah penyimpan dana dalam bentuk giro, penutupannya
dapat dilakukah oleh bank, dengan alasan karena nasabah yang bersangkutan

metanggar ketentuan tentang penerbitan ceksbilyet giro kosong.

3.1.3. Sistem Perlindungan Hukum Dalam Keglatan Usaha Bank

Daiam kerangka teori telah dijelaskan bahwa untuk mengembangkan
kegiatan usaha bank, diperlukan 3 (tiga) komponen yang saling mengkait satu
sama lain yaitu :

» Supra sistem
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+» Sistem, dan

o Sub sistem 2

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa ketiga kKomponen
diatas, merupakan upaya perlindungan hukum vyang dilaksanakan dalam
kegiatan usaha bank. Untuk mendapatkan gambaran vyang lebih jelas maka
didiskripsikan sebagai berikut :
3.1.3.1. Supra Sistem

Supra sistem dapat diartikan sebagai tatanan dan aturan yang berupa
peraturan perundang-undangan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah maupun pejabal-pejabat pemerintah lainnya.

Supra sistem yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Berdasarkan pengamatan di
lapangan terlihat bahwa supra sistem dalam kegiatan usaha bank selalu
berkembang. Perkembangan supra sistem dalam kegiatan usaha bank ini sangat
cepat dibandingkan dengan kegiatan usaha yang lain. Fenomena ini teriihat dari
banyaknya ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam
kegiatan usaha bank.

Ketentuan terbaru yang berhubungan erat dengan kegiatan usaha bank
dalam menghimpun dana dan upaya perlindungan hukum kepada kreditur, adalah
Kepres 26 Tahun 1998 Tanggal 26 Januari 1998, Tentang Jaminan Terhadap
Pembayaran Bank Umum. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa pemerintah

memberikan jaminan penuh kepada semua  deposan dan Kkreditur yang

® Soepadi, loccit ,h 36.
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menyimpan uang di semua Bank Umum yang berbadan hukum indonesia, baik

yang dimiliki oleh swasta nasional, patungan. dan pemerintah yang berada di

Indonesia. 2

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka dibuat Keputusan
Bersama Antara Dereksi Bank Indonesia Dengan Ketua Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), No.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998 ,1entang
Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran

Bank Umum. Dalam Keputusan Bersama tersebut dilampiri petunjuk pelaksanaan,

yang memual antara lain :
1. Pihak-pihak yang dijamin
2. Penjamin
3. Masa berlakunya jaminan
4. Pengajuan tagihan
5. Pembayaran premi
6. Sanksi. ®
add.1. Pihak-Pihak Yang Dljamin
(a) Nasabah/kreditur dari bank yang berbadan hukum lndoneéia baik
nasabah /kreditur perorangan, perusahaan, organisasi, yayasan, bank-
bank lain serta lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar

negeri,

¥ Ppemerintah Republik Indonesia, Keppres No.26 Tahun 1898, Tentang Jaminan Pemerintah

Terhadap Pembayaran Bank Umum,
Lampiran Surat keputusan Bersama Antara Direksi Bl Dengan Ketua BPPN,
No.30/270/Kep/Dir dan 1IBPPN/1998
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{(b) Bank berbadan hukum Indonesia meliputi Bank Persero, Bank
Pembangunan Daerah, Bank Umum Swasta Nasional dan Bank
Campuran, tanpa dikaitkan dengan kondisi bank. Dalam program ini
tidak termasuk Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum
yang telah dicabut izin usaha sebelum tanggal 27 Januari 1998,

(c) Bank campuran dapat memilh tidak mengikuti program Jaminan
Pemerintah, dengan syaraf Bank asing pemegang saham bank yang
bersangkutan telah memberikan jaminén yang sama  kepada
nasabah/krediturnya. %

add. 2 Penjamin

Pihak yang memberi jaminan adalah Pemerintah Republik {ndonesia yang
dilaksanakan melalui Badan penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang
dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.27 Tahun
1998 dan Noo.34 Tahun 1998.
add. 3 Masa Berlakunya Jaminan

Jaminan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26
Januari 1998 dan akan berakhir tannggal 31 Januari 2000 atau 6 {(enam) bulan
setelah pengumuman Pemerintah tentang batas akhir berlakunya jaminan.
add. 4 Pengajuan Tagihan

(@) Pengajuan pembayaran tagihan yang sudsah jatuh tempo dilakukan
oleh nasabah/kreditur baik di dalam maupundi luar negerilangsung

kepeda bank yang bersangkutan. Dalam hal ini bank wajib melakukan

Ibid.
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pembayaran baikk menggunakan dana sendiri atau sumber-sumber
yang tersedia bagi bark (fasilitas yang disediakan Bank Indonesia).

(b) Dalam hal bank memperkirakan tidak akan mampu membayar, harus
memberitahukan kepada BPPN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum jatuh tempo. Dalam surat pemberitahuan wajib dilampirkan
dokumen pendukung yang asii dan sah. ¥

add. 5§ Pembayaran Premi

(a) Bagi kewajiban yang dijamin Pemerintah dike- nakan premi.

(b) Premi dibayar dimuka kepeda BPPN yang presen- fasenya ditetapkan
oleh BPPN setelah dikon- sultasikan Kepada Bank Indonesia, untuk
pertama kali ditetapkan 0,25 persen per téhun

(¢) Perhitungan dan pembayaran premi dilakukan sendiri oleh bank yang
bersangkutan (Self Assessment). %

Apabila bank lalai atau terlambat menyetor premi ke rekening BPPN,
kepada bank yang bersangkutan dikenakan sansi membayar kepada BPPN
sebesar 150 persen dari tingkat bunga JBOR untuk jangka wakiu 6 bulan
dikalikan dengan jumiah premi yang harus dibayar.
add. 6 Sanksl
a) Atas ketidakpatuhan terhadap isi surat Keputusan Bersama Direksi Bank

Indonesia No. 30/ 270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998 tanggal 6 maret 1998

maka :

7 Thid
% Ibid
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sterhadap bank dikenakan sanksi pasal 52 Undang-Undang No.7 Tahun
1992 Tentang Perbankan.

eterhadap anggota dewan komisaris, direksi pegawai dapat dikenakan
sanksi pasal 48 dan 49 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.

skepada pihak terafiliasi = dapat dikenakan pasal 53 Undang-Undang
No.7 Tahun 1982 Tentang Perbankan.

b) tanggung jawab penuh sampai harta pribadi dapat dikenakan apabila
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang terbukti dan diduga
dalam menjalankan kegiatan usaha bank tidak mengindahkan ketentuan-
ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga menimbulkan
kerugian bank.

¢) Pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan
hukum dengan iktikad buruk :

+ memanfaatkan bank (Perseroan) semata-mata untuk kepentingan pribadi
smenggunakan kekayaan bank (Perseroan) untuk memperkaya diri sendiri
maupun keluarganya. >

3.1.3.2. Sistem

Dalam melakukan kegiatan usaha bank, diperlukan suatu sistem. Yang
dimaksud dengan sistem seperangkat unsur yang secara teratur saling

berkaitan, sehingga membentuk tolalitas. %0

oo
Ibid
* Departemen Pendidikkan, Kamus Bssar Sahasa Indonesia, Jakarta, Depdikbud, 1932, h 849 .
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Pada prakteknya sistem perbankan di Indonesia, melibatkan tiga unsur
yang meliputi pinak bank sehbagai institusi, masyarakat penyimpan dana atau para
kreditur dan pemerintah (Bank Indonesia).

Ketiga pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi harus
dipertemukan dalam suatu sistem perbankan nasional sebagai berkut :
1. Plhak Bank (sebagal Institusl)

Bank sebagai institusi merupakan badan usaha vyang bergerak dalam
bidang keuangan,yang ber tujuan mencari keuntungan finansial. Dari hasil
penelitian yang dilakukan kebeberapa bank, diperioleh keterangan bahwa
kKeuntungan utama bank diperioleh dari selisih hasil bunga antara penghimpunan

31

dana dan penyaluran kredit.

Keuntungan yang kedua didapat dari jasa pelayanan bank antara lain : jasa
inkaso, transfer, travellers cheque, perdagangan surat berharga, jual beli
valas, L/C dan sebagainya. 3
2. Pihak Nasabah {Penyimpan Dana/Kreditur)

Dalam menjalan kegiatan usaha bank selalu melakukan hubungan
hukum dengan nasabah. Dalam prakiek perbankan nasabah yang
berhubungan dengan bank ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) vyaitu :

nasabah penyimpan dana (kreditur), nasabah penerima kredit (debitur) dan

nasabah pengguna jasabank. *

31 Hasil Wawancara dengan para Pejabat Bank, Semarang, Nopember 1897,
32 .

Ihid
3 Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 68
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Berdasarkan pengamatan dilapangan bank dalam melakukan hubungan
hukum dengan nasabah mendasarkan pada kepercayaan. Jadi dapat dikatakan
bahwa bank merupakan bisnis kepercayaan, tanpa Kkepercayaan masyarakat
bank tidak akan dapat berkembang, terutama kepercayaan dari nasabah
penyimpan dana ( kreditur).

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah bank, baik Bank Umum
Pemerintah dan Swasta serta Bank Perkreditan Rakyal di Kodya Semarang,
terdapat beberapa motivasi nasabah menyimpan dana di suatu bank. Motivasi
nasabah menyimpan dana di bank yang paling utama adalah keamanan,
disamping itu bunganya tinggi. Adapun bentuk simpanan yang sanglat diminati oleh
nasabah dalam memburu bunga adalah deposito berjangka terutama jangka
waklu satu bulan karena bunganya tinggi.>*

Sedangkan berdasarkan pengamatan di beberapa bank, terlihat perilaku
kebanyakan nasabah penyimpan dana hanya mengejar perolehan bunga yang
finggi, sehingga kebanyakan memilh menyimpan dana dalam bentuk deposito
(bagi pemilik dana diatas satu juta rupiah).

Para nasabah yang menyimpan uang di bank pada dasarnya awam dan
tidak mempunyai kemampuan menilai kesehatan suatu bank. Dalam menilai
kesehatan suatu bank, mereka hanya melihat dari penampilan fisik suatu bank
(performance), yaitu gedungnya megah, ber AC, mempunyai kantor cabang

dimana-mana, servis / pelayanannya bagus, cepat dan ramah. %

3 Hasil wawancara dengan Nasabah Beberapa Bank, Semarang, 25 Nopember 1987, 20 Maret
1888, 12 Juni 1998.
¥ bid



1 163

J Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa para nasabah kurang
peduli terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu bank. Untuk
mendeteksi kesehatan suatu bank, nasabah hanya berpegang pada likuiditas
bank yaitu sepanjang bank mampu menyediakan dana nasabah pada sewaktu-
waktu dibutuhkan, (kapan saja dimana saja). Jadi ukuran nasabah menilai
kesehatan suatu bank sangat sederhana, yaitu sepanjang bank tersebut

dapat menyediakan dana yang dibutuhkan oleh penyimpan dana/kreditur, dan

memberikan bunga yang menguntungkan. ¥
3. Plhak Pemerintah {Bank Indonesia)
Sesuai dengan sistem perbankan yang dianut di indonesia, bahwa
kegiatan usaha bank masuk dalam bidang keuangan dan perekonomian.
, Sejalan dengan hal tersebut maka di Indonesia dikenal adanya Dewan
Moneter yang beranggofakan Menteri-Menteri yang memimpin keuangan dan
perekonomian serfa Gubernur Bank Sentral, yang bertugas membantu
pemerintah dalam hal pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di
bidang moneter. ¥
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dewan Moneter merupakan
alat pemerintah dalam mengambil kebijakkan di bidang moneter dan bertugas

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakkan moneter yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, yang bernaung di bawah suatu Lembaga Negara

1

-yaitu Bank Sentral. Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang

* Tbid
3 pemerintah Republik Indonesia, Penjelasan Undang-tndang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank
Sentraf.
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No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam
melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan prinsip inilah, Bank Indonesia
selaku Bank Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank,
dengan cara mengeluarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia, yang dilanjutan
dengan Surat Edaran, sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh
masyarakat perbankan dilndonesia. Surat Keputusan maupun Surat Edaran
Bank Indonesia ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang
diketuarkan pemerintah di bidang perbankan.

Ketentuan yang diluarkan o’teh pemerintah maupun Bank Indonesia ini
salalu berkembang, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha bank itu
sendiri. Ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang masih
relevan dengan kegiatan usaha dalam menghimpun dana serta melindungi
kepentingan para kreditur bank antara lain :

« Surat Keputusan Direksl Bank Indonesia No.27/ 163/ Kep/Dir, Tanggal 31
Maret 1995 Tentang Penerapan Standart Pelaksanaan Audit Intern Bank
Umum, yang difindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/2
fUPPB.

Fungsi Audit intern Bank sangat penling karena peranan Yyang
diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkatan
manajemen daiarﬁ mengamankan kegiatan opeasional bank yang

melibatkan dana masyarakat luas, >

33 Lampiran, SK Direksi Bank indonesia No.27/163/Kep/Dir, Tentang Sistem Audit interp Bank .
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*Surat Keputusan No.27/164/Kep/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 Tentang
Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, yang ditindak lanjuti
dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/9/UPPB.

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi bertujuan untuk mengurangi
resiko penyelenggaran STl yang dapat merugikan bank atau
masyarakat *°.

o Surat Keputusan No.28/113/Kep/Dir, Tanggal Bank Umum Pada Bank
Indonesia,yang ditindaklanjuli dengan Surat Edaran Bank Indonesia
No.28/8/UPPB.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus
dipelihara bank dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia. Setiap
Bank Umum wajib memelihara GWM dalam bentuk rupiah, sedangkan
Bank Umum devisa selain harus memelihara GWM dalam bentuk
rupiah juga dalam valuta asing.

Giro Wajib Minimum ini dimaksudkan untuk melindungi kepeniingan
nasabah, apabilé bank yang bersangkutan mengalami kesulitan
likuiditas. *°

+Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/ 271/Kep/Dir, tanggal 5
maret 1998 Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas Pelanggaran GWM
Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Saldo Giro Negalif Pada Bank Indonesia.

Dan Surat Edaran Bank Indonesia No . 30/16UPPB.

» Penjelasan Surat Edaran Bank indonesia No.27/9/UPPB, Tenfang Fenggunaan Teknologi
Sistem informasi,

X Penjelasan, Pejabat Bank Indonesia Bagian Perbankan, Semarang, 14 Januari 1898,
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Ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban bank untuk memelihara
GWM- pada bank Indonesia. Bagi bank yang melanggar ketentuan
GWM, dikenakan sanksi sebagai berikut ;

(1) membayar 150 persen dari suku bunga Jakarta Interbank Offered
Rate (JIBOR) setiap kali pelanggaran;

(2) 200 persen untuk pelanggaran yang melebihi 7 (tujuh) hari kerja;

(3) 400 persen unfuk pelanggaran lebih dari 14 (empat belas hari); 4

Ketentuan ini juga mengatur mengenai fasiiitas “diskonto® yang
diberikan oleh Bank Indonesia, kepada semua bank yang mengalami
kesulitan likuiditas.

Untuk mendapatkan fasilitas diskonts, bank yang bersangkutan
harus menyerahkan promes sebesar fasilitas yang diterima, atau Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga atau aset bank Iainnya, dengan
jumiah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas yang diterima. 2
eSurat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/ 266Kep/Dir, Tanggal 27
Pebruari 1998 Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Yang
Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan, Suku Bunga
Simpanan Dan Penyediaan Dana.

Dalam pasal Surat Keputusan tersebut, dijelaskan maksimum suku

bunga simpanan pihak ketiga bank ditetapkan 125 % dari suku bunga

Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

! Surat Edaran Bank Indonesia No.30/18/UPPB, Tentang Sanksi Pelanggaran GWM“- Dan
Fasifitas Diskofo.
2 Thid
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3.1.3.3. Sub Sistem

Sub sistem merupakan bagian dari sistem, karena sistem terdiri dari
beberapa sub sistem. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa bank
diperoleh gambaran bahwa sub sistem yang berkaitan langsung dengan
kegiatan bank dalam menghimpun dana antara lain adalah  sub sistem
manajemen dana bank dan sub sistem pengelolaan usaha bank . Dari kedua
sub sistem ini akan terlihat suatu hasl sesuai dengan tujuan bank sebagai
institusi yang mengakumudir  kepentingan para kreditur termasuk aspek
pertindungan terhadap dana nasabah.

a. Manajemen Dana Bank
Yang dimaksud dengan manajemen dana bank adalah suatu proses
pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank, dan
pengalokasian dana-dana tersebut, bagi kepentingan bank dan masyarakat
pada umumnya, serta pemupukannya secara optimal melalui pengerahan
sumber daya yang tersedia, demi mencapai rentabilitas yang memadai sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, * Manajemen dana bank meliputi :

» Segala aklifitas bank dalam menghimpun dana masyarakat;

sAktifitas bank unluk menjaga kepercayaan masyarakal, dengan

Benyedia'an“uangTUna'r"bagi'ﬁépenﬁﬁgan'masayarakat“penyiﬁrpan“da‘nar'

sPenempatan dana dalam bentuk kredit sebagai pelayanan kebutuhan

dana masyarakat, dan penempatan dana dalam bentuk lain, baik bersifat

“ Hasil Wawancara dengan Direkiur Pemasaran Bank BPD-Jateng, Semarang, 5 Desember
1897.
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jangka pendek maupun jangka panjang, demi Kepentingan rentabilitas
(profitibility);
+Pengelolaan modal bank agar berfungsi wajar, sesuai dengan peranannya
sebagai penggerak aklifitas bank. 4
b. Pengelolaan Usaha Bank
Bank sebagal badan usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan
(profit oriented). Namun menurut sistem perbankan yang dianut di Indenesia,
bank juga dituntut untuk menjalankan fun'gsl sebagai agent of development,
yang berarti tidak mengejar proft semata. Oleh karena #u sebagai suatu
institusi bank dituntut dapat memadukan antara kedua fungsi tersebut.
Pengelolaan merupakan proses melakukan kegiatan terteniu dengan
menggunakan tenaga orang lain.*® Pengelolaan Kegiatan usaha bank meliputi
CAMEL vyaitu :

» Capitaladequacy  (permodalan)

Assefs quality  (kualitas akliva produktif)

L]

Management of risks ~ (manajemen resiko)

Eaming ability  {rentabilitas)

Liquidity sufficiency  (likuiditas) .

L]

CAMEL ini dapal dipergunakan meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada bank. Dengan capital adequacy yang cukup, maka

dapat menjaga kemampuan permodalan yang dimiliki bank guna menutup

44 o .
Ibid
% Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit, h 441,
% Penjelasan, Ketua Legal Club Kodia Semarang, Semarang, 10 Desember 1897,




169

kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan, maupun kerugian dari
investasi bank dalam surat-surat berharga.

Assets quaiity (kualitas aktiva produktif) dapat berupa kredit yang
disalurkan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan
penyertaan.

Management of risks (resiko manajemen), suatu resiko yang
terjadi karena pengelolaan bank. Dengan pengelolaan yang baik (sesuai
prinsip kehati-hatian), maka dapat menekan resiko manajemen.

Earning ability (rentabilitas), merupakan kemampuan suatu bank
menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business
Penghasilan bunga kredit merupakan pendapatan terbesar, yang disusul
dengan provisidan komisi, baru fee income products (jasa pelayanan). u

Liquidity sufficiency (likuiditas), merupakan Kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (berjangka sangat

pendek).

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebul diatas, maka akan dianalisa

sebagai berikut :

47\ embaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 98,

“8 Tbid
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3.2.1. Keglatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana
3.2.1.1. Sumber-Sumber Dana Bank

a. Dana Plhak Pertama

Dari hasil penelitian felah diketahui bahwa dana pihak pertama adalah
dana yang harus disediakan oleh para pemegang saham. Dana modal sendiri,
terdiri dari dana yang disefor dan cadangan-cadangan serta laba yang
ditahan. Menurut ketentuan yang terbaru bahwa modal disetor untuk
mendirikan Bank Umum adalah 250 miliar rupiah.

Sesuai dengan besarnya restko yang mungkin timbul dalam kegiatan
usaha bank, maka sebagai badan usaha bank harus mempu- nyai modal yang
cukup besar. Dengan modal yang besar, maka bank akan dapat menjaga
likuiditasnya, sehingga tetap mendapat kepercayaan masyarakat yang
mempercayakan dana pada bank.

Laba yang ditahan berupa deviden yang tidak dibagikan kepada para
pemegang saham. Laba yang ditahan tersebut dimasukkan dalam cadangan
yang dapat dipakai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dalam menjalankan
kegiatan usaha bank, misalnya kredit macet, penerbitan surat-surat
berharga dan kegiatan usaha bank lainnya yang mengandung resike kerugian.

Berkaitan dengan modal dari pihak pertama ini, pemerintah felah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1982, tanggal 9 Marat 1998.

Dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1998 ini dijelaskan antara lain :
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modal disetor untuk mendirikan Bank Umum ditentukan tiga triliun rupiah,
pada akhir tahun 2003, yang dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992
ditentukan hanya 150 juta rupiah.
Namun bagi Bank Umum yang sudah berdiri sebelum adanya ketentuan
ini, diwajibkan menyesuaikan secara bertahap menjadi satu triliun pada 31
Desember 1898. Dan sekurang-kurangnya menjadi dua triliun pada akhir tahun
2000.* Peraturan Pemerintah ini dirasakan sangat berat bagi masyarakat
perbankan. Qleh karena ini atas kesepakatan bersama antara pemerintah
menginterpretasikan bahwa modal yang disetor untuk mendirikan Bank
Umum, cukup 250 juta rupiah.
b. Dana Pihak I
Dana pihak [l merupakan dana pinjaman dari pihak luar, antara fain :
pinjaman dari sesama bank, pinjaman dari iuar negeri, pinjaman dari LKBB
dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak Il dimaksudkan untuk membanty
ketancaran likuiditas bank.
Bank Indoonesia sebagai “lender of last resort” dapat memberikan
bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami kesuftan likuiditas

melalui “fasilitas diskonto™. !

® peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 1888, Tenfang Perubahan FP No.70
tabun 1992, passl 2 angka (2a, bdan c).

*® Riyants, op cit

51 Bank indonesia, Surat Keputusan No.30/271/Kep/Dir Tentang Fasilitas Diskonto, Sanksi Atas
Pelanggaran GWAM Dalam Rupiah Dan Sanksi Atas Pelanggaran Saldo Giro Negalif Pada 8/.
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Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan fasilitas
diskonto kepada Bank Indonesia. Untuk memperdleh fasiitas tersebut bank
wajib menyampalkan: Sural Permohonan Fasilitas Diskonto, dengan
melampirkan jaminan berupa : promes bank sebesar fasiltas yang diterima,
dan SBI, surat berharga dan atau aset bank lainnya, dengan jumiah sekurang-
kurangnya sebesar fasilitas yang diterima. 52

Menurtt Ketentuannya sudah cukup jelas, namun prakteknya Bank
indonesia masih mengalami kesulitan dalam menagih BLBI yang ada di bank-
bank, seperti yang banyak dilangsir dalam media cetak maupun elekironik
akhir-akhir ini.

Memperhatikén petunjuk pemberian jaminan pemerintah terhadap
pembayaran Bank Umum, menurut hemat perulis termasuk dalam
penghimpunan dana dari pihak |I. Berupa jaminan pemerintah terhadap
pembayaran Bank Umum ,prakteknya dilaksanakan oleh Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN), berdasarkan Keputusan Presiden Repubiik

Indonesia No. 26 Tahun 1998.

. Dana Pihak Ill

Dana pihak Il merupakan dana yang paling diandalkan bank dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Dana pihak HI ini terdiri dari giro, deposito

berjangka dan tabungan.

52 Ibld
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1). Giro

Pehimpunan dana melalui simpanan  giro, yang ditata usahakan
oleh bank dalam rekening koran, merupakan salah satu pilihan bagi
nasabah/kreditur. Nasabah pemegang rekening koran dapat menarik
dananya secara mudah dan praktis, melalui instrumen yang disediakan oleb
pank, berupa cek dan bilyet giro.

Nasabah tinggal menandatangani cek atau bilyet giro yang telah
diberikan kepadanya. Bank akan melakukan perintah yang tetulis dalam

cek/bilyet giro tersebut, sepanjang dananya mencukupi.

bApabiIa dananya tidak mencukupi, maka bank akan melakukan dua

alternatif tindakan. Pertama bank akan menolak melakukan perintah
pembayaran sesuai dengan isi cek/bilyet giro. Alternatif kedua bank akan
melakukan ﬁen‘ntah pembayaran/pemindahbukuan rekening.

Apabila bank melakukan aiternatif kedua berarti bank memberikan
pelayanan cerukan. Hal ini akan dilakukan bila bank telah mengenal baik,
dan mengetahui persis bdnaﬁditas nasabah yang bersangkutan. |

Jasa giro diberikan kepada nasabah pemegang rekening giro, baik
nasabah  perorangan, badan hukum, maupun campuran. Jasa giro
merupakan bunga yang dapat dinikmati oleh nasabah pemegang rekening
koran, yang besarnya tidak sama antara bank yang satu dengan bank
yang lain, sesuai dengan kebijakan intern. bank. Jasa giro baru diberikan
apabila ada saldo minimal 10 (sepuiuh) juta, dan mengendap minimal

sepuith hari.
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Dari hasil peneltian diketahui bahwa para nasabah pemegang
rekening koran lidak begitu mengharap jasa gire (bunga) yang diberikan
oleh bank yang bersangkutan, namun mereka memilih bank yang dapat
memberi pelayanan yang cepat terhadap mobilitas dana yang mereka
simpan. Nasabah pemegang rekening giro ini, biasanya perusahaan,
pedagang dan nasabah perorangan yang sering menggunakan alat
pembayaran giral.

Dalam praktek perbankan, penutupan rekening koran dilakukan atas
kemauan nasabah sendiri, maupun atas kemauan bank. Penulupan
rekening atas kemauan nasabah sendiri dilakukan karena pindah ke bank
lain atau karena alasan yang bersifat pribadi.

Penutupan rekening oleh bank dilakukan berdasarkan alasan karena
nasabah telah melakukan penerbitan cek kosong tiga Kkali berturut-turut
selama enam bulan, dan telah mendapat tiga kali peringatan dari bank yang
bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penarikan kembali sisa buku
cek/ilyet giro yang masih tersisa pada nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya dilaporkan ke Bank
indonesia, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Bank Indonesi,
yang dapat diinformasikan kepada bank-bank lain.

Tindakz;m tersebut dilakukan sebagai upaya meilindungi pihak bank dari
kejahatan nasabah dalam penerbitan cek/ bilyet giro kosong, dan sekaligus
melin- dungi pihak kefiga yang terkait dalam peredaran cek/biyet giro

sebagai alat pembayaran.
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;2) Deposito

Berdasarkan hasil penelitian diké- tahui penghimpunan dana melalui
deposito berjangka, sangat diminati oleh sebagian besar nasabah bank
yang mempunyai kelebihan dana. Ada dua alasan yang kuat bagi nasabah
menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka.

Alasan pertama karena bunganya sangat mengguntungkan, antara
bulan Mei sampai Juni 1998 mencapai 67 % bagi deposito 1 (satu} bulan.
Sebelumnya hanya 28 % pada bulan Januari sampai Maret 1898, dan 22
% antara Nopember sampai Desember 1897, untuk deposito berjangka 1
(satu) bulan. Namun mulai bulan Juli 1998 sampai sekarang mulai agak menurun
tertinggi 58 % untuk deposito berjangka 1 (satu) bulan, dan 46 % untuk
jangka waktu dua belas bulan (satu tahun). Alasan Kkedua karena
simpanan dalam bentuk deposito di bank manapun yang berbadan
hukum Indonesia ielah dijamin oleh pemerintah.

Secara normatif jaminan pemerintah ini merupakan  bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana.

Dengan adanya jaminan tersebul  nasabah akan  menambah
kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Dalam
kerangka feori telah dijelaskan bahwa periindungan hukum  yang
dibutuhkan nasabah adalah keamanan terhadap dana yang disimpan dan

keuntungan terhadap sosial ekonominya.
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Apabila diukur dari dua indikator tersebui, maka simpanan nasabah
Bank Umum dalam bentuk deposito berjangka adalah sesuai dengan
keinginan nasabah Areditur.

Dalam rangka menjaring minat nasabah, bank perupaya
menciptakan  produk-produk yang inovatif, misainya memberikan fasilitas
yang menguntungkan nasabah. Misalnya ada bank yang memperbolehkan
deposito sebagai agunan kredit.

Kebijakan deposito bunga tinggi ini, tidak dapat diikuti oleh Bank
Perkreditan Rakyat, yang tetap mematok bunga 28 persen untuk deposito
1 (safu) bulan. Hal ini dilakukan karena Bank Perkreditan Rakyat tetap konsisten
pada kegiatan usaha menyalurkan kredil pada masyarakat kelas menengah
kebawah (bakul, pegawal rendah dan pedagang kaki lima), dengan
mematok bunga kredit antara 2 - 4 persen perbulan. 58

3). Sertifikat Deposito

Berdasarkan hasil peneiitian yang diperoleh, penghimpunan dana
melaiui sertifikal deposito kurang diminati oleh masyarakat umum. Hanya
nasabah vyang mengerti surat-surat berharga saja yang berminat
menginvestasikan dana dalam bentuk ini.

Sertikat deposite ini merupakan simpanan nasabah dalam bentuk
surat berharga. Secara fisik sertifikat deposito mudah diperdagangkan

sehingga sangat cocok apabila dipakai sebagai insstrumen investasi.

5 Penjelasan, Ketua Perbarinde Jawa Tengah, Semarang, 25 Mei 1998.
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Keistimewaan sertifikat  deposito ini nilai nominalnya  sudah
ditentukan, dan bunganya dibayar dimuka sesuai dengan bunga yang
berlaku pada saat dibeli, namun tidak sebesar bunga deposito. Misalnya
kita membeli sertifikat deposito dengan nilai nominal 1 (satu) juta rupiah,
maka pembayarannya dikurangi bunga yang telah ditetapkan

Dalam praktek perbankan sertifikat deposito kurang diminati oleh
nasabah, sehingga kurang/ tidak efektif dalam penghimpunan dana bank.
Meskipun begitu simpanan nasabah dalam bentuk serlifikat deposito ini

juga dijamin oleh pemerintah. *

4). Tabungan

Penghimpunan dana melalui tabungan ini sangat efektif bagi bank
dan sangat diminati oleh para nasabah penyimpan dana. Sehingga bhank
juga sangat kreatif dalam menciptakan produk-produk tabungan.

Walau perolehan bunganya tidak sebesar bunga deposito
berjangka, namun tabungan tetap diminati oleh banyak nasabah, baik
nasabah besar maupun nasabah kecil. Selain cara pembukaan, penarikan
maupun penutupan rekeningnya sangat mudah, dengan syarat penyetoran
pertama yang ringan antara 5 (lima) ribu sampai 10 (sepuluh) ribu rupiah,
sehingga terjangkau oleh masyarakat kecil.

Apabila dilihat dari pihak pemegang rekening tabungan, sangat
homogen dari masyarakat kelas bawah, murid-murid sekolah, mahasiswa

sampai masyarakat kelas atas. Alasan para pemegang reke- ning

54 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan, op cit.
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tabungan selain mendapat bunga, keamanan dana serta masih banyak
nasabah yang menginginkan hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh bank.

Dari hasil penelitian diketahui, bagi nasabah besar selain mempunyai
simpanan deposite juza membuka rekening tabungan pada bank yang
sama. Ha! dimaksudkan untuk mempermudah pengadministrasian bunga
depositonya (langsung ditransfer) dalam rekening tabungan. Selain itu
apabila nasabah memerlukan dana sewaktu-waktu dapat mengambil dari
rekening tabungan.

Dalam rangka menjaring nasabah untuk menabung di bank,
banyak produk-produk tabungan yang inovatif diciptakan oleh bank.
Inovatif dalam arti sasaran nasabah vyang hendak dicapai, fasiitas yang
diberikan maupun hadiah-hadiah yang ditawarkan.

Menurut petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan terhadap pembayaran
Bank Umum, simpanan nasabah dalam bentuk tabungan dijamin oleh

pemerintah. >

3.2.2.2. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan bank merupakan sumber pendapatan lain yang dilakukan
bank dalam menghimpun dana masyarakat, diluar pendapatan pokok bank. Jasa
pelayanan kepada nasabah ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum, sedang

Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan melakukannya. %

¥ bid -
% UIndang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 14.
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Selain menjalankan kegiatan sesuai dengan fungsi utamanya, maka
Bank Umum boleh melakukan kegiatan fain yaitu memberikan jasa pelayanan
baikk kepada nasabah maupun masyarakat umum, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai supra sistem.

Jasa pelayanan kepada nasabah maupun masyarakal umum  ini
merupakan sumber pendapatan sampingan yang dapat menambah rentabilitas

suatu bank. Misalnya jasa bank garansi, transfer, pelayanan ekspor impor

"(pémbukaan L/C), bank akan mendapatkan provisl. Darl penjialan devisa (bagi
Bank Umum Devisa), maka akan diperoleh keuntungan.

Daﬁ jasa pelayanan urusan nasabah yang dikaitkan rekening giro maupun
tabungan nasabah misalnya pembayar telepon, listrik, air dan keperiuan fainnya,
sefain akan memperoleh provisi dari kantor yang bersangkutan, juga menambah
nasabah yang menyimpan dana (giro, tabungan) guna Keperluan tersebut.

Kegiatan usaha bénk dalam menghimpun dana melalui giro, deposito,
sertifikat deposito dan labungan merupakan kegiatan yang sangat membebani
bank pada saaf ini (1998). Karena  adanya kebijakan bunga tinggi yang
diterapkan pemerintah pada saat ini. Maka bank harus memfokuskan kegiatan
usahanya pada jasa pelayanan ( fee based income ), guna mengurangi cost

of fund yang harus ditanggung.

3.2.2.3. Sumber Pendapatan Lain
Selain kegiatan utama bank dalam mengimpun dana dan memberikan jasa

pelayanan kepada masyarakat, sudah saatnya bank mengembangkan sumber
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pendapatan lain. Sumber pendapatan ini juga dapat membantu rentabilitas bank
sebagai badan usaha. Walaupun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
perolehan bunga kredit tetap merupakan primadena pendapatan bank. 57

Namun setelah pemerintah menerapkan kebijakan bunga tinggi, berimbas
pada kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana. Dengan  bunga deposito
sekitar 50-58 persen (Oktober 1998), maka bank akan Kkesultan dalam
menyalurkan kredit , yang tentu saja bunganya harus diatas bunga deposito
agar bank mendapatkan keuntungan yang layak diterima.

Sehubungan dengan fenomena diatas, bank harus mengembangkan
sumber pendapat lain. Sumber pendapatan yang potensial untuk dikembangkan
dalam kegiatan usaha bank adalah berkaitan erat dengan jasa pelayanan. Pada
gra reformasi dan memasuki era globalisasi, bank juga harus mereformasi diri,
untuk memfokuskan pada kegiatan melaluijasa pelayanan yang potensial antara
lain : me!akukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan surat berharga
di pasar uang, pasar modal, mengembangakan jasa pelayanan terhadap
nasabah dengan cara yang lebih inovatif, misalnya membuka jasa pelayanan
informasi peluang bisnis nasabah, membantu penyusunan adminisirasi bisnis
nasabah.

Dari kegiatan usaha {ersebut diatas, maka bank semakin mampu bersaing
dalam menjaring nasabah dengan bank lain, karena memniliki spesialisasi dalam
meningkatkan urusan bisnis nasabah. Apabila nasabah bisnisnya maju tentu akan

loyal untuk menyimpan dana pada bank yang bersangkutan.

37 Direktur Pemasaran Bank BPD- Jateng, op cit.
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Untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang potensiai tersebut

diperiukan sumber daya manusia yang lebih profesional.

3.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dan Kreditur
3.2.2.1. Pengertian xreditur

Dari hasil penelitian diketahui dalam praktek perbankan, nasabah bank
dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) : nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah
penerima kredit/debitur, nasabah pengguna jasa bank. Dalam Kkegiatan usaha
bank ketiganya disebut sebagai nasabah, yang meiakukan hubungan hukum
dengan bank. Pada prakleknya kreditur menyimpan dana, dalam bentuk giro,

deposito, sertifikat deposito dan tabungan.

3.2.2.2. Bentuk Dan Sifat Hubﬁngan Hukum

Dari tinjauari pustaka diketahui ada beberapa pendapat mengenai bentuk
hubungan hukum antara bank dengan kreditur :

o berdasarkan perjanjian penitipan barang

« berdasarkan perjanjian pemberian kuasa

« berdasarkan hubungan debitur kreditur

« berdasarkan hubungan agen principal

» berdasarkan hubungan bailor dan baile

« berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan bunga.

% Sutan Remy Syahdeini, op cit, h 80 - 67.
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk hubungan hukum antara bank
dan nasabah penyimpan dana, bersifat perjanjian pinjam meminjam uang dengan
bunga. Dari hasil wawancara dengan para nasabah bank, diketahui bahwa
nasabah penyimpan dana (giro, deposito maupun tabungan) tidak mau tahuy
mengenai kegunaan dana tersebut.

Para nasabah hanya memperhatikan bunga yang dipatok pada jenis
tabungan yang mereka pilih. Dan mereka percaya bahwa uang yang disimpan
fersebut akan aman, dafam arti sewakiu-waktu dibutuhkan akan dapat ditarik
kembali sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dari pengakuan para nasabah
dapat dikatakan bahwa sifat dari hubungan hukum antara nasabah dengan bank
adalah bersifal kepercayaan.

Apabila dilihat dari cara mereka melakukan perjanjian (dalam pembukaan
rekening), diketahui bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian baku, karena
ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh bank yang bersangkutan.
Ketentuan tersebut berupa penetapan suku bunga, cara penarikan, maksimal
penarikan (untuk tabungan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara bank
dengan nasabah penyimpan dana/kreditur adalah hubungan debitur dan kreditur
(yang diliputi azas-azas umum hukum perjanjian}, dan bersifat kepercayaan

(fiduciary refation). %

7 Ibid, h 78.



3.2.2.3. Berakhirnya Hubungan Hukum

Secara normatif hubungan hukum terjadi karena adanya perikatan yang
berdasarkan pada perjanjian, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang- Hukum
Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian berakhirnya hubungan hukum antara bank
dengan nasabah penyimpan dana/kreditur karena penutupan rekening. Mengenai
penutupan rekening dapat dibedakan antara lain : Penutupan rekening giro : ada 2

(dua) alasan. Pertama penutupan rekening atas kemauan nasabah sendiri, yang

kedua penutupan rekening oleh bank. Penuilupan rekening oleh bank dilakukan

karena nasabah melanggar ketentuan penerbitan cek kosong, dan telah
mendapat peringataan sampai tiga kalii tidak diperhatikan.

Nasabah yang telah ditutup rekeningnya oleh bank dilaporkan ke Bank
Indonesia, dan nama nasabah fersebut dimasukan daiam daftar hitam, yang
dapat diinformasikan kepada bank-bank lain. Tindakan ini dilakukan untuk
melindungi bank maupun pihak ketiga dari tindakan penerbitan cek /bilyet giro
kosong oleh nasabah yang bersangkutan.

Bagi nasabah yang telah ditutup rekeningnya baik atas Kemauvan sendiri
maupun oleh bank, maka dilakukan penarikan sisa blanko cek/bilyet giro dari
nasabah yang bersangkutan oieh bank.

Penutupan rekening deposito berjangka, karena teiah jatuh tempo dan tidak
diperpanjang lagi. Tabungan ditutup kareana kemauan nasabah sendiri.

Dengan adanya penutupan rekening tersebut, maka berakhirlah hubungan

hukum antara nasabah pemyimpan dana dengan kreditur.
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3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditur
3.2.3.1. Perlindungan Umum

Dari hasil penelitian bentuk dan sifat hubungan hukum antara bank dengan
para kreditur, adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang diliputi
azas kepercayaan. Hal itu dapat dilihat secara jelas bahwa instrumen yang
dipakai dalam melakukan hubungan hukum berupa perjanjian baku.

Semua persyaratan felah ditentukan secara sepihak oleh bank, sehingga
kedudukan nasabah sebagai pemilik dana terlihat sangat lemah (hanya ada dua
pifihan setujuftidak). Dari situ terlihat jelas bahwa bargaining power bank sebagi
debitur lebih kuat dibanding dengan nasabah penyimpan dana sebagai
kreditur.

Atas dasar fenomena tersebut diperlukan pihak ketiga yang dapat
menyeimbangkan kepentingan para pihak, yaitu pemerintah. Melalui kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan, sehingga dapat mendorong kemajuan usaha bank
yang berimbas pada kepentingan penyimpan dana/kreditur.

Perfindungan hukum secara umum dapat dilihat dari supra sistem dan
sistem. :

a. Supra Sistem

Supra sistem adalah tatanan dan aturan yang  berupa peraturan
perundang-undangan atau berupa  Kkebijakan yang dikeluarkan pemerintah
maupun instansi-instansi lain.® Peraturan atau kebijakan tersebut merupakan

dasar hukum, yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat kegiatan

%0 Soepadi, loc cit, h 36.



185

usaha bank. Secara normatif peraturan maupun  kebijaksanaan pemerintah
bertujuan untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Sacara
idealis hukum pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai pengayom, arlinya
fungsi hukum adalah mengatur hubungan kehidupan manusia malam masyarakat,
serta melindungi kepentingan-kepentingan.  ©

Dalam perkembangan selanjutnya hukum tidak hanya menjalankan kontrak
sosial, akan tetapi juga merupakan mekanisme untuk melakukan social
engeneering (rekayasa sosial). °2

Sehubungan supra sistemnya, maka Undang-Undang No.7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, dipergunakan untuk melakukan sosial engeneering dalam
kegiatan usaha bank. Apabila di analisa dari supra sistemnya melalui Undang-
Undang Perbankan 1992, helum secara tegas mengatur mengenai perlindungan
hukum Kepada kreditur, walaupun dalam Bab.V mengenai pembinaan dan
pengawasan bank ditujukan untuk mefindungi dana fihak ketiga.

Baru pada Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, pemerintah mengaiur
perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana (giro, deposito, sertifikat
deposito dan tabungan), pada bank yang berbadan hukum Indonesia.

Dalam Keppres ini diatur secara rinci mengenal pihak penjamin dan yang
dijamin, jangka waktu jaminan, penentuan premi, pembayaran jamina dan

sanksi.

8! Kaneil, loc cit, h 20.
€2 Satjipto Rahardjo, op cit, h 20,
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Secara normatif Keppres No.26 tahun 1998, telah memberikan

" perlindungan hukum ‘Kepada nasabah penyimpan dana/kréditur. Namun dalam
prakteknya pihak penjamin (pemerintah) yang dilaksanakan melalui BPPN yang
dibentuk berdasarkan Keppres No.27 Tahun 1998 dan Keppres No.34 Tahun
1988, harus ektra hati-hati melaksanakan program ini. Dalam arti BPPN harus
secara cermat, tegas dan terus-menerus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap bank-bank yang dijamin. Hal ini perlu ditegaskan Kkarena dalam
petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan tersurat ; "Pihak-Pinak Yang Dijamin *

« pihak yang dijamin dalam program ini .... dst

+ bank berbadan hukum Indonesia .......... dst, tanpa dikaitkan dengan

status dan Kondisi bank. Dalam hal ini lidak termasuk Bank Asing.
Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank umum yang telah dicabut izin
usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998. %

Ketentuan diatas apabila dilihat dari sisi bank atau nasabah memang
sangat melindungi kepentingannya. Namun apabila pelaksanaan sistem pembinaan
dan pengawasannya lemah, akan sangat merugikan pemerintah sebagai penjamin.
Berdasarkan fenomena vang ada kondisi bank tlidak selalu sehaf, pada suatu saat
dinyatakan sehat, namun pada saat vyang lain kondisinya dapat menjadi
tidak!kuraﬁg sehat.

Dari kenyataan tersebut sebaiknya jaminan pemerintah  juga harus
dikaitkan dengan status dan kondisi bank, dalam arti jangan sampai merugikan

pemerintah, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

% Perhatikan Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah | op cit.
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Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa Bank Perkreditan
Rakyat tidak termasuk dalam program jaminan. Dengan demikian pemerintah
memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminatif) antara Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Perbarindo Jawa

Tengah, bahwa Bank Perkreditan Rakyat diperlakukan seperti anak tiri oleh

pemerintah. 5

b. Sistem

Dalam kamus bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai seperangkat

unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu

{otalitas. %

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perbankan Indonesia, mefibatkan 3
(tiga) unsur yang disebut para pihak yaitu bank, nasabah dan pemerintah (Bank
Indonesia). Ketiga pihak ini, mempunyai kepentingan yang berbeda, namun
sebagai suatu sistem  kepentingan tersebut harus dipersamakan, vaitu
melindungi kepentingan semua pihak. Karena bagaimana ketiga belah pihak
tesebut merupakan jalinan dan saling membutuhkan,

Pihak bank sangat membutuhkan nasabah sebagai pendukung dan
pengguna Kegiatan usahanya, nasabah membutuhkan bank guna menggelola
dananya, sedangkan pemerintah membutuhkan keduanya untuk menggerakkan
roda perekonomian negara. Walaupun mempunyai kepentingan yang berbeda,

namun dalam sistem perbankan nasional mereka dikat dengan benang

64 Barita Ekonomi, Bunga Deposifo Naik Lagi, Suara Merdeka, h V Semarang 8 Mei 1988,
¢ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit 348.
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merah, yang disebut kepentingan dan saling membutuhkan. Berdasarkan

benang merah yang disebut kepentingan itulah maka dapat diuraikan sebagai

berikut :
Pihak Bank (sebagal institusl)
Secara normatif dijelaskan bahwa bank sebagai institusi merupakan

badan usaha, namun sekaligus berfungsi sebagai sarana meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Sebagai badan usaha tentu bank bertujuan untuk mencari keuntungan yang

bersifat finansial { financial oriented ), namun agar dapat berfungsi sebagai

-

zarana meningkatkan kessjahieraan  rak

) + i | - s Tegier —
;at hDanyak, maks bank jugs  harus

g

mematuhi rambu-rambu yang diterapkan pemerintah.

Dalam rangka menyelaraskan antara fungsi .dan tujuannya tersebut bank
harus dapat mengelola kegitanan usahanya berdasarkan sistem manajemen
yang profesional. Maksudnya dengan tetap mentaati rambu-rambu yang ada,
tetapi dapat memperoleh keuntungan (rentabilitas) yang dapat dinikmati oleh
semua pihak.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penghasilan terbesar bank adaiah
dari hasil perolehan bunga kredit (selisth hasil bunga dari penghimpunan dan
penyaluran dana), disusul dari jasa petayanan, baru penyertaan modal. 67

Namun pada saat pemerintah menerapkapkan kebijaksanaan bunga linggi

antar 58 persen untuk deposito satu bulan dan 47 persen jangka waktu satu

% Perhatikan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
¢ para Pejabat Bank, op cit.
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tahun (4 Nopember 1998), menjadi beban bagi bank dalam penyaluran dana.
Karena dengan bunga masih diatas 30 persen, perbankan masih mengalami

kesulitan dalam penyaluran dana pinjaman, karena sekior riil belum mampu

menyerap pinjaman. %

Atas dasar kenyataan itulah, maka diperlukan terobosan-terobosan agar
bank tidak mengandalkan sumber pendapatannya melalui perolehan bunga kredit.
Namun periu menciptakan produk-produk baru dalam pelayanan jasa yang dapat
menjadi sumber pendapat yang dapat diandalkan oleh bank dalam mencapai
keuntungan.

2) Nasabah {Penyimpan Danaskreditur)

Dalam kamus bahasa Indonesia nasabah diartikan orang yang
berhubungan atau menjadi pelangan bank.”® Dalam praktek perbankan nasabah
dibedakan menjadi tiga yailu : nasabah penyimpan dana (kreditur), nasabah
penerima dana { debitur) dan nasabah pengguna jasa.71

Berdasarkan pengamatan di Iabangan dalam menjalin hubungan hukum,
nasabah penyimpan dana (giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan)
mendasarkan pada azas kepercayaan. Hal ditandai dengan fenomena, dalam
pembukaan rekening nasabah tidak pernah menanyakan penggunaan dana
oleh bank. Yang paling diperhatikan adalah perolehan bunga ataupun fasiiitas

apayang diberikan bank kepadanya.

¢ Kris Padmanahadi, Staf Bank Bali, Semarang, Suara Merdeka, 4 Nopember 1898.

™ Depdikbud, op cit, h 608.

" Surat Keputusan Direksi Bank Indenesia No.30/266/Kep/Dir, Tentang Prinsip Kehati-Hatian
Yang Menyangkut Kewajiban Antar Bank , PengambilalihanTagihan, Suku Bunga Simpanan
Dan Penyediaan Dana, pasal 6. :
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Semua persyaratan ditentukan secara sepihak oleh bank, yang terangkum
dalam blanko yang disodorkan oleh bank, nasabah tinggal tanda tangan. Malah
nasabah yang harus menyerahkan bukti diri untuk dicocokan dengan formulir
yang telah diisi, maupun untuk mencocokan tanda tangannya.

Namun demikian sejak tanggal 9 Maret 1998, secara normatif kepentingan
nasabah Bank Umum telah terlindungi, oleh Keppres No.26 Tahun 1998 Tentang
Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum. Dalam keientuan
tersebut dijelaskan semua simpanan nasabah pada Bank Umum yang berbadan
hukum Indonesia dijamin oleh pemerintah.

Disamping itu nasabah Bank Umum juga menikmati keuntungan dari
kebijakan pemerintah yang menetapkan suku bunga simpanan pihak ketiga bank
ditetapkan sebesar 125 %, dari suku bunga Sertifikat Bénk indonesia (SBI).
Suku bunga SBI pada bulan Mei 1998, berkisar 49 % unfuk satu hari dan 50
% untuk jangka waktu satu minggu.”

Sehingga suku bunga yang dinikmati nasabah pada waktu itu mencapai 67
% untuk jangka waktu satu bufan, namun pada bulan Nopember 1988 sudah
menurun sampai 58 % untuk deposito satu buian. Dari fenomena diatas, maka
simpanan deposito menjadi instrumen perburuan bunga bank. Sedangkan
tabungan walau bunganya kecil masih menjadi pilihan nasabah, bak nasabah
kecil maupun nasabah besar. Bagi nasabah kecil karena tabungan setoran

pertamanya kecil sehingga {erjangkau, sedangkan bagi nasabah besar dengan

72 gyara Merdeka, Suku Bunga SBI Naik, Semarang, 8 Mei 1988.
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membuka rekening fabungan di bank yang sama dapat menampung perolehan
bunga depositonya.

Simpanan giro deposito, dipergunakan bagi nasabah besar dan sering
menggunakan instrumen pembayaran giral. Sertifikat deposito, dipilih oleh
nasabah yang ingin menginvestasikan dananya dalam surat berharga, karena
sewakiu-waktu dibutuhkan dapat dijual kembali. Keuntungan memiliki/f membeli
sertifikat deposito, karena bunganya dibayar dimuka, dan diperhifungkan
berdasarkan penetapan bunga pada saat membeli Jadi kalau suku bunga turun
nasabah bisa membeli, dan bila suku bunga naik dapat menjualnya kembali,
sehingga nasabah mendapat keuntungan dari selisih suku bunga yang
diterima.

Dari kerangka pemikiran telah dijelaskan bahwa nasabah menyimpan
uang di bank mempunyai suatu tujuan. Tujuan nasabah didasari oleh suatu
kepentingan, yang dapat identifikasi menjadi kepentingan fisik dan kepentingan
sosial ekonomi.

Kepentingan fisik nasabah penyimpan dana/kreditur dikaitkan dengan
jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan di bank. Berdasarkan
kepentingan fisik, secara normatif telah terlindungi, dengan adanya Keppres
No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank

Umum. Dan difindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Antara Direksi Bank

Indonesia No.30/270/ Kep/Dir dan Ketua BPPN No.1/1998, tanggal 6 Maret 1998"

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut.

> BPPN, Naskah Akademik Peraturan Undang-Undang Perlindungan Kensumen, op cit, h 16..
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Kepentingan terhadap sosial ekonomi nasabah penyimpan dana/kreditur,
dikaitkandengan keuntungan yang diterima nasabah bank terhadap dana yang
disimpan di bank. Keuntungan kreditur adalah berupa bunga yang diberikan oleh
bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suku bunga tinggl yang
diterapkan pemerintah saat ini sangat menguntuhgkan nasabah (terulama para
deposan).

Dalam petunjuk pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap pembayaran
Bank Umum, ditegaskan bahwa dalam program ini tidak termasuk Bank Asing,
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum yang telah dicabut izin usahanya
sebelum tanggal 27 januari 1998. 7

Dari ketentuan tersebut, berarti nasabah penyimpan danafkreditur Bank
Perkreditan Rakyat, tidak mendapatkan perlindungan terdadap kepentingan fisik
(keamanan atas dana yang disimpan). Apabila dikaitkan dengan kepentingan
sosial ekonominya, juga kurang menguntungkan, kareana Bank Perkreditan

Rakyat tidak dapat mengikuti kebijakaan bunga tinggi yang diterapkan
oleh pemerintah. |
3) Pemerintah {Bank Indonesia)

Sistem kebijakan moneter  yang diterapkan pemerintah Indonesia,
bertujuan sebagai sarana pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat,
disamping sarana lain seperti kebijakan fiskal dan penyisihan keuntungan

perusahaan. 7

74 pentunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah, Pihak-Pihak Yang Dijamin, op cit.
75 L embaga Pengabdian Sarjana Ekonomi, op cit, h 4.
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Kebijakan moneter yang dilaksanakan melalui lembaga keuangan yang
terorganisir seperti Bank Setral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat,
bertujuan  untuk menggairahkan penghimpunan dana masyarakat, guna
membiayayai kegiatan ekonomi. Disamping itu kebijakan moneter juga diarahkan
untuk mendorong pembentukan simpanan masyarakat, dan menyalurkan kembali
Kepada masyarakat melalui bank.

Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral, melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengeluarkan peraturan
yang berbentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, dan Surat Edaran.

Surat Keputusan maupun Surat Edaran Bank Indonesia ini selalu diadakan
penyesuaian dengan Kegiatan usaha bank, dan merupakan rambu-rambu yang
harus ditaati.

Dari tinjauan puslaka dapal dilihat bahwa Sural Keputusan dan Surat
Edaran Bank Indonesia selalu berkembang, dari tahun ketahun (tidak
terhitung). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha bank merupakan kegiatan
yang dinamis ( sefalu berkembang dari waklu kewaktu).

Pada dasarnya Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia,
ditujukan kepada bank agar mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
kehati-hatian, untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana. Misalnya :

Surat Keputuan Direksi Bank Indonesia No.27/163/Kep/Dir dan Surat Edaran
Indonesia No.26/2/UPPB Tentang Standart Pelaksanaan Audit Intern Bank
“Umum.'Karena bank menghimpun "dana’ddri masyarakat maka dipériukan audit

intern, guna mengamankan dana masyarakat tersebut. Dengan adanya standar
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yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka ada uniform yang baku antara Bank
Umum dalam melaksanakan auditing. Sehingga audit disamping berfungsi sebagai
pengamanan intern bank, juga akan mempermudah pengawasan yang dilakukan
Bank Indonesia.

Dengan adanya audit yang dilakukan secara ftransparan, dan
dipublikasikan kepada masyarakat melalui laporan keuangan secara herkala,
akan menjaga Kkepercayaan masyarakal terbadap eksislensi bank yang
bersangkutan.

Dalam rangka menjaga eksistensinya tersebut, bank memeperlukan
prasara dari sarana yang dapat mendukung kegiatan usahanya. Sesuai
dengan perkembangan jaman, yang menuntut kecanggihan dan kecepatan dalam
informasi dan penggolahan data, seliap bank telah menggunakan komputer.

Kemajuan peralatan {ersebul telah menciptakan kesempatan untuk
meningkatkan fungsi akunting bank. Dari hasil pengamatan di iapanagaﬁ,
diketahui bahwa beberapa bank telah memasang sistem yang menggabungkan
jenis data ke dalam suatu jaringan informasi terpadu, yang memuat data kredi,
nasabah, akunting biaya, dan informasi operasional lainnya.

Dengan menggunakan sistem informasi ini, diharapkan dapal membantu
pimpinan bank untuk mengambil keputusan secara cepat dan akurat.

Atas dasar fenomena diatas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan
Direksi No.27/164/Kep/Dir, Tentang Penggunaan Teknologi Sistem informasi
Oleh Bank, vyang ditindak lanjuli dengan sural edaran Bank Indonesia

No.27/9/UPPB, tanggal 31 Maret 1995. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan
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bahwa penggunaan Teknologi Sistem Informasi, bertujuan untuk menggurangi
resiko yang dapat merugikan bank  dan atau masyarakat. °

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dalam menjalankan kegiata’n
usaha bank tidak semata-mata menggunakan dana sendiri {dana pihak I).
Namun juga menggunakan dana dari pihak !l dan pihak iil.

Dana pihak Il yang berasal dari pinjaman antar bank, dalam maupun luar
negeri, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Bank Indonesia. Pinjaman
dari pihak kedua, dalam  praktek perbankan digunakan untuk memenuhi
likuiditas bank.

Guna melindungi kepentingan  pihak [l tersebut, Bank Indonesia
mengeluarkan Surat Keputusan No.30/266/Kep/Dir, tanggal 27 Pebruari 1998
Tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Yang Menyangkut Kewajiban
Antar Bank , Pengambilaihan Tagihan, Suku Bunga dan Penyediaan Dana.

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana, dan
guna melindungi dana nasabah yang dipercayakan pada bank. Bank
Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 28/113/Kep/Dir, tanggal 14
Desember 1995 Tentang Gire Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank
Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut setiap Bank Umum, wajib memelihara saldo
giro pada Bank Indonesia, dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Saldo giro
ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan  dana

apabila bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas.

" surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ,No.27/164/Kep/Dir.
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Bagi Bank Umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dapat mengunakan
fasilitas diskonto yang disediakan oleh bank Indonesia. Untuk mendapatkan
fasilitas fersebut bank yang bersangkutan, harus menyerahkan promes sebesar
fasilitas yang diterima, atau Sertifikat Bank Indonesia maupun Surat Berharga,
maupun aset bank lainnya, dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar fasilitas
yang diterima LS

Dalam prakiek perbankan saat ini, banyak bank yang menyalah gunakan

i

fasiiiias y

[}

ng diberikan oleh Bark Indonsiz. Darl kasus

r

gharzpa bank yang
terfikuidasi, sebagian besar mempunyai masalah terhadap bantuan yang
diberikan oleh Bank Indonesia, yang  sangat populer dengan sebutan BLBI.
Apabila dilihat dari ketentuan  yang ada seharusnya Bank [ndonesia
tidak akan mengalami kasus yang sekarang sedang menjadi isu yang sangat
menyedihkan. Seolah-olah Bank Indonesia tidak berdaya menarik dana yang
telah dinikmati oleh para bankir terkemuka di Indonesia. Hal ini disebabkan

karena sistem perbankan di Indonesia belum berjalan secara wajar dan

mandiri.

3.2.3.2. Perlindungan Khusus
Perlindungan secara khusus dapat dilihat dari sub sisiemnya, hal ini telah
dijelaskan dalam pokok bahasan terdahulu hahwa sistem merupakan

seperangkat unsur yang secara saling berkait, sehingga membentuk totafitas.

7 Surat keputusan DireksiBank Indonesia, No.30/271/Kep/Dir, Tentang Fasilitas Diskento,
Sanksi Alas Pelanggaran GWM Dalam Rupiah, dan Sanksi Atas Saldo Gire Negatif Pada Bank
indonesai.

& Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op cit, h 846.
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Bank sebagai salah satu unsur yang terkait dalam sistem perbankan dan
sub sistem merupakan salah satu unsur yang terkait dalam Kkegiatan usaha
bank. Sub sistem yang dimaksud dalam tesis ini adalah suaiu kegiatan yang
dilakukan oleh bank sebagai institusi dalam mencapai tujuan yang hendak
dicapal.

Bank sebagai badan usaha, bertujuan untuk mencari Keuntungan finansial
(financial oriented ). Dalam mencapai tujuan tersebut ada dua unsur yang saling
berkait dalam kegiatan usaha bank, yaitu sistem manajemen dana bank dan
alokasi dana bank.

1). Manajemen Dana Bank

Manajemen dana bank merupakan suaiu proses pengelolaan
penghimpunan dana masyarakat ke dalam 'bank. dan pengalokasian dana
tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Dengan cara
pemupukan secara optimal melalui pengerahan semua sumber daya yang
tersedia , demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuaidengan
hatasan ketentuan peraturanyang berlaku.

Dalam beberapa literatur dapat diketahui bahwa bank adalah perantara
keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebinan dana
dengan mereka yang membutuhkan dana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sumber pendapatan utama bank,
berasal dari peroleh bunga kredit. Dan sumber dana yang paling diandalkan
‘ofeh ~ bank adalah penghimpunan masyarakat melalui giro, "deposito dan

tabungan. Oleh sebab itu bank dikatakan sukses, apabila dapat melayani sebaik-
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baiknya mereka yang Kkelebihan dana, dan  menyalurkannya dalam bentuk
pemberian kredit. Artinya bank telah dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu
menghimpun dana masyarakat (fo receive deposif) dan menyalurkan kredit (fo
make foans ).

Oleh karena itu kunci sukses kegiatan usaha bank adalah bagaimana
manajemen bank dapat mempertahankan dan meningkalkan kepercayaan
masyarakal, sehingga peranannya sebagai financial infermediary  dapat
berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan seorang bankir
yang menguasai teknik perbankan, seilalu menjunjung tinggi peraturan yang
beriaku dalam industri perbankan, dan berpegang pada etika profesi.

Menurut Nyoman Muna, seorang bankir memang harus profesional, namun
yang paling penting harus memiliki iman dan iktikad untuk tidak merugikan orang
lain® Menurut pengamatan di lapangan banyak bank besar kolep, karena ulah
pengurus bank yang tidak mengindahkan norma perbankan yang sehat, dan
melanggar ketentuan yang ada. Sebagai contoh kasus “Bank Suma®, pada tahun
1893 telah memiliki aset satu triliun lebih, mengaiami masalah karena dana
yang berhasil dihimpun dari masyarakat banyak disalurkan pada grupnya sendiri.

Dari pengakuan Maman Sukasah (mantan Direktur Bank Suma), dana yang
berhasii dihimpun, disalurkan pada orang-orang yang sudah dikenal, yang

notabene masih satu grup sendiri yaitu kelompok "Suma®. ®

» Dedy Anggadiredja, Dalam Majalah Swasembada - Sajian Utama, Jakarta, Januari 1893, h 24.
80 o

1bid, h 25.
& 1bid, h 30.
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Kebijakan yang diambil oleh manajemen Bank Suma tersebut pada
akhirnya melanggar Lega/ Lending Limi# (3L) yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Karena sekitar 50 persen dari portofolio kredit properti, disalurkan
pada grupnya sendiri, yang ternyata macet total. Hal tersebut terjadi karena
kredit yang disalurkan pada grup Suma, berdasarkan personal garansi dari
Edward Suryadjaya ( Preskom Bank Suma) saat itu.%

Dari kasus tersebut menunjukan bahwa sistem manajeman dana bank
sebagai unsur penting dalam kegiatan usaha bank. Maju mundurnya kegiatan
usaha bank tergantung, pada profesionalisme, kejujuran dan iktikad baik (morai)
manajemen bank. Apabila sistem manajemen dana bank dijalankan dengan baik
dan benar, diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait
dalam kegiatan usaha bank, (pemilik/pemegang saham, pengelola/pengurus dan
penyimpan dana/kreditur).

2) Pengelolaan Usaha Bank

Kunci utama dalam kegiatan usaha bank, adalah pada unsur pengelolaan
usahanya. Maksudnya apabila kegiatan usaha bank dikelola dengan balk,
diharapkan dapat memberikan keuntungan yang diharapkan.

Pengelolaan merupakan suatu proses melakukan kegiatan tertentu, dengan
menggunakan tenaga orang lain.

Dari hasil penelitian diketahui pengelolaan usaha bank didasarkan

CAMEL: Capital Adeguacy (  permodalan), Asset Quality (  kualitas aktiva produkiif),

% Ibid, 32.
& Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, op cit, h 441,
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Management Of Risk ( manajemen resiko), Earning Ability  (rentabilitas). *

Dalam prakiek pengelolaan usaha tersebut, ditempuh dengan
mengalokasikan sumber dana bank yang telah terkumpul, berdasarkan kebijakan
yang felah digariskan. Alokasi dana bank tersebut belrtujuan urtuk mencapai
probabilitas yang cukup dan utuk memperiahankan kepercayaan masyarakat
terhadap bank, dengan menjaga posisi likuiditas bank agar tetap aman (safe). &

Dengan menggabungkan probabiiitas dan likuiditas tersebut, maka alokasi
dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa, agar pada waktu diperiukan
kepentingan nasabah dapat ferpenuhi. Artinya,' bank harus tetap menjaga agar
para nasabah tidak kecewa atas ketepatan pelayanan bank. Alokasi dana-dana
bank pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu @ non earning assels
(aktiva yang tidak menghasilkkan) dan earning assets  (aktiva  yang
menghasilkan). %

Non earning assets (aktiva yang tidak menghasilkan) berupa primary
reserve dan penanaman dana pada akliva telap serta inventarisasi. Earning
assets (aktiva yang menghasilkan) terdiri dari secondary reserve, penyaluran
kredit, investasi jangka pendek.

Penanaman dana non earning asset yang berupa primary reserve,
berbentuk uang tunai yang terdapat pada kas yang bersangkutan, dan uahg tunai

dalam saldo rekening di Bank Indonesia. Dana-dana dalam primary reserve ini

B Penjelasan Ketua Legal Ciub Kodia Semarang, op cit.
8 l.embaga Pengabdian Sarjana Ekenomi, op cit, h 119,
% Catatan Account Officer Bank utama, op cit.




201

digunakan untuk menjaga Cash Rafio  atau penjagaan posisi fikuiditas bank,
sasuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Sedangkan penanaman dana dalam benda tetap dan inventaris seperti
gedung, peralatan Kantor dipe_rgunakan untuk memperlancar kegiatan usaha
bank. Dalam praktek perbankan dipenuhi dari modal awal dan cadangan modal
pank. Penanaman dana dalam earning assefs memang harus dilakukan oieh
bank, ;esuai dengan tugas utama bank éebagai financiaf intermediary

Penanaman dana dalam secondary reserve memang muthak dilakukan,
guna menyangga likuiditas dan sekaligus mengejar profi. Untuk itu bank harus
berupaya sedemikan rupa agar tidak ada dana yang diam (tidak produktify,
karena hal tersebut akan menyebabkan kerugian bank.

Namun dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda indonesia sekarang ini,
ditambah dengan kebijakan pemerintah penetapkan bunga tinggi pada simpanan
nasabah. Bank harus menyusun strategi ulang, jangan terfalu mengandalkan
pendapat dari bunga kredit, akan tetapi harus banyak menggali potensilain.

Dari hasit penelitian ditemukan bahwa apabila suku bunga pinjaman masih diatas
30 %, perbankan sufit unfuk menyalurkan kredit (pinjaman), karena sektor riil
belum mampu menyerap pinjaman tersebut. %

Sehubungan dengan ilu, maka strategi pengalokasian dana harus banyak
disalurkan  dalam secondary reserve yang berkaitan dengan penerbitan surat

berharga seperti: wesel, efek, serlifikat bank, SBI, SBPU  dan sebagainya.

¥ Kris Padmanahadi, op cip, h Vil.
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Kunci sukses pengelolaan usaha bank adalah profesional, jujur dan
bertanggung jawab te_rhadap dana yang dipercayakan masyarakat kepada
bank. Profesional dalam arti mempunyai kemampuan secara teknik dan
managerial utuk mengelola sumber dana yang dimiliki, jujur dikaitkan dengan
aspek moral dan etika bankir, bertanggung jawab dalam arti sesuai dengan hak

dan kewajibannya sebagai penggusaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disim pulan hal-hal sebagai
berikut :

4.1.1. Kegiatan Usaha Bank Dalam Menghimpun Dana

Berdasarkan fungsinya, bank melakukan kegiatan utama menghimpun
dana dan menyalurkan kredit (financial infermediary). Untuk menjalankan kegiatan
usaha, bank mempunyai sumber-sumber dana, yang dapat dibedakan menjadi :
dana pihakl, dana pihakll, dan dana pihak iii.

Dana pihak Ul inilah, yang berkaitan dengan kegiatan wusaha
menghimpunan dana. Penghimpunan dapa pihak W1, yang berbentuk giro,
‘deposito, sertifikat deposito dan tabungan, merupakan andalan bank dalam
menjalankan kegiétan usahanya.

Dana yang terkumpul di bank, kemudian disalurkan pada masyarakat
melalui kredit. Dari selisih bunga kredit yang diterima dengan bunga simpanan
yang hamé dikeluarkan itulah bank memperoleh pendapatan utamanya.

Jasa pelayanan sebagai pendapatan tambahan bagi Bank Umum. Jasa
pelayanan yang diberikan berkaitan dengan utang-piutang, berkaitan dengan
kelancaran arus uang, berkaitan dengan bisnis nasabah, berkaitan dengan
transaksi perdagangan dan valuta asing (hanya dapat dilakukan oleh Bank

Devisa), save deposit box, fasiltas drive in banking, berkaitan dengan urusan
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rumah tangga nasabah, menyediakan pelayanan penyetoran dan  penarikan
dana 24 jam melafui ATM.

Dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal, bank juga memiliki
sumber pendapatan yang potensialyaitu pendapatan non operasional dan
pendapatan operasional. Pendapatan non operasional adalah pendapatan
yang tidak berkaitan langsung dengan operasional bank, misalnya
menyewakan gedung, kantor, gudang, dan kendaraan. Pendapatan operasional
adalah pendapatan yang berkaitan dengan usaha bank, misainya berkaitan

dengan kredit rekening koran, wesel, efek, SBI, SBPU, SBPM.

4.1.2.-Bentuk Dan Sifat Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Kreditur

Pada dasarnya ada 3 (tigé) jenis nasabaﬁ yang berhubungan dengan
bank, yaitu nasabah penyimpan dana/kreditur, nasabah penerima kredit/debitur
dan nasabah pengguna jasa bank.

Berdasarkan benfuknya, perjanjian antara bank dengan nasabah adalah
perjanjian baku. Hal ini diketahui dari cara mengikat perjanjian baik dalam
giro, deposito, maupun tabungan, nasabah tinggal menanda tangani blanko
yang disodorkan oleh petugas bank. Dalam blanko tersebut sudah ditetapkan
ketentuan-ketentuan yang berfaku bagi bank maupun nasabah {diletapkan
secara sepihak).

Berdasarkan sifatnya, merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur

yang didasari pada azas kepercayaan. Karena nasabah percaya bahwa uang
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yang disimpan di bank akan aman, dan mereka tidak mau tahu akan kegunaan
uang tersebut.

Dari hubungan hukum vyang dilakukan oleh  bank dengan nasabah
penyimpan danafkreditur menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Secara umum hak bank adalah menerima setoran uang sesuai dengan
bentuk simpanan nasabah. Sedangkah kewajibanya adalah melakukan
pembayaran yang diperlukan nasabah, sesuai dengan apa yang telah
diperjanjikan. Selain itu bank juga mempunyai hak memotong PPh atas bunga
simpanan nasabah yang nilai nominalnya lebih dari Rp 5 juta, dan berkewajiban
unfuk menyetorkan PPh tersebut ke kas negara.

Sedangkan kewajiban para nasabah penyimpan dana/kreditur adalah
menyetorkan uang sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sesuai dengan
bentuk simpanannya. Khusus bagi nasabah penyimpan dana dalam bentuk giro,
dikenakan jasa giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan haknya adalah
menikmati bunga yang diberikan, serta dapat mengambil uangnya sesuai dengan
ketentuan yang ada.

Berakhirnya hubungan hukum antara nasabah dengan kreditur, dilakukan
dengan penutupan rekening dari simpanan nasabah. Giro dapat ditutup atas
kemauan nasabah dan atau oleh bank. Ditutup oleh bank apabila nasabah yang
hersangkulan melanggar ketentuan perbitan cekibilyet giro kosong.

Deposito ditutup karena sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjan.g fagi,
apabila ditutup sebeium jatuh tempo dikenakan finalti yang besarnya

ditentukan oleh bank yang bersangkutan.
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Serlifikat deposito berakhir setelah sertifikat yang asli diserahkan ke bank,
dengan diikuti pembayaran oleh bank sesuai dengan nilai nominalnya.

Tabungan ditutup atas kemauan nasabah sendiri.

4.1.3. Perangkat Hukum Perbankan Yang Mengatur Perlindungan Hukum

Kepada Kreditur

Indikator untuk menganalisa perlindungan hukum dilakukan melalui supra
sistem, sistem dan sub sistem. Yang dibedakan perlindungan hukum secara
umum dan khusus. Perlindungan secara umum berupa supra sistem dan sistem
yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangan perlindungan Khusus meliputi
manajemen dana bank dan pengelolaan usaha bank.

Di lihat dari supra sistem Undang-Undang Perbankan 1992, belum secara
tegas mengatur mengenai perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan
dana/kreditur. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana/kreditur,
secara normatif diatur secara tegas dalam Keppres No.26 Tahun 1993
Tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum, hamun
ketentuan tersebut fidak berfaku bagi Bank Perkraditan Rakyat.

Dalam sistem perbankaﬁ, ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu
bank sebagai institusi, nasabah sebagai penyimpan danaf/kreditur, dan
pemerintah/Bank tndonesia. Pihak bank, dengan adanya  kebijakan bunga
tinggi yang ditetapkan pemerintah pada simpanan nasabah, bank merasa
kesulitan dalam menyalurkan dana, karena sektor riil belum mampu menyerap

pinjaman.
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Nasabah menyimpan dana di bank mempunyai dua Kepentingan, yéitu
kepentingan fisik yang dikaitan dengan keamanan dan kepentingan terhadap
sosial ekonominya, yang dikaitkan dengan Keuntungan. Secara normatif
kepentingan fisik nasabah telah terfindungi, berdasarkan Keppres No.26 Tahun
1998, yang menjamin simpanan nasabah (giro, deposito, sertifikat deposito dan
tabungan), di semua bank yang berbadan hukum Indonesia.

Kepentingan terhadap sosial ekonominya yang  dikaitkan dengan
keuntungan  yang  dipercieh dari hasil simpanan  deposito sangat
menguntungkan, karena pada saat ini pemerintah masih menerapkan Kkebijakan
bunga tinggi, pada simpanan nasabah.

Namun bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat, secara normatif belum
terlindungi, baik kepentingan fisik maupun terhadap sosial ekonominya, Karena
Bank Perkreditan Rakyat tidak mampu memberikan bunga tinggi pada
simpanan nasabah. Sesuai dengan sistem perbankan di Indonesia, Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral, berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan. Dalam rangka melaksanakan  Kewenangan tersebut Bank
Indonesia, mengeluarkan Surat Kepulusan Direksi dan ditindaklanjuti dengan Surat
Edaran.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia herisi ketenfuan-ketentuan yang
harus ditaati oleh bank, dan bertujuan melingungi kepentingan masyarakat yang
berhubungan dengan bank. Sub sistem merupakan bagian  yang terpenting
dalam kegiatan usaha bank. Karena sub sistem merupakan salah satu unsur

dari sistem yang dilakukan oleh bank datam menjalankan kegiatan usahanya.



208

Ada dua aspek penting dalam menjalankan kegiatan usaha bank, yaitu aspek
manajemen bank dan aspek pengelolaan usaha bank. Dua aspek tersebut,
sangat mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Kunci sukses kegiatan usaha bank adalah bagaimana manajemen bank
dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga
peranannya sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik.

Untuk mencapai hal tersebut diperiukan seorang bankir yang profesional,
berpegang pada peraturan dan memegang etika profesi. Profesionalisme
sangat diperiukan dalam pengelolaan usaha bank. Sumiber dana yang telah
terkumpul, dialokasikan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan oleh
manajemen bank. Alokasi dana bank bertujuan untuk memperoleh probabilitas
yang cukup dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga
posisi likuiditas bank agar tetap aman (safe).

Dengan menggabungkan antara probabilitas dan likuiditas, maka alokasi
dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa, agar sewakiu diperiukan
kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Maksudnya bank harus menjaga agar

nasabah tidak kecewa atas ketepatan pelayanan bank.

42. .Saran—saran

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kegiatan usaha
bank dalam menghimpun dana dan hubungan hukumnya, serta mengevaluasi
perangkal hukum perbankan untuk mengetahui seberapa jauh memberi

perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Berdasarkan temuan-temuan
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pada hasil penelitian dan analisisnya, maka penulis akan menyampaikan saran

kepada para pihak yang terkait dalam kegiatan usaha bank, yaitu pemerintah,

bank dan nasabah sebagai berikut :

4.2.1. Pemerintah yang dibedakan menjadi pemerintah/ Bank Indonesia dan

BPPN : |
1. Pemerintah/Bank Inodesia

Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah saat ini, sangat
menyulitkan bank dalam menyalurkan kredit, karena tidak terserap oleh sektor
ril. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia sebaiknya terus
melakukan intervensi untuk memperkuat nilai rupiah, sehingga dapat menurunkan
suku bunga bank.
2. BPPN

Dalam Surat Keputusan Bersama Antara Direksi Bank Indonesia, dan
Ketua BBPN No.30/270/Kep/Dir dan No.1/BPPN/1998, Tentang Petunjuk Jaminan
Pemerintah Terhadap Pembayaran Bank Umum, dijelaskaAn bahwa program
jaminan tidak beriaku bagi Bank Asing, BPR dan bank yang telah dicabut ijinnya.

Untuk memberikan perlakuan yang sama antara nasabah Bank Umum
dan BPR, sebaiknya dibuat ketentuan perlindungan hukum bagi nasabah BPR.
422. Bank
1. Sehubungan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan Pemerintah

pada saat ini. Maka bank perlu mengembangkan kegiatan ysaha disekior jasa

(fee based income), guna mengurangi cost of fund yang harus ditanggung.
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2. Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah, periu dikembangkan kinerja

yang profesional jujur dan bertanggung jawab.

4.2.3. Nasabah

Nasabah harus lebinh hati-hati dalam memilih bank yang akan dipercaya
unfuk mengelola dananya, dengan cara mencari informasi yang lengkap
mengenai kinerja bank yang bersangkutan, melalui laporan keuangan yang
dipublikasikan. Hal yang perlu diperhatikan jangan hanya tergiuf oleh iming-

iming hadiah dan bunga tinggi.
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